Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013 by Aswanto
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA




FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
©2013
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
Amanna Gappa adalah 
nama kitab hukum terkenal 
yang disusun Matoa (pemimpin) 
Wajo bernama Amanna Gappa 
tahun 1679 berisikan hukum 
laut, pelayaran dan hukum 
perdata sebagai pedoman 
di kawasan nusantara.








Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
ISSN: 0853-1609
Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nomor 4212/H4.7/KP.23/2011 tentang Pengelola Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Tanggal 15 Juni 2011
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM
Ketua Pengarah : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H
Wakil Ketua Pengarah : Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
Penyunting Pelaksana	 :	Dr.	Zulkifli	Aspan,	S.H.,	M.H
Sekretaris Penyunting  : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Dewan Penyunting : Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H
 : Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.H
 : Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H
 : Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H
Penyunting Penyelia (Ahli) : Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H
 : Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H
 : Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H
 : Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H
Bidang Pengembangan dan informasi  : Romi Librayanto, S.H., M.H
 : Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM
 : Aulia Rifai, S.H., M.H
 : Muhammad Aswan, S.H., M.Kn
 : Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H
Tata Usaha dan Distribusi  : Haeranah, S.H., M.H
 : Muhammad Nursalam, S.H
 : Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
 : Ismail Alrif, S.H
Tata Letak/Layout  : M. Zulfan Hakim, S.H., M.H
 : Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
 : Ahsan Yunus, S.H
Alamat Redaksi     : Kantor Fakultas Hukum Tamalanrea
       Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea,  
       Makassar, 90245. Telp/Fax: 0411-587219; 081342611688
Website    : jurnalamannagappa.com 
E-mail       : admin@jurnalamannagappa.com 
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
Izin tertulis dari penerbit
All rights reserved
Confidential	information	–	Not	to	be	without	written	permission	from	publisher
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
DAFTAR ISI
Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa
Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
PENGUATAN KAPASITAS DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM 
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH 
Abdul Razak.......................................................   1-11
EKSISTENSI PRINSIP PEMBEDAAN 
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN 
KONFLIK BERSENJATA
Danial.................................................................. 13-28
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN 
SECARA BERKEADILAN
Musakkir............................................................  29-43
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA 
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 
(GOOD GOVERNANCE) 
Achmad Ruslan.................................................  45-57
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN 
FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK 
INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PERKAP NO. 8 TAHUN 2011)
Firman Floranta Adonara................................  59-74




Syamsuddin Muchtar & Hijrah Adhyanti......  75-87
NILAI BEBAN BUKTI DOKUMEN 
ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA 
PERDATA 
Yuris Wibowo Susanto......................................89-102
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 
TERHADAP HAK KEPERDATAAN 





Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa
Terbit Tri Wulan
1. Naskah bersifat ilmiah dan sistematis 
struktur naskah: Pendahuluan, 
Pembahasan dan Analisis, serta 
Penutup, berupa kajian terhadap 
masalah-masalah yang berkembang 
(konseptual), relevan dengan bidang-
bidang ilmu hukum, gagasan-gagasan 
orisinil, hasil penelitian/survei, resensi 
buku atau bentuk tulisan lainnya 
yang dipandang dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan ilmu 
hukum.
2. Naskah diketik dengan spasi ganda 
(1,15 spasi), font Times New Roman 
(12) pada ukuran kertas A4 dengan 
panjang naskah antara 19-20 halaman. 
Selain print-out, naskah juga disertai 
file	 dalam	 CD-RW,	 program	 MS	
Word.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia 
baku atau dalam bahasa Inggris yang 
memenuhi kaedah-kaedah penulisan 
yang baik dan benar.
4. Setiap kutipan harus dinyatakan 
sumbernya secara tegas dengan 
menggunakan teknik pengutipan 
Footnote.
5. Naskah harus dilengkapi dengan 
Abstrak dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. Abstrak maksimal 60 
kata, disertai kata kunci.
6. Naskah dilengkapi dengan Daftar 
Pustaka, terdiri dari: Nama Pengarang, 
Tahun Terbit, Judul, Tempat/Kota 
Terbit, dan Nama Penerbit.
7. Melampirkan Curriculum Vitae 
(termasuk alamat e-mail) penulis.
8. Penyunting dapat melakukan 
penyuntingan pada setiap naskah 
sebelum dimuat tanpa mengubah 
substansi naskah.
9. Karya yang dikarenakan suatu hal 
dan/atau tidak memenuhi persyaratan 
untuk dimuat, maka naskah tersebut 
dapat diambil kembali melalui 
pengelola.
Setiap naskah dapat diantar langsung atau 
dikirim via e-mail ke: 
Alamat Redaksi: 
Dapur Jurnal. Lt. 1 Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Jln. Perintis 
Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, 








Puji syukur terhaturkan atas kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan 
nikmat-Nya. Tak terasa, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA kini memasuki tahun kedua 
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segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk 
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PENDAHULUAN
Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) selalu menarik untuk dicermati. Tidak saja terkait penguatan 
kapasitas kelembagaan DPD berupa kewenangan, status dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), juga pertentangan atau 
perdebatan antara konsep parlemen di Indonesia. Namun juga bagaimana melihat dan 
mengevaluasi sejauhmana peran DPD sejak berdirinya sebagai Dewan Perwakilan 
Daerah yang pure  sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah. Dibawah ini 
akan dipaparkan sejumlah pokok permasalahan terkait DPD.
Namun kecenderungan beberapa dekade terakhir, parlemen bikameral lebih 
banyak menarik minat negara-negara yang baru merdeka.1 Dalam catatan Ball 
1   Rood Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin. Comparative Government and Politics: An 
Introduction. 1998. hlm. 113
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Abstract: This study aims to summarize the opinion of the local government and stakeholders 
regarding other institutional strengthening and the Regional Representative Council to 
determine the extent of the Regional Representatives Council carry out its functions in the 
field of decentralization legislation in perspective to show the existence and capacity of the 
Regional Representative Council as the Regional Representative Council and to determine 
how much influence the Regional Representative Council to the Parliament in the field of 
decentralization legislation in perspective so expect to find the right model for strengthening 
parliaments ahead.
Keywords: Autonomy, Local Government, Regional Representative Council
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merangkum pendapat dari pemerintah daerah serta 
pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mengenai upaya penguatan kelembagaan 
Dewan Perwakilan Daerah dan untuk mengetahui sejauh mana Dewan Perwakilan Daerah 
melaksanakan fungsinya dalam bidang legislasi dalam perspektif Otoda untuk menunjukkan 
eksistensi dan kapasitas Dewan Perwakilan Daerah sebagai Dewan Perwakilan Daerah dan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dewan Perwakilan Daerah terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi dalam perspektif Otoda sehingga diharapkan 
untuk menemukan model yang tepat guna penguatan parlemen ke depan. 
 Kata kunci: Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah
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2
dan Peters, kebanyakan parlemen modem menerapkan sistem dua kamar, dengan 
pengecualian New Zealand yang justeru berubah ke unikameral dengan membubarkan 
Majelis Tingginya di tahun 1950, di ikuti Denmark di tahun 1954, Swedia di tahun 1970, 2 
dan Iceland di tahun 1991.3 Yang menarik di tahun 1996, dari 36 negara yang diobservasi 
oleh Arendt Lijphart berkait dengan pola-pola demokrasi, hanya 13 negara yang unikameral. 
sisanya	–	23	negara	–	menerapkan	sistem	bikameral.4 
Berdasarkan perbandingan kekuatan antara kedua kamarnya, Giovanni Sartori 
kemudian membagi sistem parlemen bikameral menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Asimmetric 
bicameralism atau weak bicameralism atau soft bicameralism, yaitu apabila kekuatan salah 
satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; 2) Simmetric bicameralism atau strong 
bicameralism, yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat; dan 3) Perfect 
bicameralism, yaitu apabila kekuatan diantara kedua kamarnya betul-betul seimbang.5
Beranjak dari pembagian sistem parlemen bikameral Sartori di atas, weak bicameralism 
sebaiknya dihindari karena akan menghilangkan tujuan bikameral itu sendiri, yaitu sifat 
sating kontrol antara kedua kamarnya. Artinya, dominasi salah satu kamar menyebabkan 
weak bicameralism hanya menjadi bentuk lain dari sistem parlemen satu kamar (unikameral). 
Di sisi lain, perfect bikameralism bukan pula pilihan ideal, karena kekuasaan yang terlalu 
seimbang antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi memang seakan-akan melancarkan 
fungsi kontrol antara kamar di parlemen. Namun sebenarnya juga berpotensi menyebabkan 
kebuntuan tugas-tugas parlemen, sehingga yang menjadi pilihan karenanya adalah 
terwujudnya sistem strong bicameralism.
Ketiga macam bikameral tersebut adalah berdasarkan tingkatan kekuatannya. 
Disamping itu, Sartori juga membedakan bikameral menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi 
atau struktur keanggotaan di antara kedua kamarnya, yaitu: 1) bikameral yang unsumya sama 
(similar bicameralism); 2) bikameral yang unsurnya agak berbeda (likely bicameralism) dan 
3) bikameral yang unsurnya sangat berbeda (differentiated bicameralism).6
Sama halnya dengan pembagian berdasarkan perbandingan kekuatan di atas, parlemen 
bikameral dengan unsur yang telalu sama diantara kedua kamarnya akan berubah wujud 
menjadi unikameral. Sebaliknya juga, apabila terlalu berbeda akan menyebabkan kebuntuan 
proses kerja parlemen karena terlalu heterogennya aspirasi dari unsur-unsur yang ada. 
Karenanya harus dicari adonan perpaduan yang menghasilkan likely bicameralism.
Mengacu pada jenis-jenis bikameralism yang diajukan oleh Sartori itu, maka 
bikameral ideal sebaiknya mengarah kepada perpaduan antara strong bicameralism dengan 
2   Alan R. Ball and B. Guy Peters. Modern Politic and Government. 2000. hlm 190
3   Arendt Lijpahrt, Pattern of- Democracies, 1990, hlm. 202
4   Ibid.
5   Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering. 1997. hlm 184.
6   Ibid.
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likely bicameralism. Kongres di Amerika Serikat adalah contoh nyata dari perpaduan ideal 
tersebut karena House of Repersentatives-nya berbagi kewenangan dan saling control dengan 
Senate untuk melaksanakan fungsi parlemen tetapi tidak saling menjegal. Unsur -unsurnya 
pun terjaga dengan memadukan antara sistem kepartaian di House of Repersentatives dan 
representasi negara bagian di Senate.
Salah satu ciri negara bagian yang mempunyai parlemen bikameral yang kuat adalah 
ketika kedua kamarnya mempunyai hak untuk saling memveto dalam proses dalam proses 
legislasi, sebagaimana tersistem di Australia, Belgia, Italia dan Amerika Serikat.7 Contoh-
contoh negara itu menunjukan sistem parlemen bikamerai yang kuat dapat berpadu selaras 
dengan sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial.8
Beranjak dari uraian di atas, penelitian ini kemudian bertujuan untuk menganalisis upaya 
penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah secara konstitusional dalam kerangka 
checks and balances lembaga legislatif di Indonesia. Selain itu, juga terkait seberapa besar 
pengaruh DPD terhadap DPR dalam bidang legislasi dalam perspektif otonomi daerah.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Konstruksi Parlemen Indonesia
Salah satu perubahan penting dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca 
reformasi 1998 adalah perubahan UUD 1945 yang secara berkala dilakukan empat tahap.9 
Perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Hal ini sejalan dengan 
tesis Huntington yang menyebut tiga syarat demokratisasi, yaitu: 1) berakhirnya rezim 
otoriter; 2) dibangunnya rezim demokratis atau disebut juga masa transisi demokrasi; dan 3) 
pengonsolidasian rezim baru.10 
Hasil dari rekonstruksi konsep ketatanegaraan pasca empat tahap perubahan UUD 
1945 adalah dibentuknya lembaga lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun diantara beberapa perubahan 
tersebut, menarik menyimak kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam diskursus 
lembaga legislatif dengan tiga “pemain” di dalamnya; MPR, DPR, DPD. Penuangan 
ketentuan mengenai DPR dan DPD dalam UUD 1945 setelah perubahan (amendemen), 
masing-masing dituangkan dalam Bab VII, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B (terdiri atas 
tujuh pasal) untuk DPR, dan Bab VILA, Pasal 22C dan Pasal 22D ketentuan mengenai DPD 
7   Ibid. 
8   Deny Indrayana, DPD, Antara (Ti)ada dan Tiada, dalam Negara; Antara Ada dan Tiada; Reformasi 
Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta: KOMPAS, 2008), him 299-302
9   Perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua disahkan pada 18 Agustus 
2000, Perubahan Ketiga disahkan pada 10 November 2001, dan Perubahan Keempat disahkan pada 10 Agustus 
2002
10   Samuel. P. Huntington, The Third Wafe Democratization in the Late Twentieth Century, University 
of Oklahoma Press, Oklahoma, 1991
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(dua pasal). Ketentuan berkenaan dengan kewenangan DPR juga terdapat dalam Pasal 7A - 
Pasal 7C; Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14; Pasal 23F, dan Pasal 24A- Pasal 24C UUD 1945. 
Kewenangan DPR dalam pasal-pasal yang disebut terakhir itu, dalam tulisan ini disebut 
kewenangan “ekstra” DPR.
Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar (bikameral) dalam 
format baru lembaga parlemen di Indonesia. Jika DPR merupakan parlemen yang 
mewakili penduduk (sekaligus partai politik), maka DPD merupakan parlemen yang 
mewakili wilayah atau daerah, meskipun keberadaanya mirip dengan utusan daerah 
pada parlemen masa rezim Orde Baru.
Namun apapun hasil yang dicapai (dalam anti kualitas substansi dan struktur), 
fakta menunjukkan bahwa UUD 1945 telah diamandemen satu kali yang pengesahannya 
dilakukan empat tahap (empat kali sidang tahunan MPR: Oktober 1999, Agustus 
2000, Nopember 2001, dan Agustus 2002). Setelah UUD 1945 diamandemen, ternyata 
banyak pula masalah yang muncul yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari 
optik Hukum Tata Negara dan llmu Konstitusi.11 Salah satu masalah yang banyak dibicarakan 
ialah kekuasaan dan kewenangan DPD yang dipandang oleh banyak orang sebagai tidak 
proporsional.
Ditinjau dari segi kelembagaan, lembaga perwakilan kita cenderung dikategorikan 
sebagai soft bicameral atau bikameral lunak. Sementara itu, jika ditinjau dari segi fungsional 
dalam pembuatan perundang-undangan, sistem parlemen Indonesia dikatakan sebagai 
unicameral, karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR. Para ahli berbeda pendapat. Ada yang 
berargumen bahwa parlemen Indonesia adalah bikameral yang lemah (weak bicameralism), 
namun ada pula yang menyatakan Indonesia bukanlah parlemn bikameral melainkan 
trikameral. Saldi Isra misalnya, berpandangan bahwa dengan adanya kewenangan 
yang masih dimiliki MPR, selain kewenangan konstitusional yang DPR dan DPD, maka 
sebenarnya Indonesia menganut sistem parlemen tiga kamar.12 Dengan dominasi DPR 
terhadap DPD.
Padahal, DPD merupakan representasi, otoritas legislasi, dan mewakili kepentingan 
daerah. Dalam banyak kajian telah dikatakan bahwa lembaga DPD dibentuk untuk menjarnin 
keterwakilan daerah, yang merupakan salah satu elemen penting bagi peliharaan NKRI. 
Secara legal institusional, keterwakilan itu dibuktikan dengan dipilihnya empat wakil dari 
masing-masing propinsi. Mereka ini akan mendapatkan mandat dari rakyat-daerah untuk jadi 
11   Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2010), hlm ix.
12   Saldi lsra, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan 
Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi Vol. 1. No. 1. Juli 2004, 129- .132. 
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wakil mereka. Jika ini saja yang dikehendaki, maka amanat konstitusional telah terpenuhi 
seluruhnya.
Dengan kata lain, perumusan berbagai peraturan perundang -undangan yang berkaitan 
dengan pembentukan DPD dan hubungan antara DPD dengan berbagai lembaga negara 
lainnya harus mendasar dan perlu memperhitungkan keterwakilan kepentingan daerah. 
Jika elemen ini kurang diperhatikan, maka konstitusionalisme yang sekarang mengarah 
pada tata pemerintahan yang lebih baik dan demokratis tidak akan diikuti dengan reformasi 
kelembagaan seperti yang diharapkan. Bahkan, kesadaran politik dan berbagai daerah yang 
mengarah pada kekecewaan dan frustasi dapat berakibat pada poltical setback.
Posisi asimetris dan lemah dari DPD dibandingkan dengan DPR menjadikan lembaga 
ini lebih sulit dan berat dalam menjaga akuntabilitasnya. Sebab, di satu sisi, mereka akan 
dibebani dengan berbagai kepentingan dan harapan yang dikemukakan oleh berbagai pelaku 
politik di daerah. Sekali lagi, prioritisasi untuk berbagai kepentingan itu tentulah sangat sulit. 
Di sisi lain, mereka hanya mempunyai peluang dan otoritas terbatas untuk memperjuangkan 
kepentingan dari daerah yang mereka wakili.
Salah satu jalan keluar untuk mengelola kondisi tersebut adalah dengan membangun 
strategic alliance yang tepat, tanpa mengurangi arti penting mekanisme checks and balances. 
Sementara DPD lebih menekankan pemenuhan kepentingan daerah yang seringkali berbeda 
dengan kepentingan nasional. Dalam kondisi seperti itu, para pelaku seperti itu, para pelaku 
politik di daerah mungkin menjadi aliansi yang lebih strategis bagi DPD dibandingkan 
dengan DPR atau pemerintah pusat.13
Syamsuddin Haris14 mengatakan bahwa masalah dan dilema DPD ini sebetulnya sudah 
bisa diduga dari hasil amandemen atas konstitusi yang dinilai banyak kalangan cenderung 
tambal-sulam. Sementara dalam pandangan Agus Haryadi,15 parlemen Indonesia dengan 
DPR dan DPD memakai konsep “bikameral setengah hati”. Dengan didukung sejumlah 
alasan. Pertama, dalam hal jumlah anggota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22C Ayat 
(2)16 amandemen ketiga UUD 1945 ditegaskan bahwa jumlah anggota DPD tidak melebihi 
sepertiga dari jumlah anggota DPR. Klausul ini patut diduga sebagai bagian dari skenario 
untuk mempertahankan dominasi DPR dalam memutuskan hal-hal krusial di MPR. Dengan 
komposisi seperti ini agaknya sulit untuk tidak mengatakan bahwa keberadaan DPD lebih 
merupakan unsur suplemen ketimbang benar-benar mengakornodasi kepentingan masyarakat 
13   Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Kerjasama Sekretariat 
Jenderal MPR dengan UNDP, Jakarta, 2003, hlm 4-6
14  Syamsuddin Haris. Dilema DPD dan Restrukturisasi Sistem Perwakilan, Bikameral Bukan Federal, 
(Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006), hlm. 40
15  Agus Haryadi, Bikameral Setengah Hati, dalam Bikameral Bukan Federal, Op.cit., hlm 53.
16  Pasal 22C ayat (2) berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama 
dan jumlah sekruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat”




Kedua, perkara diskriminasi terhadap DPD juga muncul dalam perubahan ketiga UUD 
1945 Pasal 14 ayat (2)17 sehubungan pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden yang 
hanya sekedar memperhatikan pertimbangan DPR yang (lagi-lagi) tidak melibatkan DPD. 
Otoritas ekstensif yang dilakukan DPR-pada saat yang sama menumpulkan peran DPD jelas 
mengkhawatirkan, mengingat prinsip dasar sistem presidensialisme yang erat kaitannya 
dengan mekanisme pengawasan dan perimbangan, termasuk dalam MPR sendiri tidak dapat 
diterapkan dalam kerangka aturan semacam ini.
Sementara dalam tinjauan fungsional, keberadaan DPD seakan sama artinya dengan 
ketidakberdayaannya sendiri. Puncaknya, seakan-akan menyempurnakan DPD sebagai 
lembaga	demokrasi	artifisial.	Pasal	20	ayat	(1)	UUD	1945	secara	eksplisit	menghentikan	area	
kewenangan bagi DPD untuk bisa terlibat dalam akses pengambilan keputusan membentuk 
undang-undang. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari isi pasal itu yang menyerahkan 
kekuasaan membentuk undang undang kepada DPR tanpa menyebutkan istilah DPD satu kali 
pun. 
DPD dalam Perspektif Otonomi Daerah
Dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, kewenangan DPD adalah berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. Artinya, domain kewenangan DPD adalah seputar Otonomi Daerah.
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri 
dan nomos yang berarti hukum/peraturan. Otonomi daerah juga dapat berarti sebagai 
perundangan sendiri, mengatur/memerintah sendiri dan pemerintahan sendiri. Sementara itu, 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Di 
Indonesia, otonomi memiliki landasan kuat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagaimana 
dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan, “Pembagian daerah Indonesia atas 
dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
Undang-Undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 
Koesoemahatmadja,18 mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarah Indonesia, 
otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan 
(bestuur). Pada dasarnya, otonomi ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara 
17  Pasal 14 ayat (2) menyatakan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
18   Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ice Daerah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). hlm 33.
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menyeluruh dengan jalan mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan kepada 
masyarakat agar dapat tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dapat 
dikatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk membuat peraturan 
dengan berlandaskan kepentingan negara dan kepentingan daerah itu sendiri sesuai dengan 
kondisi sosial masyarakatnya.
Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban 
yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai 
dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap 
daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi 
yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan 
bagian utama dari tujuan nasional.
Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 
tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin 
keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya 
adalah bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah 
dengan Pemerintah, artinya mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap 
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Dari sudut pandang hukum tata negara dalam konteks NKRI sebagaimana diamanatkan 
dalam UUD 1945, otonomi daerah merupakan sarana kebijakan yang tepat untuk memelihara 
keutuhan negara, bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, 
otonomi daerah sejatinya telah menyebarluaskan konsep demokratisasi hingga ke daerah. 
Salah satu wujud demokratisasi ini adalah daerah diberi keleluasaan untuk membangun, 
memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah melalui penataan 
kebijakan, perangkat kelembagaan dan instrumen hukum yang mengakomodasi kebutuhan 
daerah. Inilah kemudian yang menjadi tugas utama DPD, bagaimana menjembatani aspirasi 
masyarakat daerah tersebut. Namun hal ini sedianya sulit dilakukan jika kewenangan DPD 
tidak diperkuat.
Penataan Parlemen ke Depan
Berdasarkan konstrusi kelembagaan parlemen di atas, adalah wajar jika DPD lalu 
mengusulkan amandemen konstitusi.19 Urgensi amendemen kembali konstitusi tidak 
19   Lihat, DPD Lanjutkan Usulan Amandemen UUD 1945, Kompas, Kamis, 18 Agustus 2011.
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hanya terkait kebutuhan penguatan DPD, tetapi juga dalam rangka penyempurnaan sistem 
pemerintahan dan rekonstruksi sistem perwakilan. Ada beberapa alasan amendemen 
ulang	konstitusi	terkait	penguatan	kapasitas	kelembagaan	DPD	ini.	•
Pertama, apabila format presidensialisme menjadi pilihan kita, maka sebagai konsekuensi 
logisnya, pertama, mekanisme checks and balances antara Presiden dan parlemen (DPR dan 
DPD) harus Iebih diperkuat, antara lain, melalui hak veto yang dimiliki Presiden dan hak 
veto serupa yang dimiiiki secara bersama-sama oieh DPR dan DPD (melalui sidang MPR). 
Sesuai konstitusi (Pasal 20 ayat 5), dewasa ini yang memiiiki semacam “hak veto” dalam proses 
legislasi hanya DPR.
Kedua, harus dibangun sistem pariemen dua kamar, DPR dan DPD yang kekuasaannya 
bukan saja hampir setara, tetapi bisa juga sating kontroi satu sama lain. itu artinya, suka atau 
tidak, DPD harus menjadi semacam “Senat” dengan fungsi legislasi jika kita hendak konsisten 
dengan pilihan atas sistem presidensial. Sebagai konsekuensi sistem logis berikutnya, 
MPR semestinya tidak perlu bersifat permanen seperti sekarang, tetapi semacam join session 
antara DPR dan DPD. MPR juga tidak memerlukan pimpinan permanen karena bisa 
dijabat secara bergantian oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Hal yang sama juga berlaku 
untuk	kesekretariatan,	sehingga	efisiensi	anggaran	negara	pun	bisa	dicapai	sekaligus.
Kewenangan DPD juga perlu diperkuat. Selama ini, kewenangan seperti 
tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945 tersebut dianggap reiatif sangat terbatas untuk teriibat 
daiam pembuatan undang-undang. Dalam pasal itu DPD hanya diberi kewenangan “dapat” 
mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Akibat keterbatasan itu, maka DPD mengajukan sejumlah usul perubahan terhadap pasal 
tersebut. Ada tiga perubahan aturan Pasal 22D UUD 1945 yang diusulkan oleh DPD. 
Pertama, menghilangkan kata “dapat” dalam Ayat (1). Semula berbunyi, Dewan Perwakilan 
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dihilangkan kata “dapat” 
memberi makna kewajiban atau keharusan melekat pada did DPD dari makna semula bisa ya 
atau bisa juga tidak mengajukan. Kedua, DPD juga mengusulkan untuk ikut menyetujui dan 
menolak sejumlah RUU yang berhubungan dengan otonomi dan hubungan pusat dan daerah 
diatas. Perubahan ini memberi kewenangan yang lebih besar Dari sebelumnya hanya berhak 
ikut membahas. Posisi tawar menawar DPD menjadi semakin kuat terhadap DPR. ketiga, 
mengusulkan tambahan ayat yang berisi; Jika Dewan Perwakilan Daerah menolak RUU 
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi 
pada masa sidang DPR berikutnya (diusulkan menjadi Ayat 3). Usulan ini akan mengubah 
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
9
performa sistem kamar dalam parlemen kita.20
Kejelasan sistem pariemen Indonesia kedepan harus lebih tegas. Pemilihan anggota 
DPD yang secara langsung melalui sistem distrik harus disinkronkan dengan kewenangannya 
yang lebih kuat. Fungsi pertimbangan yang saat ini melekat kepada DPD, dalam hal hal yang 
berkaitan dengan daerah, sebaiknya ditingkatkan. Misalnya, dalam proses legislasi, jika 
ke depan ada amandemen atas UU Pemerintahan Daerah, maka DPD tidak hanya terbatas 
memberikan pertimbangan, tetapi turut mempunyai hak suara untuk menentukan lobos 
tidaknya RUU perubahan tersebut.
Selain penguatan fungsional tersebut, perlu juga dilakukan penguatan proteksi 
institusional dan personal kepada DPD. Proteksi institusional adalah dengan menegaskan 
bahwa, sebagaimana DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, maka demikian pula DPD. 
Sedangkan proteksi personal adalah dengan mengangkat hak imunitas DPD yang saat ini dari 
tingkat UU ke tingkat konstitusi. Peningkatan status hukum serupa perlu juga dilakukan atas 
hak-hak DPD yang lain. Artinya, sistem parlemen Indonesia ke depan sebaiknya mengarah 
kepada sistem parlemen bikameral yang kuat, meski jangan juga sampai ke arah parlemen 
bikameral yang sama kuat (perfect bikameralism). 
Masih adanya kelompok politik yang anti pati dengan sistem federal - dan selalu 
mengaitkannya -dengan sistem parlemen bikameral-  merupakan kenyataan sosiologis bangsa 
Indonesia, yang tidak fair untuk diabaikan begitu saja keberadaannya. Maksudnya, menjadi 
tidak bijak untuk menghadirkan sistem bikameral yang sama kuat ke dalam sistem berbangsa 
Indonesia. Terlebih, perfect bikameralism juga berpotensi mengarah kepada kebuntuan proses 
politik.21 Salah satu contoh krisis politik pernah dialami Australia di tahun 1975. Penolakan 
Senate atas rancangan APBN yang diusulkan pemerintahan Partai Buruh, memaksa Governor 
General Australia memberhentikan pemerintah.22
Berkait dengan hubungan antara sistem negara federal dengan parlemen bikameral, 
penelitian yang dilakukan Lijphart di tahun 1996 menunjukan bahwa dari 27 negara kesatuan 
demokratis yang diteliti masing-masing 13 negara merupakan parlemen unikameral, 13 
bikameral dan 1 adalah sistem one-and-a-half parlemen. Sedang dari 9 negara federal yang 
demokratis, semuanya menerapkan parlemen bikamera1. Dari angka-angka tersebut tetap 
dapat disimpulkan bahwa sistem parlemen bikameral tidak selalu berkait dengan negara 
federal, namun bukti bahwa semua negara federal pasti bikameral tetap merupakan fakta 
yang tak terbantahkan.
Lebih jelas tentang hubungan antara unikameral-bikameral dengan kesatuan federal, 
20   Suyatno, Reposisi Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Bikameral Bukan Federal, Op.cit, 
him 46-47.
21  Sartori, Op.cit. hlm. 188
22  Ball and Petters, Op.cit. hlm 193.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
penelitian Lijphart menyatakan, ketika derajat federalism dan desentralisasi meningkat, 
biasanya perubahan dari sistem unikameral ke bikameral terjadi: dan selanjutnya derajat 
kekuatan sistem parlemen bikameral juga meninggi. Tetapi, itu bukan berarti bahwa negara 
kesatuan sebagaimana Indonesia tidak dapat membentuk sistem bicameral  yang kuat, karena 
tetap saja ada perkecualian. Negara-negara kesatuan yang berpenduduk besar sebagaimana 
halnya Indonesia — seperti Perancis, Kolombia dan Italia tetap menerapkan sistem parlemen 
bikameral yang kuat, terlepas ketiganya adaiah negara kesatuan yang sentralistis.23
Akhimya, langkah untuk melakukan amandemen lanjutan atas UUD 1945 untuk 
mewujudkan parlemen bikameral yang kuat adalah salah satu agenda hukum-politik yang 
harus diadvokasi dan didesakkan. Namun, perubahan konstitusi tentu bukan pekerjaan 
mudah. Banyak prosedur dan persyaratan konstitusional yang sulit untuk dilewati, terlebih 
dengan jumlah anggota DPD yang kurang dari sepertiga anggota MPR. Dengan 
komposisi demikian, penguatan DPD melalui reformasi konstitusi adalah langkah penting 
namun kurang strategis dan relatif akan memakan waktu yang lama.
PENUTUP
Konstruksi parlemen jika ditinjau dari segi kelembagaan, lembaga parlemen Indonesia 
cenderung dikategorikan sebagai soft bicameral atau bikameral lunak. Sementara itu, jika 
ditinjau dari segi fungsional dalam pembuatan perundang-undangan, sistem parlemen 
Indonesia dikatakan sebagai unicameral, karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR. Padahal, 
DPD merupakan representasi, otoritas legislasi, dan mewakili kepentingan daerah. Dalam 
banyak kajian telah dikatakan bahwa lembaga DPD dibentuk untuk menjarnin keterwakilan 
daerah, yang merupakan salah satu elemen penting bagi peliharaan NKRI. 
Dengan kata lain, perumusan berbagai peraturan perundang -undangan yang berkaitan 
dengan pembentukan DPD dan hubungan antara DPD dengan berbagai lembaga negara 
lainnya harus mendasar dan perlu memperhitungkan keterwakilan kepentingan daerah. Jika 
elemen ini kurang diperhatikan, maka konstitusionalisme yang sekarang mengarah pada 
tata pemerintahan yang lebih baik dan demokratis tidak akan diikuti dengan reformasi 
kelembagaan seperti yang diharapkan.
Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 
tumbuh dalam masyarakat, sebagaimana ruang lingkup keberadaan DPD. Sehingga ke 
depannya, melalui penguatan kelembagaan DPD, penyelenggaraan otonomi daerah juga 
harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya.
23  Ibid. hlm. 215
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PENDAHULUAN
Jean Pictet dalam Development and Principles of International Humanitarian Law 
menerangkan bahwa prinsip pembedaan adalah pembagian penduduk suatu negara yang 
terlibat	 konflik	 bersenjata	menjadi	 dua	 golongan	 yakni	 combatan dan civilian.1 Perlunya 
pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil di atas menurut Pietro Verri,2 bertujuan 
untuk mengetahui mereka yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan 
sasaran atau objek kekerasan dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan tidak boleh 
dijadikan sebagai sasaran atau objek kekerasan. Jadi, esensi prinsip pembedaan (distinction 
principle) pada dasarnya adalah memberikan pembatasan kepada kombatan yang terlibat 
dalam	konflik	bersenjata	dan	perlindungan	bagi	penduduk	sipil.	
Perang	atau	konflik	bersenjata,	sama	tuanya	dengan	kehidupan	manusia	di	bumi	karena	
itu tidak dapat dihapus dari sejarah kehidupan manusia.3 Perang dibagi dalam tiga yakni zaman 
1  Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Vienna: Martinus Nijhoff 
Publisher	–	Hendri	Dunant	Institute,	1985,	hlm.	72
2  Pietro Verri, International Law of Armed Conflict,Jeneva: ICRC, 1992, hlm.32
3  Jean Pictet, Op Cit, hlm. 6
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Abstract: The existence of international humanitarian law principle of distinction in the level 
of regulation can provide effective protection against combatants and civilians in modern 
armed conflict. However, in terms of implementation, yet provide effective protection for 
the parties directly participating or not participating directly in hostilities. Contribution of 
international humanitarian law principle of distinction to the protection of victims of internal 
conflict in Indonesia, to strengthen the defense and security system concept and humanitarian 
principles in national legislation related to state defense.
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Abstrak: Eksistensi Prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dalam tataran 
regulasi dapat memberikan perlindungan efektif terhadap kombatan dan penduduk sipil 
dalam konflik bersenjata modern. Namun, dalam tataran implementasi, belum memberikan 
perlindungan yang efektif bagi para pihak yang berpartisipasi langsung maupun yang tidak 
berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Kontribusi prinsip pembedaan hukum humaniter 
internasional terhadap upaya perlindungan korban konflik internal di Indonesia, dapat 
memperkuat konsep Sishankamrata dan prinsip kemanusiaan dalam peraturan perundang-
undangan nasional yang terkait dengan bela negara.
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kuno, zaman pertengahan dan zaman modern. Setiap zaman mengalami karasteristik perang. 
Sehingga pengaturan perangpun terus mengalami perkembangan seiring dengan karasteristik 
perang tersebut. Salah satu prinsip dasar dalam perang adalah prinsip pembedaan. Prinsip 
Pembedaan mulai diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 namun belum secara eksplisit. 
Akan tetapi secara implisit dapat ditemui dalam Pasal 1 bab 1 konvensi yang dinyatakan 
bahwa: hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara saja tetapi juga 
bagi milisi dan korps sukarela yang memenuhi syarat sebagai kombatan. Sedangkan dalam 
Pasal 3 dinyatakan bahwa angkatan bersenjata dari pihak berperang terdiri dari kombatan 
dan non-kombatan.4 Apabila tertangkap oleh musuh, keduanya harus diperlakukan sebagai 
tawanan perang. Namun, perlu digaris bawahi bahwa non-kombatan yang di maksud 
bukanlah penduduk sipil, tetapi bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur seperti 
tenaga medis dan rohaniawan.5
Pengaturan pembedaan yang lebih menekankan pada istilah combatant dalam 
Konvensi Den Haag tahun 1907 berbeda halnya dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang 
menggunakan istilah ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ seperti yang diatur dalam 
Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan 
perang’ bila jatuh ke tangan musuh yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949. 
Penggolongan yang tidak tegas antara combatants dan civilians dalam Konvensi Den Haag 
1907 dan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 kemudian disempurnakan dalam Protokol 
Tambahan I tahun 1977. Istilah kombatan dalam Protokol Tambahan I dinyatakan secara 
eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat 
digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan 
bersenjata (armed forces) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan 
bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam 
permusuhan’ mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (organized armed 
forces).6 
Selanjutnya Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa: agar 
dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, 
para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan 
dan objek sipil dari sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap 
sasaran militer. Namun, Pengaturan tentang kombatan khususnya yang diatur dalam Pasal 
43 angka 2 dan Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 di atas belumlah menyentuh 
4  Jean Pictet menggunakan istilah non-kombatan untuk Civilian, lihat Jean Pictet, op cit. hlm. 8; 
Sedangkan Haryomataram menggunakan istilah penduduk sipil untuk Civilian, lihat Haryomataram, Op Cit. 
hlm. 20
5  Haryomataram,  Idem, hlm. 68; Lihat Juga Geoffrey S. Corn, Thingking The Unthinkable: Has The 
Time Come To Offer Combatant To Non-State Actor?, Texas: South Texas College Of Law, 2008, hlm. 1
6  Arlina Permanasari et.al, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC, 1999 , hlm. 83
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substansi prinsip pembedaan dan belum efektif, baik dari segi pengaturan maupun dalam 
tataran implementasi, ini terjadi karena: 1) Adanya perbedaan penafsiran terhadap prinsip 
pembedaan hukum humaniter internasional; 2) Sulitnya membedakan antara kombatan dan 
non	kombatan	dalam	perang	modern	saat	ini;	dan	3)	Adanya	perkembangan	bentuk	konflik	
yang	tadinya	hanya	konflik	bersenjata	internasional	kemudian	muncul	konflik	bersenjata	non	
internasional serta adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
Adanya	 perbedaan	 pengaturan,	 penafsiran,	 norma,	 kewajiban	 negara	 dalam	 konflik	
internasional	 dan	 non-internasional	 serta	 perkembangan	 bentuk	 konflik	 bersenjata	 sangat	
berpengaruh pada tatanan implementasi khususnya pengaturan terhadap pihak yang tidak 
terlibat	dan	tidak	lagi	terlibat	dalam	konflik	bersenjata,	dan	perlindungan	terhadap	penduduk	
sipil. Oleh karena itu, setiap negara dibelahan dunia ini bisa menyatakan perang dengan alasan 
berbagai macam seperti halnya agresi militer Amerika Serikat ke Afganistan. Agresi militer 
Amerika Serikat terhadap Afganistan tidak saja melanggar hukum humaniter internasional, 
tetapi juga melanggar piagam PBB. Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tidak didasari 
dengan Resolusi PBB. Sementara itu dalam piagam PBB dijelaskan bahwa pemberian 
sanksi bagi subjek hukum internasional yang melanggar hukum internasional harus didasari 




hasil perjanjian, negara Indonesia dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur 
dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara 
dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara dan 
Pancasila, sebagai sumber hukum dasar negara baik yang tertulis maupun hukum dasar 
tidak tertulis demi tercapainya tujuan negara. Adapun tujuan negara seperti yang tertuang 
dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia”. Dan juga “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.7
Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai mahluk 
yang	berbudaya,	bermoral	dan	beragama.	Lalu	bagaimana	dengan	konflik	Aceh?	Konflik	Aceh	
telah menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat Aceh, mulai eksekusi tanpa proses 
pengadilan, penangkapan sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan atau penganiayaan 
dan sebagainya. Amnesty internasional memperkirakan sekitar 3000 orang penduduk sipil 
terbunuh sejak tahun 1989-1998.8 Pada tahun 1998 seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto, 
7  Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, , 2004, hlm. 80
8  Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam, Madani Press, 
2000, hlm.199
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status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)9 dicabut. Namun, sengketa bersenjata 
terus berlanjut hingga disepakatinya perjanjian damai 15 Agustus 2005. 
Konflik	 bersenjata	 di	Aceh	 dan	 konflik-konflik	 lainnya	 yang	 penulis	 kemukakan	 di	
atas, menjadi contoh kasus pelanggaran terhadap prinsip pembedaan (distinction principle) 
dalam	konflik	bersenjata.	Pelanggaran	 terhadap	prinsip	 pembedaan (distinction principle) 
menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dan implementasi hukum humaniter 
internasional. Karena dengan penguatan hukum humaniter internasional dapat berimplikasi 
terhadap pembaharuan hukum nasional Indonesia khususnya konsep sistem pertahanan 
keamanan rakyat semesta (sishakamrata). Atas dasar itulah akhirnya menjadi motivasi dan 
bahan pertimbangan bagi peneliti untuk menulis karya tulis ini.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik 
Bersenjata yang Efektif 
Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan cabang dari hukum internasional 
yang	 memberikan	 perlindungan	 dan	 pembatasan	 penggunaan	 kekerasan	 dalam	 konflik	
bersenjata terhadap:10 Pertama, mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung 
dalam permusuhan; Kedua, pembatasan jumlah sarana yang digunakan dan semata-mata 
untuk	mencapai	tujuan	dari	konflik,	yakni	melemahkan	potensi	militer	musuh.	Dari	kedua	hal	
tersebut di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa prinsip-prinsip dasar hukum humaniter 
internasional, adalah:
a. Pembedaan antara warga sipil dan kombatan;
b. Larangan untuk menyerang mereka yang hors de combat;
c. Larangan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu;
d. Prinsip kebutuhan, dan
e. Prinsip proporsionalitas.
Dua hal tersebut di atas juga mengungkapkan batas yang melekat pada hukum humaniter 
internasional, yakni:11 
a. Tidak melarang penggunaan kekerasan;
b.	Tidak	dapat	melindungi	semua	mereka	yang	terkena	dampak	konflik	bersenjata;
c.	Tidak	membuat	perbedaan	berdasarkan	tujuan	konflik;
9  DOM merupakan status yang diberikan terhadap wilayah Aceh oleh Pemerintah Republik Indonesia 
akibat terjadinya gangguan keamanan oleh separatis GAM.
10  Geoffrey, “The Restraint of War in Historical and Philosophical Perspective”, in Humanitarian Law of 
Armed Conflict – Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Dordrecht, M. Nijhoff, 1991, hlm. 
3-26; Lihat juga Hensel Howard M. (ed.), The Legitimate Use of Military Force: the Just War Tradition and the 
Customary Law of Armed Conflict, Hampshire, Ashgate, 2008, hlm. 300; Lihat juga Walzer Michael, Just and 
Unjust Wars, A Moral Argument with Historical Illustrations, 3rd ed, New York, Basic Books, 2000, hlm. 361 
11  David Éric, Principes de droit des conflits armés, Brussels, Bruylant, 3rd ed., 2002, hlm. 921-922
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d.  Tidak melarang para pihak menyerang musuh;
e.				Para	pihak	dalam	konflik	bersenjata	memiliki	tujuan	yang	rasional	dan	dengan	demikian	
tujuan mereka tidak bertentangan dengan hukum humaniter humaniter.
Batas yang melekat pada hukum humaniter internasional di atas tidaklah kemudian 
mempengaruhi perilaku sedemikian luar biasa seperti anarkis dan kekerasan dalam situasi 
konflik	bersenjata.	Terlebih	lagi	karena	semua	hukum	nasional	melarang	konflik	bersenjata	
internal	dan	hukum	internasional	juga	melarang	konflik	bersenjata	internasional. Masalahnya 
adalah bagaimana pertimbangan hukum diharapkan mampu membatasi perilaku manusia 
ketika	kelangsungan	hidup	individu	atau	bersama	terancam?	
Pada dasarnya, konflik	 bersenjata	merupakan	 suatu	 kenyataan	 yang	 dirasakan	 oleh	
semua yang terlibat secara moral. Tidak ada alasan konseptual mengapa peperangan menjadi 
sebuah realitas sosial. Oleh karena itu, dalam resolusi Dewan Keamanan PBB dan tuntutan 
masyarakat	internasional,	dalam	pidato-pidato	para	politisi	dan	media	massa,	dalam	pamflet	
oposisi gerakan politik dan dalam laporan LSM, dalam buku pedoman militer dan dalam 
Aide Memories diplomatik. Orang dengan berbagai latar belakang budaya dan intelektual, 
emosi,	dan	pendapat	politik	setuju	bahwa	dalam	konflik	bersenjata	membunuh	penduduk	sipil	
“musuh” merupakan suatu tindakan yang tidak sepadan atau melanggar prinsip pembedaan.12
Secara	objektif	hal	di	atas	dapat	dibuktikan	bahwa	dalam	perilaku	perang	subjektifitas	
moral itu sempit, dan sulit untuk tunduk pada hukum. Entah ini merupakan penilaian objektif 
terhadap istilah “hukum” menjadi aturan teratur yang secara sistem terpusat pada putusan 
pengadilan dan penegakan yang khas dari setiap sistem hukum nasional dalam kasus hukum 
internasional, dan karena itu pula hukum humaniter internasional, tidak dianggap sebagai 
hukum atau justru gagal untuk memahami kegiatan kontroversial seperti propaganda perang, 
di mana setiap sisi memiliki argumentasi moral yang kuat untuk penyebab kasus tersebut, 
bahwa fungsi hukum untuk membatasi jenis argumen yang dapat digunakan sangat penting 
untuk menjamin perlindungan minimum terhadap korban perang.
a. Konsep prinsip pembedaan hukum humaniter internasional
Hukum humaniter internasional pada dasarnya tidak mencegah perang, karena perang 
adalah kenyataan. Hukum humaniter hanya meminimalisir dampak perang terhadap semua 
pihak, dan menetapkan batas untuk meminimalisir jumlah korban perang. Pembedaan antara 
sipil	 dan	 kombatan	 dibuat	 untuk	memberikan	 perlindungan	 spesifik	 terhadap	 para	 pihak	
dalam permusuhan; warga sipil harus dilindungi dari akibat perang, sementara kombatan 
memperoleh mamfaat dari perlindungan ketika tertangkap. 
12  Gregor Noll, Sacrificial Violence and Targeting in International Humanitarian Law, Ola Engdahl Pål 
Wrange (ed), Law at War: The Law as it Was and the Law as it Should Be, Leiden Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers,  2008,  hlm. 207
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Warga sipil memperoleh mamfaat dari perlindungan yang diberikan. Mereka 
dilindungi dari akibat perang dan tidak boleh dijadikan target. Ini merupakan intisari dari 
prinsip perbedaan. Konvensi Jenewa, dan kemudian Protokol Tambahan, difokuskan pada 
perlindungan warga sipil, sementara undang-undang sebelumnya, seperti hukum Den Haag, 
berfokus hanya pada cara dan sarana perang sedangkan memanusiawikan perang melalui 
hukum Jenewa adalah suatu terobosan besar untuk melindungi hak dasar manusia.13
Konvensi Jenewa keempat khusus mengatur Perlindungan terhadap warga sipil di 
waktu perang. Konvensi itu disahkan pada tanggal 12 Agustus 1949. Di akhir dari konferensi 
yang diadakan di Jenewa mulai 21 April hingga 12 Agustus, selanjutnya konvensi mulai 
berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950. Kemudian, menjadi bagian dari hukum kebiasaan 
internasional.14 Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 kemudian disebut Konvensi Mini karena isi 
pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa 1949 adalah sama dan bertujuan  melindungi warga sipil 
selama	konflik	bersenjata	internasional	dan	juga	non-internasional.	
Selanjutnya, terdapat dua Protokol Tambahan yang melengkapi Konvensi Jenewa, 
yaitu	Protokol	Tambahan	I,	yang	berkaitan	dengan	perlindungan	korban	konflik	bersenjata	
internasional yang disahkan pada tanggal 8 Juni 1977, dan mulai berlaku pada tanggal 7 
Desember 1979. Kemudian, Protokol Tambahan II yang berhubungan dengan perlindungan 
korban	 konflik	 bersenjata	 non-internasional.	 Menurut	 Julius	 Stone,	 perlindungan	 warga	
sipil dalam Konvensi Jenewa “adalah keinginan untuk mencari titik awal baru bagi gerakan 
modern untuk melindungi hak dasar manusia.15 
b. Perlindungan penduduk sipil dan objek sipil sebagai prinsip dasar hukum humaniter
Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 menjelaskan bagaimana kombatan harus 
bersikap terhadap warga sipil dan dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap 
warga	sipil.	Konvensi	ini	berlaku	pada	saat	konflik	bersenjata	internasional	dan	ketika	ada	
pendudukan sebagian atau seluruh wilayah suatu pihak. Protokol Tambahan I dan hukum 
kebiasaan	 melengkapi	 konvensi	 dalam	 menyelesaikan	 kasus-kasus	 konflik	 bersenjata	
internasional.	Warga	sipil	dalam	konflik	bersenjata	non-internasional	dilindungi	oleh	Pasal	
3 Konvensi Jenewa, Tambahan Protokol II, dan aturan kebiasaan yang diatur dalam hukum 
humaniter internasional. 
13  Igor Primoratz, Civilian Immunity in War: Its Grounds, Scope, and Weight, Oxford University Press 
Inc., New York, 2007, hlm. 21
14  Pada tahun 1993, Dewan Keamanan PBB mengadopsi laporan dari Sekretaris Jenderal dan sebuah 
Komisi Ahli yang menyimpulkan tanpa keraguan bahwa Konvensi Jenewa telah berlalu ke dalam tubuh hukum 
kebiasaan	 internasional	yang	mengikat	 pada	pihak	penandatangan	 setiap	kali	mereka	 terlibat	 dalam	conflik	
bersenjata. Lihat Laporan Sekretaris Jenderal Berdasarkan ayat 2 dari Dewan Keamanan Resolusi 808 (1993), 
dipresentasikan	May	3,	1993,	(S/25704),	www.icty.org/x/fi	le/Legal	%	20Library/	Statute/statute_re808_1993_
en.pdf, 11 Maret 2012
15  Julius Stone, Legal Controls of International Conflict: A Treatise on the Dynamic of Dispute 684 , 
Rinehart Press, New York, 1954, hlm. 5
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Dengan munculnya Konvensi Jenewa, terdapat pembagian hukum perang modern 
dalam dua kategori: jus in bello and jus ad bellum. Jus in bello mengatur tentang bagaimana 
kombatan harus bertindak setelah perang dimulai, sementara jus ad bellum mengatur 
seperangkat kriteria yang harus dilakukan sebelum terlibat dalam perang untuk menentukan 
apakah perang dapat dilakukan. Prinsip perbedaan merupakan akar dari jus in bello;16 jus in 
bello membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari perang, 
dan penargetan warga sipil tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dicatat oleh Mahkamah 
Internasional pada tahun 1996 dalam putusannya yang menetapkan ancaman atas penggunaan 
senjata nuklir, dan penghormatan terhadap prinsip perbedaan yang fundamental.17  Prinsip 
perbedaan merupakan dasar perlindungan terhadap warga sipil.
Pada dasarnya tujuan Konvensi adalah untuk melindungi warga sipil dari akibat perang 
seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Hal ini berarti bahwa pihak yang 
bersengketa memiliki kewajiban positif untuk memberikan kekebalan terhadap warga sipil. 
Contoh kekebalan dan tindakan memanusiawikan perang meliputi, Pasal 31, 32, dan 33 
Konvensi Jenewa IV; tiga artikel melindungi penduduk sipil dari penyiksaan (Pasal 31) dan 
dari	pemusnahan	fisik	(Pasal	32).	Pasal	31	menyatakan	bahwa	tidak	boleh	dilakukan	paksaan	
fisik	atau	moral	yang	dapat	dilakukan	 terhadap	warga	 sipil	untuk	memperoleh	 informasi.	
Hal ini menunjukkan bahwa dilarang menyiksa warga sipil untuk mendapatkan informasi 
tentang, misalnya, keberadaan lawan, skenario yang akan dilakukan lawan. Misalnya, 
Pemerintah Srilangka dilaporkan telah menyiksa warga sipil untuk mendapatkan informasi 
tentang organisasi gerilyawan Macan Tamil, hal ini jelas melanggar konvensi18.
Pasal 31 dilengkapi dengan Pasal 32, Konvensi Jenewa yang secara detail 
melarang	 tindakan	 apapun	 yang	menimbulkan	 penyiksaan	mencakup	 hukuman	fisik	 atau	
penyalahgunaan	 bentuk	 fisik.	 Pasal	 ini	 memperjelas	 defenisi	 yang	 dikemukakan	 dalam	
Konvensi 1984 tentang penyiksaan. Lebih lanjut Pasal 32 mengatakan bahwa para pihak 
harus	menahan	 diri	 dari	 mengambil	 tindakan	 yang	 bisa	 “menyebabkan	 penderitaan	 fisik	
atau pembasmian orang yang dilindungi yang ada dalam kekuasaan mereka. Larangan tidak 
hanya	 berlaku	 untuk	 pembunuhan,	 penyiksaan,	 hukuman	 fisik,	 mutilasi,	 dan	 medis	 atau	
percobaan kedokteran yang tidak diperlukan oleh perawatan kedokteran daripada seseorang 
yang dilindungi.
Naskah pasal di atas jelas bertentangan dengan kekejaman perang Jerman seperti 
tindakan Josef Mengele, yang melakukan percobaan terhadap manusia pada penghuni kamp 
16  Yoram Dinstein, Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello , New York: Isr. Ybook, 
2002,  hlm. 34.
17  Anicee Van Engeland, Civilian Or Combatant, New York: Oxford University Press, 2011, hlm. 61
18  Randeep Ramesh, Sri Lankan Government accused of Torture , dalam Darius Rejali, Torture and 
Democracy, Princeton University Press, 2007, hal. 50; lihat juga dalam Marnia Lazreg, Torture and the Twilight 
of Empire: From Algiers to Baghdad , Princeton University Press 2008, hlm. 75
19
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selama Perang Dunia II. Selanjutnya Pasal 32 menjelaskan tentang “langkah-langkah lain 
dari kebrutalan apakah diterapkan oleh seorang warga sipil atau militer. Pasal 33 mencegah 
penggunaan hukuman kolektif terhadap warga sipil, seperti tindakan intimidasi, tindakan 
terorisme, perampokan, dan pembalasan. Hukuman kolektif dianggap merupakan kejahatan 
perang menurut Konvensi Jenewa. Pelanggaran terhadap Pasal 33, misalnya hukuman 
kolektif, yang terjadi selama Perang Dunia II, dan khususnya, kejahatan yang dilakukan oleh 
Jerman, misalnya, 124 penduduk desa dibantai oleh Nazi pada bulan agustus 1944 di Maille, 
Perancis. Di desa Oradour sur Glane Perancis, 642 penduduk dibunuh sebagai pembalasan 
atas tindakan Perlawanan yang dilakukan oleh FFI (Forces Angkatan Françaises Intérieurs), 
sebuah kelompok yang memayungi semua pergerakan melawan pendudukan Jerman.19 
Selain itu, Pasal 34 melarang penggunaan sandera. Ini mencegah penggunaan sandera 
seperti yang digunakan Saddam Hussein di Irak pada tahun 1991 atau yang digunakan dalam 
wilayah Palestina.20 Beberapa contoh ini menunjukkan betapa pentingnya Konvensi Jenewa 
IV untuk memanusiawikan perang, menghormati prinsip pembedaan, dan melindungi non-
kombatan, serta berusaha belajar dari sejarah perang untuk meningkatkan perlindungan 
penduduk sipil dan objek sipil dalam perang.
Terkait dengan perlindungan objek sipil, yang dimaksud dengan objek sipil yang 
tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua objek yang tidak memiliki sumbangan 
yang efektif bagi aksi-aksi militer, yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut 
atau dinetralisasi, tidak memberikan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam 
Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, 
menghancurkan, memindahkan atau merusak objek-objek dan sarana-sarana yang mutlak 
diperlukan bagi kelansungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai 
macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, 
ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya. 
Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa objek-objek dan 
sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer.
Oleh karena itu, Prinsip pembedaan pada dasarnya membedakan target yang sah  (objek 
militer) dan target yang tidak sah (objek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan 
objek sipil, sementara untuk objek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya 
tidak	ada	definisi	harta	benda	penduduk	sipil	dalam	hukum	humaniter	 internasional:	oleh	
karena	itu	perlu	mengetahui	definisi	sasaran	militer	untuk	mengetahui	apa	yang	dimaksud	
dengan objek sipil. Pasal 52-2 Protokol Tambahan I memberikan defenisi sasaran militer: 
19  Sarah Farmer, Oradour, Arret Sur Memoire, Perrin Press, Paris, 2007. Dalam Anicée Van Engeland, 
Civilian Or Combatant? A Challenge For The Twentyfirst Century, New York: Oxford,  2011, hlm. 13
20  Al Mezan Center for Human Rights, Hiding Behind Civilians — The Continued Use of Palestinian 
Civilians as Human Shields by the Israeli Occupation Forces , Gaza, 2008, hlm. 1
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
Sasaran-sasaran militer dibatasi pada objek-objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, 
tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer 
yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, 
didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer 
yang pasti. 
Ada	dua	kriteria	untuk	mengidentifikasi	sasaran	militer:	Pertama,	sifat,	tempat,	tujuan,	
atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer. Kedua, penghancuran 
objek, penangkapan, atau netralisasi adalah efektif kontribusi terhadap aksi militer. 21
Tindakan pencegahan sebelum penyerangan dapat dilakukan dengan memilih alat-
alat dan cara-cara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan 
apapun mengurangi, kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka 
orang-orang sipil dan rusaknya objek-objek sipil. Sedangan Tindakan pencegahan pada saat 
penyerangan adalah bahwa suatu serangan harus dibatalkan atau ditunda apabila menjadi 
jelas bahwa sasarannya adalah bukan sasaran militer atau berada di bawah perlindungan 
khusus atau bahwa serangan itu akan diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu 
berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya objek-objek sipil, 
atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan 
keuntungan militer yang nyala dan langsung yang semula diharapkan. Selain itu, peringatan 
pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap serangan-serangan yang dapat merugikan 
penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan.22 Namun demikian, walaupun sasaran 
tersebut adalah sasaran yang sah, prinsip proporsional harus diterapkan.23
Adapun makna prinsip proporsional adalah bahwa kerusakan yang akan diderita 
oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan 
dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung  yang dapat 
diperkirakan akibat dilakukannya  serangan terhadap sasaran militer.  Perlu ditegaskan bahwa 
maksud proporsional di sini bukan berarti keseimbangan.24 
Sebagai illustrasi, untuk menghancurkan dua orang musuh yang membawa senapan 
mesin, maka tidak perlu dikerahkan satu divisi kavaleri berupa tank-tank, karena hal 
tersebut tidak hanya dapat mematikan ke dua musuh tersebut, namun sekaligus juga dapat 
menghancurkan penduduk sipil dan objek-objek sipil di sekitarnya atau sering di sebut dengan 
kerusakan sampingan (collateral damage). Adapun kerusakan sampingan adalah kerusakan 
yang tidak disengaja. Tidak disengaja karena sasaran serangan adalah objek militer tapi juga 
21 Anicee Van England, Op Cit, hlm. 49
22 Ibid
23     Marco Sassoli, Legitimate Targets on Attacks under International Humanitarian Law, Background paper, 
Harvard	Program	on	Humanitarian	Policy	and	Conflict	Research,	www.oejc.or.at/recht/ Session11.pdf, [28 Mei 
2013]
24  Dikutip pada laman website: http://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/, 
5 Juni 2013
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mengakibatkan kerusakan terhadap objek sipil.25
Dalam	hal	terjadinya	konflik	bersenjata	baik	internasional	maupun	non	internasional,	
Prinsip pembedaan dan proporsionalitas harus dijalankan secara bersamaan. Hal ini karena 
ada kewajiban bagi militer untuk menghormati perbedaan antara kombatan dan non 
kombatan. Sehingga ada ruang bagi militer untuk melakukan tindakan kehati-hatian. Michael 
Walzer mencontohkan pemboman udara oleh angkatan udara Perancis selama Perang Dunia 
II terhadap objek militer Jerman.26 Kesulitan yang dialami pilot adalah menghancurkan 
objek militer tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap peternakan yang berada di 
sekitarnya. Konsekwensi dari contoh kasus di atas adalah bahwa dalam setiap penyerangan 
akan menimbulkan korban, tetapi korban harus diminimalisir. Pilot dapat menggunakan 
keahliannya untuk terbang serendah mungkin untuk mendeteksi objek serangan. Namun, 
Selama pemboman udara, kadang-kadang sangat sulit bagi pilot untuk terbang serendah 
mungkin untuk menargetkan objek militer. akibatnya, beberapa warga sipil bisa menjadi 
korban dari serangan tersebut. 
Kontribusi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Hukum Humaniter Internasional 
Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional 
Konflik	 bersenjata	 internal	 adalah	 konflik	 bersenjata	 yang	 terjadi	 di	 dalam	Negara.	
Terdapat	beberapa	defenisi	konflik	bersenjata	internal	yang	diberikan	oleh	para	ahli,	antara	
lain adalah defenisi yang diberikan oleh Pietro Verri:27
A non-international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces 
af a state and dissident or rebel armed forces…However, a conflict in the territory of a 
state between two ethnic group may be classed as a non-international armed conflict 
provided it has the necessary characteristics, duration and participation.
Menurut	Pietro	Verri,	karasteristik	 suatu	konflik	bersenjata	non-internasional	adalah	
pertempuran antara angkatan bersenjata dari suatu Negara dengan angkatan bersenjata 
dari	pihak	pemberontak	atau	pembangkang,	namun	suatu	konflik	(bersenjata)	yang	terjadi	
dalam	suatu	Negara	antara	dua	kelompok	etnis	dapat	dikatakan	sebagai	konflik	bersenjata	
internasional dengan syarat di penuhinya syarat-syarat intensitas, lamanya serta partisipasi 
(pihak-pihak	yang	berkonflik).	
Namun, jika suatu negara asing memberikan bantuan militernya kepada kelompok 
bersenjata	melawan	pemerintah	di	 suatu	negara	maka	konflik	bersenjata	 tersebut	menjadi	
konflik	 bersenjata	 internasional	 atau	 dalam	 kepustakaan	 hukum	 humaniter	 disebut	
internasionalisasi	 konflik	 bersenjata	 internal	 (internationalized internal armed conflit). 
25  Robert Fisk, War in the Balkans: “Collateral Damage” Lies Dying in a Shattered Belgrade Hospital, 
The Independent , dalam Anicee Van England, Op Cit, hlm. 50
26  Michael Walzer, Just and Unjust Wars, A Moral Argument with Historical Illustrations, 3rd ed, New 
York: Basic Books, 2000 , hlm.157.
27  Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, Geneva: ICRC, 1992, hlm. 35-36 
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Sebagai contoh situasi yang terjadi di Afganistan saat pemerintah Taliban yang berkuasa. 
Di mana Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya memberikan bantuan militer kepada 
Kelompok Hamid Kharzai untuk menggulingkan Taliban.28 
Konflik	bersenjata	internal	juga	beberapa	kali	terjadi	di	Indonesia.	Sejarah	perjalanan	
bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 diwarnai berbagai 
bentuk	 konflik,	 baik	 yang	 bersifat	 vertikal	 maupun	 konflik	 horizontal29. Ada beberapa 
motif	atau	alasan	yang	menjadi	sebab	terjadinya	konflik	internal	antara	pemerintah	dengan	
kelompok	masyarakat.	Beberapa	konflik	pernah	terjadi	di	Indonesia	misalnya	Pemberontakan	
G 30 S/PKI, Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), pemberontakan PRRI, 
pemberontakan Kahar Muzakkar, Pemberontakan DI TII (Darul Islam Tentara Islam 
Indonesia), dan pemberontakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). 
Konflik-konflik	 di	 atas	 oleh	 pemerintah	 diatasi	 dengan	 pengerahan	 polisi	 dan/atau	
militer sehingga menimbulkan implikasi jatuhnya korban, baik di pihak aparat pemerintah 
maupun	masyarakat.	Misalnya	operasi	yang	dilakukan	untuk	mengatasi	konflik	internal	di	
Aceh, Papua dan juga Timor Timur, di mana intensitas penggunaan aparat polisi dan militer 
lebih banyak sehingga menimbulkan korban, baik di pihak aparat maupun masyarakat. 
Konsekwensi lain yang timbul dengan penggunaan polisi dan militer dalam mengatasi 
gangguan	keamanan	dan	konflik	internal	adalah	terjadinya	pelanggaran	hukum,	baik	berupa	
pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelanggaran hukum humaniter internasional.
Indonesia	 sebagai	 bagian	 dari	masyarakat	 internasional	 dalam	melakukan	 ratifikasi	
terhadap hukum internasional sangat mempertimbangkan kepentingan nasional. Sebagai 
salah satu dari 194 negara30	yang	telah	meratifikasi	Konvensi	Jenewa	1949	melalui	Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 1958, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan 
ketentuan hukum humaniter ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Dalam 
hukum	internasional,	tidak	dijumpai	pengaturan	secara	spesifik	mengenai	mobilisasi,	namun	
pemahaman konsep mobilisasi dapat ditelusuri melalui masalah-masalah yang berkaitan 
dengan milisi (militia), levee en masse dan civil defence, terutama dikaitkan dengan status 
mereka dalam pertempuran. 
Milisi dan levee en masse diartikan sebagai orang-orang sipil yang mengangkat senjata 
dan membawanya secara terbuka serta mampu menghormati hukum dan kebiasaan perang, 
karenanya mereka berstatus sebagai kombatan. Sementara civil defence dalam pengertian 
28  Fadillah Agus, Konflik Bersenjata Internal Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol 
Tambahan 1977 Dihubungkan Dengan System Pidana Indonesia, Disertasi Program Studi Doctor Ilmu Hukum 
Unpad, 2011,  hlm.126
29 	Konflik	vertical	adalah	konflik	internal	yang	terjadi	antara	pemerintah	melawan	kelompok	masyarakat,	
sedangkan	konflik	horizontal	 adalah	konflik	 internal	 yang	 terjadi	 antara	kelompok	masyarakat	 satu	dengan	
yang lainnya.
30   Available at: http://www.icrc.org/eng/index.jsp, 7 November 2012
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hukum humaniter adalah kelompok orang sipil yang tidak dilibatkan sebagai peserta tempur, 
tetapi secara khusus lebih pada tugas-tugas perlindungan masyarakat dari akibat pertempuran.
Dikaitkan dengan pengaturan dalam hukum humaiter, ketentuan secara nasional 
mengenai pelaksanaan pasal 30 UUD 1945 dapat dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur tentang Sistem pertahanan negara 
dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai 
komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 
Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, 
serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi 
guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. 
Menurut RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN), dalam 
keadaan biasa di masa damai, anggota komponen cadangan, unsur sumber daya alam, sumber 
daya buatan, sarana dan prasarana nasional serta anggota yang mengawakinya ditetapkan 
dalam dinas aktif sebagai penugasan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari tiap tahun, untuk 
menjalani latihan. Sementara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang penugasan 
komponen cadangan setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan.31
Ketentuan wajib bela negara yang demikian jika dikaji lebih lanjut menimbulkan 
persoalan, terutama dikaitkan dengan pengaturan dalam hukum humaniter internasional 
(selanjutnya disingkat HHI). Salah satu prinsip yang mendasari berlakunya hukum humaniter 
adalah prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam 
suatu	konflik	bersenjata,	golongan	penduduk	dibagi	menjadi	dua	kelompok	yaitu	kombatan	
dan civilian.32
Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila 
semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Apabila sudah terjadi perang 
dengan negara lain, maka hukum humaniter diberlakukan. Perwujudan amanat pasal 30 
dapat menimbulkan masalah apabila dalam sengketa terlibat pula warga negara (penduduk 
sipil). Selain TNI yang merupakan angkatan perang Indonesia dan karena itu merupakan 
kombatan, maka diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas terkait keterlibatan warga 
sipil yang terlibat dalam perang, agar status mereka jelas dan hak asasi warga sipil tetap 
terlindungi.
Oleh karena itu, perlindungan prinsip-prinsip kemanusiaan yang di atur oleh Hak 
Asasi Manusia maupun hukum humaniter internasional merupakan hak yang dimiliki oleh 
setiap orang. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
31  Pasal 29 RUUKCPN
32  Telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Kombatan adalah mereka yang boleh secara aktif 
ikut dalam pertempuran, apabila tertangkap lawan menjadi tawanan perang. Penduduk sipil (civilian) adalah 
mereka yang tidak (boleh) turut serta dalam pertempuran, mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan 
sasaran serangan.
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dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah  seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal senada 
juga	dikemukakan	oleh	Manfred	Nowak	dengan	pendekatan	deskriptif,	hukum	dan	filosofis,	
Nowak menegaskan bahwa focus dari HAM adalah masalah kehidupan dan martabat manusia 
(life and dignity of human beings)33.
Masalah kehidupan dan martabat manusia akan terancam saat penggunaan kekerasan 
sebagai sebuah pilihan utama bagi aparat keamanan dalam menyelesaikan gangguan 
keamanan atau dalam mengantisipasi ancaman atas Negara dan keselamatan bangsa. Namun, 
terdapat pengecualian di mana negara dapat membatasi atau mengecualikan HAM yang 
diatur dalam kovenan, jika dalam situasi darurat atau dalam situasi perang yang diumumkan 
secara resmi, di mana kehidupan dan eksistensi bangsa terancam. Tetapi dengan ketentuan, 
pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban berdasarkan hukum internasional 
dan tidak dilakukan seara diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama 
atau asal-usul sosal.34 
Namun demikian, sekalipun dalam kondisi sulit, keadaan darurat atau bahkan perang 
sekalipun, ada beberapa HAM yang harus tetap dihormati dan tidak boleh dikurangi, seperti 
yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM  sebagai 
berikut:
Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun.
Maksud dari kata ‘keadaan apapun’ dalam pasal 4 di atas termasuk keadaan perang, 
konflik	bersenjata	dan	atau	keadaan	darurat.35 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang HAM  juga sejalan dengan ICCPR (International Covenant on Civil and Political 
Rights) yakni pasal 4 tentang No derogation, pasal 6 tentang hak untuk hidup, pasal 7 tentang 
larangan atas penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan tindakan 
merendahkan lainnya. 
Adapun sanksi bagi para penjahat perang menurut Konvensi Jenewa 1949, dapat 
menggunakan mekanisme nasional. Namun, jika mekanisme nasional tidak mau atau tidak 
33  Manfred Nowak, Introduction to the International Human Right Regime, London: Masrtinus Nijhoff 
Publishers, 2003, hlm. 1
34  Lihat Pasal 4 paragraf 1 International Covenant on Civil and Political Right (covenant ini telah di 
ratifikasi	dengan	UU	No.	12	 tahun	2005);	 lihat	 juga	Pasal	15	Paragraf	1	European	Convention	On	Human	
Right.
35  Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
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mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter yang ada, maka tidak 
menutup kemungkinan digunakannya mekanisme internasional. Digunakannya mekanisme 
internasional ini antara lain dapat dilihat pada praktek yang terjadi di bekas Negara Yugoslavia 
yakni ICTY36 dan Rwanda (ICTR)37. Di samping itu juga praktek menunjukkan bahwa 
mekanisme penegakan tersebut dapat juga dilaksanakan oleh mekanisme berupa pengadilan 
campuran atau hybrid court seperti yang terjadi di Kamboja.38
Tentu saja mekanisme penegakan hukum tersebut di atas, baik mekanisme nasional, 
mekanisme internasional dan juga mekanisme hybrid mensyaratkan adanya suatu suatu 
perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan 
perang. Apabila perangkat hukum ini tidak ada pada tataran nasional maka akan sulit bagi 
aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum kejahatan perang yang terjadi 
pada	konflik	bersenjata	internasional	maupun	non-internasional	atau	konflik	internal.	Agar	
mekanisme nasional yang dimaksud dapat berjalan maka merupakan pra-syarat akan adanya 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan perang. Indonesia sampai 
saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud.39
PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa eksistensi prinsip pembedaan 
(distinction principle) hukum humaniter internasional dalam tataran konsep dan implementasi 
kurang memberikan perlindungan efektif terhadap kombatan dan penduduk sipil dalam 
konflik	bersenjata	modern.	Hal	tersebut	karena	dipengaruhi	perkembangan	bentuk	konflik,	
yang	tadinya	hanya	konflik	bersenjata	internasional	kemudian	muncul	konflik	bersenjata	non	
internasional; adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977; dan 
adanya perbedaan penafsiran terhadap objek; serta Sulitnya membedakan antara kombatan 
dan non kombatan dalam perang modern saat ini.
Pada tataran praktis, kontribusi prinsip pembedaan (distinction principle) hukum 
humaniter	internasional	terhadap	upaya	perlindungan	korban	konflik	internal	di	Indonesia,	
dapat memperkuat konsep sishankamrata serta prinsip-prinsip perlakuan kemanusiaan yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan bela negara.
36  ICTY (International Cour Tribunal Yugoslavia) dibentuk berdasarkan Resolusi dewan Keamana PBB 
No. 827, tanggal 25 mei 1993.
37  ICTR (Iinternational Cour Tribunal Rwanda) dibentuk berdasarkan Resolusi dewan Keamana PBB No. 
955, tanggal 8 November 1994
38  Hybrid Cour di Kamboja atau yang juga dikenal dengan nama Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia (ECCC)dibentuk berdasarkanperjanjian antara pemerintah kamboja dengan PBB yang agreementnya 
disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 57/228 B tanggal 22 Mei 2003
39  Fadillah Agus, Op Cit, hlm.  11
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Abstract: Agrarian reform should be done by conducting a review of the various relevant 
provisions that trigger resource agrarian disputes arising sectoral institutional arrangements 
and post-enactment of the UUPA as preventive measures, so as to avoid conflicts sector. 
Further strengthening the institutions and authorities of BPN in order to carry out the 
implementation of agrarian reform in resolving conflicts related to agrarian resources. In 
this case the provision of reinforcement against Deputy Conflict Resolution that already 
exist within the organization that runs BPN conflict resolution functions or land disputes, 
while evaluating the performance and capabilities of Deputies simultaneously. Including 
institutional strengthening is seriously seeking financing in the resolution of conflicts that 
occur agrarian resources. It will not be useful all the efforts that have been produced as a 
solution in this forum for conflict resolution or land disputes are expected to provide justice 
and prosperity for the people without strengthening financing. Without strengthening the 
financing, then the meaning of agrarian reform, the expected settlement of land disputes in 
a fair and sustainability to improve the welfare of the people will be difficult to materialize.
Keywords: Dispute Resolution, Land Disputes, Agrarian Reform 
Abstrak: Reformasi agraria seyogianya dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang 
berbagai ketentuan terkait yang menjadi pemicu sengketa sumber daya agraria yang muncul 
pengaturan dan kelembagaannya secara sektoral pasca diberlakukannya UUPA sebagai 
upaya preventif, sehingga tidak menimbulkan konflik sektoral. Selanjutnya memperkuat 
kelembagaan dan kewenangan BPN dalam rangka mengemban pelaksanaan reformasi 
agraria dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria. 
Dalam hal ini adalah pemberian penguatan terhadap Deputi Penyelesaian Konflik yang 
sudah eksis dalam lembaga BPN yang menjalankan fungsi penyelesaian konflik atau sengketa 
tanah, dengan tetap melakukan evaluasi kinerja dan kemampuan kedeputian tersebut secara 
berkesinambungan. Termasuk penguatan kelembagaan adalah mengupayakan secara 
sungguh-sungguh pembiayaan dalam penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang 
terjadi. Tidak akan berguna semua upaya yang telah dihasilkan dalam forum ini sebagai 
solusi penyelesaian konflik atau sengketa tanah yang diharapkan memberikan keadilan dan 
kesejahteraan bagi rakyat tanpa penguatan pembiayaan. Tanpa penguatan pembiayaan, 
maka  makna reformasi agraria, yang mengharapkan penyelesaian sengketa tanah secara 
berkeadilan dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud. 
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Pertanahan, Reformasi Agraria




Ketika menyimak topik di atas, maka dapat dimaknai bahwa setelah setengah abad lebih 
Indonesia merdeka atau sejak berdirinya Negara Indonesia, dan keadilan sosial sebagai 
dasar serta tujuan Negara belum terwujud, bahkan mungkin semakin jauh panggang dari api, 
yang tidak hanya dalam persoalan  keagrariaan tetapi pada persoalan kemasyarakatan pada 
umumnya.	Dalam	persoalan	agraria,	Konsorsium	Pembaruan	Agraria	mencatat	bahwa	2%	
masyarakat	Indonesia	yang	paling	kaya	menguasai	56	%	sumber	agraria	nasional	(data	2010).	
Data ini sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penguasaan terhadap 
sumber daya agraria secara nasional belum mencerminkan keadilan sosial.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu undang-undang yang bersifat Kerakyatan, 
yang dimiliki bangsa ini mengamatkan kepada Negara untuk menciptakan keadilan dalam 
penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan kepemilikan sumber agraria melalui program 
landreform. 
Jiwa dan semangat UUPA sangat tegas, yaitu ingin menjebol ketidakadilan struktural 
dalam rangka menyiapkan prakondisi sosial untuk membangun kehidupan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur. Karena politik agraria UUPA berakar pada kesadaran 
atas realitas sosial-politik dan sosial-ekonomi rakyat yang terbelenggu dalam ketidakadilan 
struktural warisan kolonialisme/feodalisme selama berabad-abad.
Keadilan dalam bidang agraria harus diciptakan terlebih dahulu sebelum keadilan yang 
lain, karena keadilan dalam agraria merupakan pondasi dari pembangunan Indonesia (demikian 
pernyataan Presiden Soekarno, tanggal 17 Agustus 1960). Hal ini sudah diwujudkan oleh 
negara-negara maju saat ini, semuanya telah melakukan landreform (melakukan penataan 
ulang kepemilikan atas tanah) sesuai dengan ideologi masing-masing negara. Namun 
demikian, terjadinya peristiwa 1965, menghapus mimpi keadilan di sektor agraria tersebut.
Tanah yang dikategorikan oleh hukum sebagai benda yang tidak bergerak merupakan 
primadona di antara berbagai benda atau barang lainnya, karena luas tanah tidak pernah 
bertambah sementara kebutuhan akan tanah setiap hari atau setiap saat semakin meningkat. 
Oleh karena itu, berlakulah hukum ekonomi bahwa semakin banyak kebutuhan atau 
permintaan akan suatu barang (tanah), maka  nilai (antara lain harga) barang (tanah) semakin 
meningkat. Di dalam realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa nilai tanah semakin hari 
semakin meningkat. Keberadaan tanah sebagai primadona dalam perkembangan masyarakat 
yang	 semakin	 kompleks	 ini,	 juga	 tidak	 dapat	 dipungkiri	 timbulnya	 konflik	 dalam	 bidang	
Pertanahan (yang disebut sengketa tanah). 
Sengketa tanah tidak hanya merupakan persoalan yang sangat kompleks, tetapi memiliki 
keunikan-keunikan, dan multi dimensi. Kompleksnya sengketa tanah karena tanah memiliki 
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berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, historis, bahkan aspek religius. Keunikannya 
karena timbulnya sengketa tanah di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-
beda, dan multi dimensinya sengketa tanah karena kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas 
tanah memiliki berbagai fungsi, tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda bagi setiap orang.
Penyelesaian sengketa tanah (atau sengketa perdata pada umumnya) dimungkinkan 
untuk menggunakan dua jalur yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non 
litigasi (di luar pengadilan). Meskipun, Undang-Undang Pokok Agraria sama sekali tidak 
menyebut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah, kecuali ketentuan pidana pada 
Bab III Pasal 57 ayat (1)  UUPA yang menyatakan ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 
15 UUPA selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000 (sepuluh 
ribu rupiah). Selanjutnya Pasal 57 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 
dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 
47, 48, 49 ayat (3), dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran 
peraturan perundang-undangannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. Jika memcermati ketentuan dalam pasal-pasal 
tersebut, yang mencantumkan adanya ancaman pidana, maka menunjukkan bahwa apabila 
sengketa tanah terjadi akan diselesaikan melalui pengadilan. 
Tidak adanya ketentuan tentang penyelesaian sengketa tanah di dalam UUPA dan 
penyelesaian sengketa tanah di pengadilan yang terkadang mengecewakan pencari keadilan, 
mendorong berbagai kalangan mengusulkan perlunya diadakan pengadilan khusus tentang 
pertanahan. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian 
sengketa tanah secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi 
didimonasi oleh kemampuan para pihak memainkan teknis administrasi peradilan, yang sarat 
dengan aspek prosedural ketimbang aspek substansial, sehingga keadilan yang terlahir adalah 
keadilan prosedural bukan keadilan substansial.
Penyelesaian sengketa tanah yang berdasarkan administrasi dan hukum positif belaka, 
tidak	akan	pernah	dapat	diterima	oleh	filsufi	hukum	itu	sendiri	yakni	keadilan.	Sebagian	warga	
masyarakat, dalam sejarahnya selalu kehilangan (tidak punya) akan alat bukti kepemilikan 
secara tertulis (administratif hukum). Masih banyak warga masyarakat yang saat ini yang 
mendiami dan mengarap tanahnya tanpa didasari oleh selembar bukti kepemilikan secara 
administrasi hukum, tetapi diakui oleh masyarakatnya bahwa mereka adalah pemilik, 
berdasarkan karakteristik masyarakat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Menurut Hambali Thalib1	 bahwa	 untuk	 mengantisipasi	 konflik	 pertanahan	 yang	
berkembang, kualitas maupun kuantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan 
1    Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), hal. 188.
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Perundang-undangan maka diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur 
tentang	 konflik	 pertanahan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 perkembangan	 ilmu	 pengetahuan	 di	
bidang penologi dan viktimologi yang dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan 
rasa keadilan hukum masyarakat. 
Secara	sepesifik	dan	praktis	untuk	menyelesaikan	konflik	pertanahan	dan	menghindari	
pandangan aparat penegak hukum yang terlalu berpegang pada dalil dan konsep hukum secara 
positivistis dan legalistis serta kurang memperhatikan dan mengembangkan hukum yang 
hidup dalam masyarakat (living law), perlu dikembangkan peradilan model inter-face sebagai 
konsekuensi	 karakter	 konflik	 pertanahan	 yaitu	 suatu	 model	 peradilan	 yang	 memadukan	
pertimbangan ilmu pengetahuan sosial terhadap fakta yang mengandung nilai norma dan 
pertimbangan yuridis formal dari suatu peraturan perundang-undangan yang secara sosiologis 




Konflik	 sangat	 sulit	 untuk	 dipisahkan	 dari	 kehidupan	masyarakat,	 perselisihan	 yang	
seringkali terjadi adalah terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Masalah 
konflik	 juga	 menjadi	 fenomena	 yang	 seakan	 menjadi	 biasa	 dalam	masyarakat	 Indonesia.	
Berkaitan dengan kondisi Negara Indonesia yang serba multi, dengan segala macam 
kemajemukan dan heterogenitas. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari multi 
etnis dan multi budaya, bahkan dewasa ini Indonesia telah menjadi negara yang multi partai 
dalam system politiknya.3 
Kondisi yang demikian itu tidak dapat menghindarkan masyarakatnya dari timbulnya 
berbagai	bentuk	konflik.	Bentuk	atau	model	konflik	adalah	perspektif	yang	diturunkan	dari	
pendekatan	 konflik,	 sebagai	 sebuah	 model	 dalam	 mempelajari	 hukum	 dan	 masyarakat,	
perspektif	 konflik	 menekankan	 pada	 sistem	 hukum	 yang	 bersifat	 memaksa	 dan	 koersif.	
Adapun	prinsip-prinsip	pengaturan	dalam	perspektif	konflik	adalah:
a. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda.
b. Terdapat	definisi	yang	berbeda	mengenai	benar	dan	salah.
c. Konflik	antara	kelompok	sosial	merupakan	konflik	kekuasaan	politik.
d. Hukum dirancang untuk mempertahankan kepentingan penguasa.
e. Penguasa membuat dan menegakkan hukum dengan tujuan utama untuk mempertahankan 
kekuasaan.4
2    Hambali Thalib, Op.cit, hal. 190.
3    Parsudi Suparlan, 2004, Hubungan Antar Suku Bangsa, KIK Press, Jakarta, hal. 208.
4    Parsudi Suparlan, loccit.
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Dewasa	 ini,	 cara	penyelesaian	konflik	 secara	non	 formal	 telah	mulai	 dikaji,	 bahkan	
telah	dilakukan	cara-cara	di	luar	pengadilan	untuk	menyelesaikan	konflik	atau	masalah	yang	
terjadi dalam masyarakat, tentunya dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Secara 
umum,	bentuk-bentuk	konflik	dapat	dilihat	dalam	beberapa	kriteria	yaitu	:	
a. Konflik	Data	 (Data Conflict),	 yaitu	 konflik	 yang	 terjadi	 karena	 adanya	 kekurangan	
informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan/interpretasi data dan prosedur.
b. Konflik	Kepentingan	(Interest Conflict),	yaitu	konflik	yang	terjadi	karena	ada	perasaan	
yang bersaing, kepentingan substansi para pihak, kep. prosedural, psikologi.
c. Konflik	Hubungan	 (Relationship Conflict), yaitu	 konflik	 yang	 	 terjadi	 karena	 kadar	
emosi yang kuat, kesalahan persepsi, miskin komunikasi, kesalahan komunikasi, 
perilaku negatif yang berulang-ulang.
d. Konflik	Struktur	(Structural Conflict),	yaitu	konflik	yang	 terjadi	karena	adanya	pola	
merusak interaksi atau perilaku, kontrol tidak sama, kepemilikan atau distribusi 
sumber	daya	yg	berbeda,	kekuasaan,	kekuatan,	geografi,	psikologi	tidak	sama,	faktor	
lingkungan yg menghalangi kerja sama,  dan waktu yang relatif singkat.
e. Konflik	 Nilai	 (Value Conflict), yaitu	 konflik	 yang	 terjadi	 karena	 perbedaan	 kriteria	
evaluasi pendapat atau perilaku, perbedaan pandangan hidup, ideologi, agama, penilaian 
sendiri tanpa memperhatikan orang lain.
Konflik-konflik	tersebut	dapat	dikelola	atau	dimanage	melalui	beberapa	langkah	atau	
strategi yaitu:
a. Contending (kompetitif atau dominasi), para pihak bekerja dengan menjaga aspirasi 
mereka dan mencoba membujuk pihak lain untuk menyerah, dengan ancaman, 
hukuman, intimidasi, dan tindakan sepihak.
b. Yield (akomodatif atau bersedia membantu), salah satu pihak tidak menunjukkan 
perhatian atau kepentingan yg besar dalam pencapaian hasil mereka sendiri, ttp mereka 
sungguh berminat thdp apa yang dicapai pihak lain. Membiarkan pihak lain menang 
dan memperoleh apa yg diinginkan.
c. Inaction (penghindaran), para pihak melakukan strategi diam dengan menunjukkan 
sedikit kepentingan dari hasil yang mereka capai .
d. Problem solving (bekerja sama atau penggabungan), strategi para pihak menunjukkan 
perhatian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yg mereka inginkan dan memberi 
perhatian yg tinggi pada pihak lain.
e. Compromissing (kompromi	 yg	 terjadi	 di	 antara	 pihak	 untuk	menyelesaikan	 konflik	
dengan solusi sama-sama menang. 
Dengan	demikian,	penyelesaian	konflik	atau	sengketa	pertanahan	memang	memerlukan	
metode	 yang	 berbeda	 dengan	 konflik	 hukum	 keperdataan	 pada	 umumnya,	 karena	
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karakteristik	 setiap	 konflik	 pertanahan	 berbeda	 berdasarkan	 tipologi	 kasusnya.	 Menurut	
Maria Soemardjono,5  tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat 
dipilah menjadi lima kelompok yakni: 1) Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat 
atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain; 2) Kasus-kasus berkenaan dengan 
pelanggaran peraturan landreform; 3) Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan 
tanah untuk pembangunan; 4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan 5) 
Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 
Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional 
berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2009 sebagaimana dipaparkan oleh 
Karya Gemilang bahwa masalah pertanahan  dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) yaitu 
berkaitan dengan:6 
1. Penguasaan dan pemilikan tanah, 
2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, 
3. Batas atau letak bidang tanah, 
4. Pengadaan tanah, 
5. Tanah obyek landreform, 
6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, 
7. Tanah Ulayat, 
8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 
Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa itu telah menekan pihak yang 
terlibat untuk mengeluarkan biaya besar. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, 
maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, akan berdampak pada penurunan 
bahkan penghentian produktivitas kerja atau usaha, karena selama sengketa berlangsung, 
pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu 
secara khusus terhadap sengketa tersebut. 
Dampak	sosial	dari	konflik	pertanahan	adalah	terjadinya	kerenggangan	sosial	di	antara	
warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka. Dalam 
hal	 terjadi	konflik	antarinstansi	pemerintah,	hal	 itu	akan	menghambat	 terjadinya	kordinasi	
kinerja publik yang baik. Selain itu, juga dapat terjadi adalah penurunan tingkat kepercayaan 
masyarakat	 terhadap	 pemerintah	 berkenaan	 pelaksanaan	 tata	 ruang.	 Selama	 	 konflik	
berlangsung,	 ruang	 atas	 suatu	wilayah	 dan	 atas	 tanah	 yang	menjadi	 objek	 konflik	 berada	
dalam keadaan status quo, sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dimanfaatkan 
5    Maria SW. Sumardjono, 2008, Mediasi Sengketa Tanah, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 
110. 
6    Karya Gemilang, 2009, Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No.34 Tahun 2007, Indonesia Legal 
For Law and Justice Reform Center Publishing, hal. 8.
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sehingga dapat merugikan kepentingan banyak pihak.
Badan Pertanahan Nasional RI memaknai reformasi agraria adalah restrukturisasi 
penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama 
tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Apabila makna ini di dikomposisikan, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya, yaitu:
1. Resturukturisasi penguasaan asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi 
dan politik yang lebih berkeadilan (equity),
2. Sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasisi keagraraiaan (welfare),
3. Penggunaan atau pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal 
(efficiency),
4. Keberlanjutan (sustainability), dan
5. Penyelesaian sengketa tanah (harmony).
Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan
Salah	 satu	 makna	 reformasi	 agraria	 tersebut	 adalah	 menyelesaikan	 konflik-konflik	
tanah atau yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul,  sekaligus dapat 
mengantisipasi	potensi	konflik	di	masa	mendatang	guna	menjamin	terlaksananya	penegakan	
hukum atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan 
dan penyelesaian sengketa pertanahan secara efektif, Badan Pertanahan Nasional RI telah 
mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  RI No.11 
Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan 
Sengketa,	Konflik	dan	Perkara	Pertanahan	Tahun	2009,	dimana	sistem	penanganan	masalah	
Pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 
2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. 
Salah satu langkah penyelesaian sengketa pertanahan adalah melalui Mediasi. Adapun 
mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi 
yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2007. Putusan mediasi ini dapat bersifat mengikat dan 
dapat dilaksanakan secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Ada beberapa pertimbangan dibutuhkannya alternatif penyelesaian sengketa tanah, 
yaitu: 
1. Ketidakpuasan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah 
yang terlalu formal, relatif lama, biaya relatif mahal, dan dirasakan tidak atau kurang 
memenuhi rasa keadilan; 
2. Belum	ada	pengaturan	mekanisme	penyelesaian	 sengketa	 tanah	yang	 lebih	fleksibel	
dan responsif bagi para pihak yang sedang bersengketa; 
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3. Mendorong keterlibatan warga masyarakat untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah 
secara partisipatif; dan 
4. Memperluas akses untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. 
Alternative Dispute Resolution (ADR) yang sering diterjemahkan menurut kaidah 
tata bahasa Indonesia yaitu Penyelesaian Sengketa Alternatif, sesungguhnya sangat berbeda 
maknanya dalam bahasa hukum, karena tidak dikenal nomen klatur Sengketa Alternatif, 
sehingga lebih tepat dalam bahasa hukum jikalau diterjemahkan dengan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa sebagaimana nomen klatur yang terdapat di dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999. 
Ada dua pemahaman yang berbeda terhadap arti ADR tersebut. Pertama, ADR 
diartikan sebagai alternative to litigation dan yang kedua ADR diartikan dengan alternative 
to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut menimbulkan 
implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative to 
litigation), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk 
arbitrase merupakan bagian dari ADR. Akan tetapi, apabila ADR diartikan sebagai 
alternative to adjudication, maka hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat 
konsensus atau kooperatif saja yang merupakan ADR, sedangkan arbitrase yang bersifat 
ajudikasi tidak termasuk di dalamnya, karena sama halnya dengan pengadilan cenderung 
menghasilkan putusan dengan solusi menang-kalah (win-lose). Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan salah satu 
penganut dari pandangan yang kedua, karena undang-undang tersebut memisahkan secara 
tegas istilah arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa. 
Salah satu tujuan alternatif penyelesaian sengketa adalah memberikan forum bagi 
pihak-pihak untuk berpikir, berkreasi, bekerja secara bersama-sama mencari butir-butir 
kesepakatan secara sukarela dalam menentukan solusi terhadap sengketa yang mereka 
hadapi. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa merupakan sarana yang potensial 
untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan di antara pihak-pihak yang bersengketa. 
Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa dapat meminimalisasi biaya, keterlambatan 
dan ketidakpastian yang melekat pada sistem litigasi. Oleh karena putusan yang diambil 
berdasarkan kesepakatan, maka hasilnya tidak ada yang merasa kalah tetapi mereka berada 
pada posisi menang, sehingga penyelesaian sengketa bersifat tuntas dan mudah dilaksanakan. 
Keputusan untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif tergantung 
pada pertimbangan para pihak. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa sekurang-kurangnya 
ada 2 (dua) hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan penyelesaian sengketa 
alternatif. Pertama, prosedur penyelesaian sengketa alternatif lebih tepat guna daripada 
prosedur litigasi, dan kedua, perlu ditentukan pilihan bentuk mana dari alternatif penyelesaian 
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sengketa yang paling tepat digunakan untuk jenis sengketa yang dihadapi. 
Menurut Moore dan James Creighton bahwa ada beberapa pertanyaan lanjutan yang 
harus dijawab sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak untuk menggunakan pola 
alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:7
1. Berapa besar kekuatan relatif yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana 
pentingnya	persengketaan	ini	bagi	setiap	pihak?	Sumber	kekuatan	meliputi:	
a. Kekuasaan atau wewenang formal, yaitu wewenang yang diberikan secara legal 
untuk menetapkan kebijakan, menyusun peraturan, memberi izin dan lain-lain. 
b. Keahlian atau kekuatan informasi, yaitu memiliki akses atau hubungan dengan orang-
orang yang berilmu atau memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. 
c. Kekuatan prosedural, yaitu kontrol terhadap prosedur pengambilan keputusan. 
d. Kekuatan asosiasi, yaitu kekuatan yang berasal dari berasosiasi dengan orang-orang 
yang berkuasa. 
e. Kekuatan dari penguasaan sumber daya, yaitu kemampuan untuk menyebabkan 
sesuatu yang berbahaya atau menolak mementahkan manfaat dari penyelesaian 
sengketa. 
f. Kekuatan yang diperoleh dari mengusahakan orang lain, yaitu kemampuan untuk 
menimbulkan ketidakenakan bagi pihak lain. 
g. Kekuatan habitual atau yang diperoleh dari kebiasaan, yaitu kekuatan atau kekuasaan 
dari berlakunya status quo atau sebagaimana biasa sesuatu dilakukan.
h. Kekuatan	moral,	yaitu	kemampuan	untuk	meningkatkan	konflik	dalam	sudut	pandang	
nilai sumber kekuatan lainnya. 
i. Kekuatan pribadi, yaitu atribut-atribut pribadi atau keahlian yang memperbesar 
sumber-sumber keahlian lainnya. 
2. Memperhitungkan kekuatan relatif dan komitmen dari para pihak apabila persengketaan 
ini terus berlangsung sampai sekarang. Prosedur manakah yang kelihatannya paling 
baik	untuk	penyelesaiannya?	
3. Dengan mempertimbangkan kekuatan relatif dan komitmen yang diberikan oleh satu 
pihak, jika persengketaan tersebut harus berlangsung sampai sekarang, hasil-hasil atau 
akibat substantif apa yang paling mungkin terjadi dan berapa besar peluang relatif 
(relative probabilities)?	
4. Dengan mempertimbangkan perkiraan atau ramalan anda dalam pertanyaan nomor dua 
dan tiga, berapa besar keuntungan/biaya potensial dari prosedur yang diterapkan saat 
ini dan bagaimana suatu persengketaan akan diselesaikan. Keuntungan dan biaya-biaya 
7 Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengeadilan (Negoisasi, Mediasi, 
Konsultasi dan Arbitrase), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 41-43.
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tersebut bisa mencakup: 
a. Biaya proses (staf, waktu, penundaan, biaya hukum dan lain-lain); 
b. Dampak terhadap hubungan antara anda/organisasi anda dan pihak-pihak lain; 
c. Keuntungan	finansial	atau	liability; 
d. Risiko peningkatan/penurunan yang diakibatkan oleh hasil penyelesaian yang tidak 
bisa diterima; 
e. Menetapkan prosedur hukum; 
f. Dampak-dampak politik; 
g. Dukungan internal/moral. 
5. Apakah penggunaan prosedur yang ditetapkan sudah dicarikan pembenarannya 
(dijustifikasi)?	
6. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mana yang paling sesuai untuk menangani 
persengketaan	ini?	
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
Salah satu bentuk atau jenis alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi, di mana 
peran mediator sangat menentukan kelancaran proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. 
Moore menggolongkan tipologi mediator menjadi tiga kategori,
 
yaitu:8 
1. Mediator jaringan sosial (social network mediator) yaitu mediator yang dipilih karena 
adanya jaringan atau hubungan sosial. Jika terjadi sengketa tanah antar tetangga, para 
pihak akan memilih seseorang yang dikenal baik oleh keduanya untuk menengahi 
sengketa dan memberikan saran pemecahannya. Para pihak percaya bahwa jika yang 
memediasi adalah orang yang dikenal keduanya akan menjamin proses perundingan 
berjalan lancar. Dengan kata lain, mediator hubungan sosial berasal dari orang yang 
dikenal dan dipercaya oleh para pihak. 
2. Mediator otoritatif (authoritative mediator) adalah mediator yang dipilih karena 
yang bersangkutan memiliki otoritas atau kewenangan. Kewenangan ini dapat dibaca 
sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah, seperti 
mediator dari pejabat, anggota legislatif dan sejenisnya. Pemilihan mediator yang 
‘berwenang’ ini biasanya dijadikan sebagai strategi untuk mengikat pihak-pihak yang 
bersengketa agar tidak main-main dan melaksanakan hasil-hasil perundingan. Selain 
itu, para pihak juga berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah bila memang obyek 
yang dipersengketakan berupa kebijakan dari pihak yang berwenang. 
3. Mediator independen (independent mediator) yaitu mediator yang dipilih karena 
profesional. Para pihak memilihnya bukan karena hubungan sosial, atau karena 
memiliki otoritas tetapi semata-mata karena yang bersangkutan memiliki keahlian, 
8   Sudharto P. Hadi, 2006, Resolusi Konflik Lingkungan,  BP Undip, Semarang, hal. 103.
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integritas, berpengalaman dan profesional. Mediator independen ini di negara-negara 
maju biasanya berkumpul pada asosiasi-asosiasi, lembaga perguruan tinggi, atau 
lembaga-lembaga non-geverment yang memang berprofesi sebagai mediator mandiri. 
Ketiga tipologi mediator di atas, dalam penyelesaian sengketa mediator memiliki 
berbagai peran, antara lain:
1. Katalisator, seorang mediator berperan untuk mendorong suasana kondusif, mencegah 
polarisasi, dan membuka jalur-jalur komunikasi. 
2. Pendidik, seorang mediator berperan untuk memahami kehendak dan aspirasi para 
pihak.
3. Nara sumber, seorang mediator berperan sebagai tempat bertanya, pemberi saran, dan 
pencari sumber informasi.
4. Penyandang berita jelek, seorang mediator siap mendengar kata-kata ungkapan yang 
tidak enak didengar atau yang menyakitkan hati saat para pihak tidak dapat mengontrol 
emosi.
5. Penyampai pesan, seorang mediator berperan sebagai penyampai pesan yang enak 
didengar, tutur kata yang sopan, sehingga para pihak tidak tersinggung.
6. Fasilitator proses, seorang mediator berperan untuk memfasilitasi proses agar 
penyelesaian	konflik	cepat	selesai.
7. Pelatih, Pemimpin, seorang mediator berperan untuk mengarahkan, membimbing, dan 
menunjukkan tata cara menyelesaikan masalah secara tepat.
8. Pembahas masalah, seorang mediator berperan	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah,	
problem solving, dan menawarkan solusi.
Taktik dan teknik mediator dalam penyelesaian sengkata berdasarkan perkembangan 
praktik yaitu taktik menyusun kerangka keputusan,  mendapatkan wewenang dan kerja sama, 
mengendalikan emosi dan menciptakan kondisi yang baik, bersifat informatif, pemecahan 
masalah, menghindarkan rasa malu, dan taktik pemaksaan. Teknik-teknik mediator dalam 
penyelesaian sengketa antara lain, teknik membangun kepercayaan, mengumpulkan 
informasi,	 menganalisis	 konflik,	 berbicara	 secara	 jelas,	 mendengarkan	 dengan	 penuh	
perhatian, meringkas atau merumuskan ulang pembicaraan para pihak, menyususn 
aturan perundingan, mengorganisir pertemuan/perundingan, mengatasi emosi para pihak, 
memanfaatkan bilik kecil (caucus), mengungkapkan kepentingan yg masih tersembunyi, 
membujuk para pihak atau salah satu pihak, dan menyusun kesepakatan. Adapun tahap-
tahap penyelesaian sengketa melalui mediasi, sebagai berikut:
1. Tahap Pembentukan Forum yaitu : 
a. Melakukan perkenalan diri dan para pihak. 
b. Berusaha menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya dan bagi proses.
c. Menjelaskan kedudukannya sbg mediator.
39
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
d. Menjelaskan peran dan wewenangnnya.
e. Menjelaskan aturan dasar ttg proses, aturan kerahasiaan, dan ketentuan rapat.
f. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
g. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, maka meminta komitmen 
mereka untuk mengikuti semua aturan main.
2. Tahap Saling Mengumpulkan dan Membagi Informasi, yaitu :
a. Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.
b. Mediator bertindak sbg pendengar yg aktif dan dpt mengemukakan pertanyaan-
pertanyaan.
c. Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi 
para pihak 
d. Mediator	melakukan	kualifikasi	fakta.
e. Mediator melanjutkan diskusi, tanggapan masing2 pihak ats informasinya.
f. Mengadakan tawar menawar (negosiasi) di antara mereka.  
3. Tahap Tawar Menawar Pemecahan Masalah, yaitu :
a. Mediator mengadakan pertemuan pribadi secara terpisah, untuk mengetahui apa 
yg diinginkan oleh pihak tsb., melakukan pengembangan informasi.
b. Mediator membuat perumusan ulang, dan pada pertemuan bersama mediator 
mengutarakan inti persengketaan.
c. Secara	 bersama2	 atau	 terpisah	 dgn	 para	 pihak	 mengidentifikasi	 isu-isu,	
memberikan pengarahan tentang tawar menawar pemecahan masalah, mengubah 
pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan.
d. Bersama-sama dengan mereka untuk membantu menaksir, menilai, dan 
memprioritaskan kepentingan masing2.
e. Memperluas atau mempersempit sengketa bilamana perlu.
f. Membuat agenda negosiasi.
g. Memberikan alternatif penyelesaian berdasarkan prioritas yg paling 
menguntungkan. 
4. Tahap Pengambilan Keputusan yaitu :
a. Para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator mengevaluasi pilihan 
penyelesaian, menetapkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil 
perbedaan, serta mencari basis yg adil. 
b. Mediator dapat menekan para pihak, mencari rumusan untuk menghindari rasa 
malu, membantu para pihak menghadapi para pemberi kuasa.
c. Akhirnya para pihak dapat bersepakat membuat atau menentukan keputusan. 
Salah	satu	fungsi	Deputi	Bidang	Pengkajian	dan	Penyelesaian	Sengketa	dan	Konflik	
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 345 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan 
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alternatif	 penyelesaian	masalah,	 sengketa	dan	konflik	pertanahan	melalui	bentuk	mediasi,	
fasilitasi, dan lainnya. Kedeputian tersebut dapat menggunakan salah satu dari ketiga tipologi 
mediator di atas sesuai dengan karakteristik sengketa tanahnya. Kinerja kedeputian ini sejak 
terbentuk	telah	menyelesaikan	banyak	konflik	atau	kasus	pertanahan	baik	di	daerah	provinsi,	
kabupaten/kota, maupun secara nasional. 
Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya terdapat di dalam 
hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah mengatur tentang lembaga 
perdamain, di mana Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak 
yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Namun dalam pelaksanaannya 
kurang berhasil. Untuk memberdayakan ketentuan tersebut, maka dikeluarkan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga 
Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Untuk melengkapinya, dikeluarkan lagi 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena memang lembaga mediasi bukanlah lembaga litigasi 
melainkan berada di luar pengadilan. Seperti diumpamakan oleh Lawrence M. Friedman,9 
bahwa pengadilan formal bagaikan restoran mewah di tengah-tengah masyarakat yang juga 
membutuhkan pizza dan hamburger untuk makanan murah dan cepat saji.   
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, menyatakan 
bahwa mediasi sudah dimasukkan ke dalam proses peradilan formal, sebagaimana tercantum 
di dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 2008, bahwa semua perkara perdata yang diajukan 
ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 
Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja, akan tetapi 
Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang 
beracara di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
di atas. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar. Adapun pertimbangan 
dari Mahkamah Agung,  mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya 
perkara di pengadilan. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan 
akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian 
yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam 
ststem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 
penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 
Secara tidak langsung penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dirasakan 
sendiri oleh Mahkamah Agung kurang efektif, sekalipun hingga saat ini berdasarkan 
beberapa hasil penelitian tentang itu menujukkan bahwa proses mediasi sebagaimana yang 
9   Friedman, Lawrence M., 2001 American Law and Introduction, 2
nd 
Edition, Penerjemah: Wisnu Basuki, 
Hukum Amerika Sebuah Pengantar,  Pattatanusa, Jakarta, hal. 32.
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diamanatkan dalam Perma tersebut juga belum berjalan secara efektif, karena terkendala 
oleh beberapa faktor secara sosiologis, antara lain masih kurangnya sumber daya pengadilan 
yang memiliki penguasaan tentang mediasi.
PENUTUP
Kesimpulan
Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian 
sengketa tanah secara berkeadilan yang merupakan bagian dari reformasi agraria, sebagai 
berikut: 
1. Sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum (substansi) terkait dengan keagrariaan 
yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta pelibatan warga 
masyarakat sekitar secara responsif dalam pemanfaatan tanah.  
2. Untuk saat ini penyelesaian sengketa tanah masih lebih tepat bila tetap diutamakan 
melalui	 lembaga	 kedeputian	 Pengkajian	 dan	 Penyelesaian	 Sengketa	 dan	 Konflik	
Pertanahan dengan menjalankan fungsi mediasi, daripada penciptaan lembaga baru 
yang	sifatnya	spesifik,	tetapi	cara	kerja	dan	metodenya	masih	sama	dengan	lembaga	
peradilan pada umumnya. Akan tetapi, tidak berarti menutup kemungkinan adanya 
suatu lembaga baru, seperti adanya ide pembentukan pengadilan pertanahan atau 
pengadilan agraria, tetapi kalau memang lembaga tersebut sangat diperlukan, maka itu 
merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah. 
Saran
Dalam rangka reformasi agraria sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
disarankan sebagai berikut :
1. Seyogianya dilakukan peninjauan ulang berbagai ketentuan terkait yang menjadi 
pemicu sengketa sumber daya agraria yang muncul pengaturan dan kelembagaannya 
secara sektoral pasca diberlakukannya UUPA sebagai upaya preventif, sehingga tidak 
menimbulkan	konflik	sektoral.
2. Memperkuat kelembagaan dan kewenangan BPN dalam rangka mengemban 
pelaksanaan	reformasi	agraria	dalam	menyelesaikan	konflik-konflik	yang	berkenaan	
dengan sumber daya agraria. Dalam hal ini adalah pemberian penguatan terhadap 
Deputi	Penyelesaian	Konflik	yang	sudah	eksis	dalam	lembaga	BPN	yang	menjalankan	
fungsi	 penyelesaian	 konflik	 atau	 sengketa	 tanah,	 dengan	 tetap	melakukan	 evaluasi	
kinerja dan kemampuan kedeputian tersebut secara berkesinambungan. Termasuk 
penguatan kelembagaan adalah mengupayakan secara sungguh-sungguh pembiayaan 
dalam	 penyelesaian	 konflik-konflik	 sumber	 daya	 agraria	 yang	 terjadi.	 Tidak	 akan	
berguna semua upaya yang telah dihasilkan dalam forum ini sebagai solusi penyelesaian 
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konflik	atau	sengketa	tanah	yang	diharapkan	memberikan	keadilan	dan	kesejahteraan	
bagi rakyat tanpa penguatan pembiayaan. Tanpa penguatan pembiayaan, maka  makna 
reformasi agraria, yang mengharapkan penyelesaian sengketa tanah secara berkeadilan 
dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud. 
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Abstract: Good governance are the governance mechanisms of government are expected to 
be run in a democratic country. Even though this is a new term, but its principles have long 
been a social capital and governance joints sourced from traditional values  and culture of 
Indonesian society and very much in line with the principles of participation, transparency, 
and akuntabilatas, as well as open space for citizen engagement society. However, the 
principle or principles such as the law of life in the community have not been optimally 
utilized in the delivery of public services.
Keywords: Democracy, Good Governance, 
Abstrak: Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan konsep 
dalam pengelolaan pemerintahan yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu 
negara berjalan secara demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru, namun prinsip-
prinsipnya telah lama merupakan social capital dan menjadi sendi-sendi pemerintahan 
yang bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia dan sangat sejalan 
dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilatas, serta membuka ruang bagi 
keterlibatan warga masyarakat. Namun, asas atau prinsip-prinsip tersebut sebagai hukum 
yang hidup dalam masyarakat belum didayagunakan secara optimal dalam pemberian 
pelayanan publik.
Kata kunci: Demokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
PENDAHULUAN
Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Dalam setiap 
analisis mengenai konsep kekuasaan. Seperti dikatakan oleh Jack H. Nagel, ada dua hal 
penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (scope of power) dan jangkauan kekuasaan 
(domain of power). Lingkup kekuasaan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang 
tercakup dalam fungsi kekuasaan, sedangkan jangkauan kekuasaan terkait dengan segala 
yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan (sovereign).2
Dalam kaitannya dengan jangkauan kedaulatan, yaitu hubungan antara subjek dan 
sovereign atau lebih jelasnya hubungan antara siapa yang berdaulat dan apa atau siapa yang 
1   Tulisan ini diadaptasi dari makalah yang disampaikan pada “Simposium Sehari Tentang Tata 
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, oleh DPRD-Pemerintah Daerah Kota Bekasi 15 Desember 2011 
di Gedung DPRD Bekasi
2   Lihat Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994),h.9
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didaulat. Mengenai yang pertama, dikenal adanya lima ajaran mengenai kedaulatan dalam 
sejarah, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, serta 
kedaulatan hukum. Tetapi sejauh menyangkut apa atau siapa yang didaulat oleh pemegang 
kekuasaan tertinggi ini, timbul masalah. 
Jimly Asshiddiqie3 kemudian memberikan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman, 
yaitu jika hubungan kekuasaan yang dipersoalkan ada dalam konteks ajaran kedaulatan raja, 
jika yang berdaulat adalah raja maka individu yang didaulat oleh raja itu dari segi politik 
tentunya adalah rakyatnya. Sedangkan dari segi ekonomi adalah kekayaan kerajaan itu. 
Akan tetapi, dalam paham kedaulatan rakyat yang didaulat dari segi politik tentu saja bukan 
person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai suatu keseluruhan. 
Hubungan kedaulatan bukan lagi terjadi antara raja dengan rakyatnya, tetapi terjadi antara 
rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara itu sebagai suatu keseluruhan.
Tentang lingkup kedaulatan meliputi proses pengambilan keputusan antara lain 
dipersoalkan seberapa besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan baik di bidang 
legislatif maupun eksekutif, sedangkan jangkauan kedaulatan meliputi analisis relasional 
antara sovereign dan subjek, yaitu terkait soal siapa atau apa yang menjadi objek atau sasaran 
yang dijangkau oleh konsep kekuasaan tertinggi itu.4 Tentang siapa yang menjadi subjek 
kedaulatan itu, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat dipegang oleh seorang, kelompok 
orang, suatu badan atau kelompok badan, yang menjalankan legislasi dan administrasi.
Sementara “demokrasi” berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat, 
kratos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa.5 Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dapat mencakup bidang 
politik atau bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu berkenaan dengan bidang politik, maka 
sistem kekuasaan itu disebut demokrasi politik, begitu juga menyangkut bidang ekonomi, 
maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian, istilah demokrasi di sini yakni 
demokrasi politik dan ekonomi, harus dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat 
yang meliputi aspek politik dan ekonomi.6
Seperti dikemukakan oleh Affan Gaffar, bahwa dalam ilmu politik dikenal dua macam 
pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara 
empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini di sebut juga sebagai procedural democracy. 
Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak 
dilakukan/diselenggarakan oleh sebuah negara.
3   Ibid.h.42
4   Ibid.h.9
5   Lihat Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,(Jakarta: Gramedia,2008),h.105-115. 
6   Jimly Asshiddiqie,op.cit.h.25
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Aspek normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi pada masing masing negara 
seperti dalam UUD NRI Tahun 1945, sebaliknya untuk pandangan demokrasi dalam contoh 
empiris, musyawarah mufakat terhadap rakyat, bahwa apakah pemerintah memberikan 
ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi guna menformulasikan 
kehendak politiknya. Dengan demikian tidak selamanya demokrasi normatif adalah sesuai 
dengan demokrasi empirik. Dengan berdasarkan pada pendapat Dahl,7 disimpulkan bahwa 
sistem yang demokratis atau tidak dengan segala prasyarat sebagai berikut: 
a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang di pilih oleh rakyat 
harus dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah di 
tempuhnya.
b. Rotasi kekuasaan. Peluang dalam rotasi kekuasaan harus ada.
c. Rekruitmen politik yang terbuka.
d. Pemilihan umum dilaksanakan secara jujur.
e. Menghormati hak-hak dasar.
Dengan demikian unsur-unsur demokrasi dalam mengimplementasikannya ada 
kemungkinan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal lingkungan politik tertentu. Berbicara 
mengenai kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam hubungannya dengan hukum dan 
pemerintahan, Achmad Ali menyatakan bahwa di dalam masyarakat demokratis, prototipe 
dari kedaulatan mungkin dipandang dalam wujudnya sebagai badan pembuat undang-
undang. 8 Penentuan kebijakan oleh legislatif penggunaan-penggunaan aktual yang kepadanya 
kekuasaan diletakkan merupakan salah satu sumber-sumber primer dari konsepsi-konsepsi 
yang berkaitan dengan tujuan hukum, atau merupakan standar-standar untuk mengevaluasi 
“efisiensi”	suatu	struktur	peran	tertentu	atau	suatu	pengantisipasian	terhadap	struktur	peran.
Seperti telah dikemukakan tentang indikator-indikator adanya demokrasi pada suatu 
negara, maka pembentukan UU (pusat) atau peraturan daerah (lokal), dalam proses proses 
pembentukannya melibatkan 2 institusi, yaitu pihak eksekutif dan badan perwakilan (DPR/
DPRD), pada hakikatnya pertemuan antara dua arus yang masing-masing menyuarakan 
kehendak rakyat.
Apabila prosesnya baik sejak penentuan kebijakan dasar, gagasan pembentukan, proses 
penelitian dan pengkajian, penjaringan aspirasi rakyat, serta penuangannya dalam draft 
rancangan peraturan, serta pembahasannya benar-benar mengacu pada kehendak rakyat, 
maka UU/peraturan daerah tersebut akan berkarakter akomodatif, karena sejak dari awal 
hingga pengesahan rancangan UU/peraturan daerah tersebut berpihak pada kehendak rakyat. 
Pada negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan, dalam arti kekuasaan 
pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. 
7   Lihat  Ibid.h.7-8
8    Achmad Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta :IBLAM,  2004),h.116
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Menurut Hans Kelsen dalam Bagir Manan bahwa, kedaulatan rakyat tidak mungkin 
ada dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahan dengan sistem sentralisasi. Cita-
cita kedaulatan rakyat juga terwujud dalam suasana sentralisme. Tetapi “decentralization 
allows a closer approach to the idea of democracy than centralization”9. Dengan demikian 
bagaimanapun juga, desentralisasi merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat.
Fenomena demokrasi melibatkan banyak keterkaitan hal lain seperti politik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu pemahaman tentang demokrasi adalah sesuai 
dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Untuk membedakan suatu bentuk demokrasi, 
seringkali ditambah dengan kata sifat, sehingga menjadi ciri demokrasi yang dianut, seperti 
Demokrasi Pancasila.
Pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan suatu konsep 
pembagian kekuasaan, yaitu antara lain pembagian kekuasaan dengan dua cara yaitu : 
1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut  tingkatnya dan dalam hal ini yang 
dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl. J. 
Friedrich memakai istilah pembagian secara teritorial (territorial division of power).- 
melahirkan susunan negara: kesatuan; federal; dan konfederasi.
2. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan pembagian ini 
menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislative, 
eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politica atau pembagian 
kekuasaan (division of power).10 
Berdasarkan kedua cara pembagian kekuasaan di atas, maka RI menganut negara 
kesatuan. Hal ini sesuai bunyi Pasal 1 UUD Negara RI tahun 1945 yang menegaskan Indonesia 
sebagai negara kesatuan, serta pengaturan tentang pembagian daerah ke dalam daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi ini dibagi lagi ke dalam daerah-daerah kabupaten/kota. Daerah 
provinsi kabupaten/kota tersebut memiliki pemerintahan daerah sendiri.11 Pemerintah daerah 
yang menyelenggarakan otonomi daerah disebut daerah otonom. Daerah-daerah otonom 
merupakan bagian-bagian esensial negara kesatuan (Eenheidsstaat). Daerah-daerah otonom 
diadakan guna menyangga tatanan negara kesatuan. 
Hatta, Tocqueville dan Rienow yang ditarik intinya oleh Bagir Manan12 menyatakan 
bahwa demokrasi diyakini sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty). 
Sebagai upaya untuk menumbuhkan suatu kebiasaan (habit) agar rakyat memutuskan 
9   Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas 
Hukum UII, 2001).h.177
10    Miriam Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 
h.138.
11   Pasal 18 UUD 1945
12   Ibid h.34.
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sendiri berbagai macam kepentingan (umum) yang bersangkutan langsung dengan mereka. 
Membiasakan rakyat mengurus dan mengatur sendiri urusan-urusan (pemerintahan) yang 
bersifat lokal, bukan hanya sekedar sebagai wahana latihan yang baik, tetapi menyangkut 
segi yang sangat esensial dalam suatu masyarakat demokratis. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik secara teoritis dikenal dengan istilah Good 
Governance. Good governence merupakan konsep dalam pengelolaan pemerintahan yang 
populer sejak tahun sembilan puluhan yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu 
negara berjalan secara demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru, namun prinsip-
prinsipnya telah lama merupakan social capital dan menjadi sendi-sendi pemerintahan yang 
bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesian dan sangat sejalan dengan 
prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilatas, serta membuka ruang bagi keterlibatan 
warga masyarakat. 
Namun, asas atau prinsip-prinsip tersebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat 
belum didayagunakan secara optimal dalam pemberian pelayanan publik, asas-asas tersebut 
kemudian diadopsi dalam negara demokrasi modern. Disamping itu dikenal pula istilah 
pemerintahan yang bersih dan berwibawah, yang pada hakikatnya mempunyai makna yang 
sama.Konsep ini lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan awal mulanya 
dari OECD (Organization for the Economic Coorporation and development).
Menurut Hadjon13, good governance pada dasarnya bertumpu atas dua landasan utama 
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yaitu negara hukum dan demokrasi. 
Dalam upaya terwujudnya Indonesia baru yang lebih baik, maka primadonanya adalah 
demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa 
kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan nomokrasi adalah nilai atau 
norma yang diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya 
bukanlah orang melainkan hukum itu sendiri. Tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) merupakan salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping 
asas pemerintahan yang baik dalam Hukum Positif dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AUPB) dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. 
Fenomena-fenomena negatif meskipun kemerdekaan bangsa kita sudah memasuki usia 
68 tahun tetapi sejak orde lama hingga era reformasi saat ini masih terjadi mis managemen 
dalam pengelolaan administrasi negara/pemerintahan Fenomena-fenomena: berbagai 
13   Philipus M. Hadjon. LSM dan Otonomi Daerah Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good 
Governance. Workshop and Seminar Good Governance. Utrecht University-Airlangga University (Surabaya, 
Airlangga University , 2001). 
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kejahatan yang terjadi antara lain: kolusi, korupsi, dan nepotisme tumbuh subur, problema 
kemiskinan	dan	pengangguran,	 jeratan	utang	 luar	negeri	yang	 tidak	adil,	 pornografi	yang	
merajalela, budaya sadisme, kejahatan sosial, moral, dan narkoba.
Dalam sistem demokrasi modern yang berdasar pada supremasi hukum dan konstitusi, 
memerlukan penerapan prinsip good governance. Ketiga domain good governance (Negara/
pemerintah, Pasar (market/swasta), dan civil society) harus seimbang, dan berada dalam 
hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, pembedaan di antara 
ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling interfensi ke dalam urusan 
masing-masing.14 
Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya 
sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat, dan 
sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampur atau 
dicampuradukkan.15 
Hal ini penting sebab jika kekuasaan Negara yang mempunyai pengaruh besar 
untuk mengatur berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama melampaui 
kekuatan masyarakat (civil society) dan pasar (market), maka demokrasi dinilai tidak akan 
tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Karena itu, yang 
dianggap paling ideal untuk demokrasi adalah apabila ketiga wilayah kekuasaan ini tumbuh 
secara seimbang, sama-sama kuat dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam 
hubungan yang fungsional dan harmonis.
Pemahaman yang dikembangkan UNDP tentang good governance adalah meliputi 
elemen pemerintah, swasta (pasar) dan civil society, serta interaksi ketiga elemen tersebut.16 
Selanjutnya Good Governence berlandaskan sembilan prinsip yakni: partisipasi, rule of law, 
transparansi, sikap responsif, berorientasi konsensus, kesederajatan/kebersamaan, efektif 
dan	efisien,	akuntabilitas,	dan	visi	strategis.	
Menurut Bappenas: good governance memuat 10 prinsip, yaitu; partisipasi, transparansi, 
kesetaraan,	 efektivitas	 dan	 efisiensi,	 akuntabilitas,	 penegakan	 hukum,	 responsive,	 visi	
strategis, profesionalisme, dan pengawasan.
Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh (R.B. Seidman: 2000), bahwa prinsip-
prinsip good governance adalah sebagai berikut; rule of law, transparansi, partisipasi, dan 
akuntabilitas. Menurut penulis, bahwa  Keempat prinsip ini merupakan prinsip yang paling 
penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik/Pemerintahan yang Bersih dan 
Berwibawa.
14  Jimly, Op.cit., hlm. 92.
15  Jimly, Ibid., h.43
16  UNDP, Rekonseptualising Governance: Discussion Paper No. 2: 1997.
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Asas Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum positif
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang asas-
asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, yaitu: 
1) Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 memuat tujuh poin tentang Asas Umum Penyelenggaraan 
Negara:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
c. Asas kepentingan umum




2) Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang  No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional 
diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara dan penjelasan 
pasal tersebut isinya sama dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999.
3) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang  No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2009 mengatur ketentuan tentang 
asas-asas pemerintahan yang baik menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara







4) Pasal 27  ayat (1) UU 32 Tahun 2004 mengatur kewajiban Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi (sedangkan penjelasannya 
dimaksudkan untuk penyerapan aspirasi, meningkatkan partisipasi masyarakat) dan 
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
5) Pasal 139  ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 memuat ketentuan tentang partisipasi 
masyarakat dalam pembahasan Ranperda, bahwa “masyarakat berhak  memberikan 
masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 




6) Dalam Undang-Undang  No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-202. Pada Lampiran: IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing. E. Reformasi Hukum dan Birokrasi; angka 35. Bahwa pembangunan 
aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan 
profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di 
bidang-bidang lainnya. 
Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mencantum AUPB dengan mengakomodasi 
Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam UU No. 28 Tahun 1999. Asas yang sudah 
dinormatifkan ini merupakan salah satu alasan menggugat bagi masyarakat untuk meminta 
pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan 
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya, bagi organisasi non-pemerintah atau LSM yang pada jati dirinya melekat 
komitmen pemberdayaan masyarakat, sudah menjadi kewajiban untuk terlebih dahulu 
mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam diri sendiri secara konsisten dan 
bertanggung jawab. Tentu, tidak adil dan tidak etis menuntut negara dan pasar mewujudkan 
good governance tanpa LSM sendiri bersikap jujur, dan konsisten terhadap diri sendiri untuk 
melaksanakan hal yang sama.
Isu-isu yang menonjol dalam proses implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain;
1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. APBD seharusnya 
disusun dengan pendekatan kinerja. Penganggaran berdasarkan kinerja adalah jenis 
anggaran yangpengeluarannya dihitung berdasarkan nilai output dan outcome-nya.
2. Masalah yang terkait dengan manajemen pelayanan publik, diwarnai dengan beberapa 
persoalan antara lain:
a. Rendahnya kualitas pelayanan
b. Kurang jelasnya standar pelayanan
c. Rendahnya akuntabilitas pelayanan
3. Masih kuatnya campur tangan DPRD dalam penunjukan jabatan karir.
4. Dalam penyusunan APBD sering terjadi tawar menawar antara legislatif dan eksekutif 
mengenai besarnya alokasi dana untuk masing-masing pihak. Harusnya DPRD mampu 
menjaga agar pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dapat mengakomodasi 
kepentingan masyarakat banyak.
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Praktik Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah
Hatifah Sj Sumarto17  mengatakan bahwa pelayanan perizinan pemerintah daerah 
seringkali dikeluhkan oleh masyarakat karena prosedur pengurusannya berbelit-belit dan 
tidak transparan, tidak adanya kepastian waktu dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. 
Hambatan yang paling utama dalam pembentukan UPT adalah resistensi yang kuat 
dari dinas-dinas yang merasa kewenangannya diambil oleh UPT.  Hambatan  terbesar yang 
menjadikan aparat pemerintah daerah kurang berminat menerapkan pendekatan partisipatoris 
adalah karena pendekatan itu memakan waktu dan kurang dapat diprediksi hasilnya. Tidak 
adanya jaminan tepat waktu sangat fatal bagi penilaian kinerja birokrasi yang sampai saat ini 
masih menggunakan pendekatan proyek.
Data yang ada tersebut di atas, jika dianalisis dari segi Pilar-Pilar good governance 
telah terpenuhi yaitu: 
1. Pemerintah sebagai pemberi izin;
2. Pihak swasta/pelaku ekonomi (pasar) dalam hal ini yang mengurus izin;
3. Pihak masyarakat (civil society) yang akan terkena dampak izin tersebut.
Ketiga elemen tersebut ternyata belum bersinergi secara fungsional dan harmonis,. 
Disamping itu belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip good governance (prinsip 
yang paling penting adalah the rule of law, keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas), dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah disebabkan karena produk hukum daerah tentang perizinan 
tersebut belum mengadopsi prinsip-prinsip good governance dan dengan demikian.
Belum tegaknya supremasi hukum yang berintikan keadilan. Belum terwujudnya 
jaminan HAM. Pelaksanaan/penegakan supremasi hukum pun belum mencerminkan Tata 
Pemerintahan yang Baik/Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
Metode LP2K3 sebagai Metode Aplikatif Teori Three Pillars of Quality of Legal Product
Sebagaimana diketahui, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, diperlukan perangkat hukum yang akan menjadi wadah pemuat prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah hukum. Pembentukan 
kaidah-kaidah hukum tersebut yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dalam 
pembentukannya diperlukan panduan teori perancangan perundang-undangan agar produk 
hukum tersebut berkarakter akomodatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang di dalamnya memuat rekomendasi kepada 
para perancang agar dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan untuk dapat 
menghasilkan kualitas produk hukum yang berkualitas baik dan hal ini hanya bisa dicapai 
17  Hetifah Sj Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2003) h.89-90.
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manakala pembentukannya memenuhi tiga hal pokok, yaitu landasan pemikiran (dimensi 
filosofis,	sosiologis,	yuridis,	dan	politis),	perancangannya	mengacu	pada	model	perancangan	
modern, dan terwujudnya sinergitas yang riil antara kultur hukum dan perancangan peraturan 
perundang-undangan. Ketiganya dapat diistilahkan dengan The  Three Pillars  Of Quality Of 
Legal Product. 18 
Berdasarkan pada teori Three pillar of quality of legal product di atas, maka 
kualitas produk hukum berupa peraturan perundang-undangan itu ditentukan oleh proses 
pembentukannya. Apabila  proses pembentukannya memenuhi ketiga pilar dengan elemen-
elemennya pada setiap pilar secara komprehensif, maka kualitas produk perundang-undangan 
tersebut semakin tinggi kualitasnya/berkualitas akomodatif.19
Manakala  teori Three pillars of quality of legal product hendak dijabarkan atau diuji 
dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, maka di ruang itulah dibutuhkan 
suatu metode mengaplikasikan teori ini. Metode tersebut adalah metode LP2K3, yang dapat 
dijelaskan   sebagai berikut:
1. Elemen-elemen LP2K3
a) Elemen Landasan pemikiran
Elemen Landasan pemikiran dalam metode ini merupakan pilar  I  dari teori three 
pillars of quality of legal product yang bagiannya terdiri atas:
1) Landasan	pemikiran	filosofis,	yaitu	menelaah	masalah	tersebut	yaitu	nilai-nilai	apa	
yang akan diwujudkan dalam menangani masalah tersebut, yang pada lazimnya 
setidaknya ada tiga nilai yang akan diwujudkan dalam mengatasi masalah yaitu nilai 
keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan yang juga merupakan tujuan/fungsi hukum 
itu	 sendiri,	 yang	 akan	 menjadi	 pertimbangan	 filosofis	 dalam	 suatu	 prancangan	
peraturan perundang-undangan.
2) Landasan pemikiran sosiologis, yaitu menelaah fenomena sosial negatif apa 
yang terjadi yang menimbulkan masalah tersebut yang diharapkan akan diatasi/
diselesaikan dengan pembentukan peraturan. Penguraian fakta-fakta sosial itu amat 
penting oleh karena itulah nantinya akan menjadi pertimbangan sosiologis dalam 
rancangan peraturan yang akan dibuat.
3) Landasan pemikiran yuridis, yaitu telaah tentang bagaimanakah kondisi peraturan 
yang ada apabila telah ada peraturan tentang masalah yang bersangkutan, apakah 
sudah memadai atau tidak memadai lagi sehingga perlu perubahan peraturan. 
Namun demikian, ada pula kemungkinan bahwa peraturan tentang masalah yang 
bersangkutan belum ada sehingga diperlukan peraturan yang baru.
18   Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm 137. 
19   Ibid, hlm 140. 
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4) Landasan pemikiran politis, yaitu telaah tentang urgensi masalah tersebut untuk 
diatasi/diselesaikan dikaitkan dengan pencapaian tujuan Negara (tujuan bersama 
seluruh rakyat dalam suatu bangsa/Negara). Landasan politis inilah terkait dengan 
program legislasi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan tentang 
masalah yang bersangkutan.
b) Elemen Peraturan
Elemen Peraturan merupakan bagian dari Pilar III, yang ditelaah adalah peraturan dari 
berbagai segi, misalnya apakah sudah ada peraturan yang mengatur tentang masalah 
itu ada atau belum. Apabila peraturannya sudah ada apakah sudah memadai atau tidak. 
Apabila peraturannya tidak memadai maka solusi yang ditawarkan adalah mengubah 
peraturan tersebut atau mengganti peraturan tersebut dengan peraturan yang baru. 
Apabila solusinya untuk mengganti peraturan, maka materi muatan peraturan yang 
akan dibentuk itu mengacu pada hal-hal sebagai berikut: memperhatikan peraturan 
yang lebih tinggi, peraturan yang sederajat, norma yang mengarahkan perilaku yang 
bertujuan untuk menyelesaikan / mengatasi masalah tersebut, mempertimbangkan 
kemungkinan delegasi pengaturan lebih lanjut, mempertimbangkan pemenuhan HAM, 
hak dan kewajiban, kewenangan dan tugas aparat, konsistensi, mencegah tumpan 
tindih.
c) Elemen Partisipasi Masyarakat
Elemen partisipasi masyarakat yang juga merupakan bagian dari Pilar III, yaitu menjaring 
aspirasi stakeholders mengenai masalah yang akan diselesaikan dengan pembentukan 
peraturan yang bersangkutan dengan berbagai bentuk kegiatan antara lain: seminar, 
wawancara, workshop, termasuk dengar pendapat para ahli yang terkait masalah yang 
bersangkutan serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
d) Elemen Kepentingan
Elemen kepentingan yang juga merupakan bagian dari Pilar III, merupakan telaah 
terhadap siapa yang diuntungkan oleh masalah yang sedang terjadi serta pihak-
pihak yang dirugikan. Pada elemen ini perlu mempertimbangkan keseimbangan 
berbagai kepentingan berbagai pihak sehingga solusi yang ditawarkan dapat diterima 
oleh semua kalangan. Pada elemen ini, sesungguhnya, meniscayakan terpenuhinya 
jaminan pengakuan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia. HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan bagi individu dalam 
menghadapi pelaksanaan otoritas negara/pemerintah dalam bidang tertentu, akan tetapi 
juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat melalui peraturan perundang-
undangan.20
20   Achmad Ruslan, Peraturan Daerah dan HAM Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Dalam Jurnal 
Ilmu Hukum Amanna Gappa), Vol. 11 Nomor 4 Desember 2003. h.272.
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e) Elemen Kemampuan
Elemen kemampuan yang juga merupakan bagian dari Pilar III, merupakan elemen yang 
berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dari segi kualitas  dan kuantitas 
aparat dan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Selain itu, elemen ini berkaitan 
pula dengan kemampuan dana yang tersedia untuk membentuk suatu peraturan dan 
penegakannya. Dalam kaitannya dengan kualitas dan kuantitas peraturan yang dibuat 
sangatlah bergantung pula pada kemampuan pembuat peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal ini memiliki pengetahuan yang luas dan skill terutama mengenai ruang 
lingkup materi yang akan diatur dan mempunyai jangkauan jauh ke depan. Serta syarat 
dan tata cara menduduki jabatan, peraturan yang menjadi acuan dalam merancang dan 
fasilitas yang mendukung perancangan sangat berpengaruh pula terhadap seseorang 
yang diberi tugas sebagai perancang peraturan perundang-undangan.21  
f) Elemen Kultur Hukum
Elemen kultur hukum yang merupakan bagian dari Pilar II, merupakan salah satu 
pilar teori three pillars of quality of legal product yang didalamnya mencakup  opini 
masyarakat, yaitu ditelaah pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat 
berkenaan dengan masalah yang akan dibuatkan peraturannya, yang nantinya akan 
menjadi masukan yang amat penting dalam pembentukan materi muatan peraturan 
tersebut.Selain itu, elemen ini pula mencakup kebiasaan-kebiasaan masyarakat, 
yaitu menelaah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat 
yang tidak selalu dipertahankan keberlakuannya. Ada kemungkinan suatu kebiasaan 
dalam masyarakat jika dihubungkan dengan tujuan negara yang ingin dicapai sudah 
selayaknya diubah dengan kebiasaan yang baru, yang mendukung atau sejalan dengan 
upaya mewujudkan tujuan bangsa/negara melalui peraturan yang akan dibentuk.22
PENUTUP
Pemikiran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa, 
dalam hal ini NKRI sebagai negara hukum yang demokratis melalui langkah-langkah berikut: 
1) Perbaikan peraturan/pembentukan peraturan dengan mengacu pada perancangan peraturan 
perundang-undangan yang modern, mengacu pada teori three pillars of cuality of legal 
product; serta metote LP2K3, yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan yang 
baik; 2) Reformasi birokrasi; 3) Peningkatan kualitas SDM; 4) Ketauladanan; 5) Penegakan 
supremasi hukum yang berintikan keadilan; 6) Sinergitas antara 3 (tiga) komponen yaitu: 
21   Achmad Ruslan, Penentuan Materi Muatan dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah (Makalah 
disampaikan pada Pelatihan Pembuatan PERDA bagi Anggota DPRD Kabupaten Se-SulSel, Makassar, 2000) 
h.8
22   Op.cit, h.145-149.
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pemerintah, swasta, dan civil society dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik; dan 7) Jaminan HAM: Pengakuan, penghormatan, pemenuhan, 
pemajuan, dan penegakan HAM.
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PENDAHULUAN
Suatu negara yang berdasarkan pada pranata hukum (rechtsstaat) adalah senantiasa 
menyelaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang 
dirumuskan oleh hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan setiap individu 
sebagai warga negara hanya dapat disahkan apabila perbuatan tersebut mendapatkan 
legitimasi atau berpedoman pada suatu aturan hukum.
Fungsi hukum menurut Baharudin Lopa, 1 yaitu: 
Sebagaimana halnya dengan agama, hukum pun merupakan as a tool of social 
engineering, seperti yang dikemukakan oleh seorang sosiologi hukum Roscoe Pound 
dan sosiolog pendidikan Karl Mannheim. Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah 
masyarakat (change agent), bukan hukum yang berfungsi sekedar hanya sebagai 
penjaga malam, yaitu diam saja apa pun yang terjadi di sekelilingnya, sepanjang tidak 
terjadi pelanggaran hukum. Memang hukumlah yang bertindak kalau ada pelanggaran 
1  Baharudin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang, 
Jakarta, 1987, hlm. 32. 
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Abstract: In order to safeguard the execution of fiduciary Indonesian police issued Perkap 
No. 8 Tahun 2011 on Protection of Fiduciary security. In this case the provisions in the No 
Perkap. 8 of 2011 is contrary to the law of civil procedure, in which the fiduciary can directly 
carry out the execution of fiduciary objects without going through an order for execution of 
the head of the district court.
Keywords: Fiduciary, Police
Abstrak: Dalam rangka pengamanan eksekusi jaminan fidusia Kepolisian Republik Indonesia 
mengeluarkan Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan fidusia. Dalam hal 
ini ketentuan di dalam Perkap No. 8 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan hukum acara 
perdata, dimana pihak penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan eksekusi 
terhadap benda jaminan fidusia tanpa melalui penetapan eksekusi dari ketua pengadilan 
negeri.
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hukum atau tindak pidana, tetapi ia juga harus menciptakan kondisi sosial yang baru, 
yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah 
social engineering, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas 
menuju ke hidup sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik. Lebih dari itu hukum 
juga berfungsi sebagai alat pengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (as a tool of 
justification). Dengan diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, 
maka dengan cepat mudah terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari 
kebenaran itu. Akhirnya hukum berfungsi pula sebagai as a tool of social control yaitu 
mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar selalu terpelihara tidak melakukan 
perbuatan yang melanggar hukum.
Dari apa yang dikemukakan oleh Baharudin Lopa di atas dapat disimpulkan bahwa 
terdapat tiga fungsi hukum, yaitu: 1) A tool of social engineering atau sebagai alat perubahan 
sosial; 2) As a tool of justification atau sebagai alat pengecek benar tidaknya tingkah laku; 
dan 3) As a tool of social control atau sebagai alat kontrol sosial. Di bidang perdagangan 
yang obyeknya benda bergerak terdapat suatu lembaga jaminan yaitu lembaga jaminan 
fidusia	yang	diatur	di	dalam	Undang-Undang	No.	42	Tahun	1999	tentang	Jaminan	Fidusia.	
Disahkannya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain 
dibuat	 untuk	memacu	 aktifitas	 perekonomian	 dengan	 jaminan	 kepastian	 hukum	 terutama	
bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk menghadapi ekonomi global sehingga diharapkan 
lebih tahan dan tidak mudah terpengaruh menghadapi perubahan perekonomian yang sangat 
pesat serta semakin kompleks antara lain disebabkan keterlambatan pertumbuhan hukum 
terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. 
Pemberian	 jaminan	 fidusia	 ini	 merupakan	 perjanjian	 yang	 bersifat	 accessoir dari 
suatu perjanjian pokok  sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang 
Undang No.42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan akta  notaris yang disebut sebagai 
akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 
1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) 
yang	 dibebani	 dengan	 jaminan	 fidusia	 wajib	 didaftarkan	 di	 Kantor	 Pendaftaran	 Fidusia	
yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan 
syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan 
pendaftaran	 tersebut,	maka	kepada,	 penerima	fidusia	 diberikan	 sertifikat	 Jaminan	Fidusia	
yang memakai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA” yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran 
fidusia	(registration of titles). 
Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati 
janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang 
kuat bagi kreditur dan setelah didaftarkan dimaksudkan untuk mengikat pihak ketiga. Oleh 
karena itu pendaftaran tersebut meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, 
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dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga. 
Dari	 deskripsi	 di	 atas	 terlihat	 bahwa	 para	 pihak	 dalam	 akta	 jaminan	 fidusia,	 baik	
penerima	fidusia	maupun	pemberi	fidusia	menurut	undang-undang	 jaminan	fidusia	 sama-
sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai 
atas benda jaminan, dan apabila pemberi jaminan melakukan wanprestasi maka penerima 
jaminan	fidusia	diberikan	hak	preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas droit de suite 
atas	 benda	 jaminan,	 bagi	 pihak	 ketiga	 asas	 publisitas	 dalam	 akta	 jaminan	 fidusia	 akan	
memberikan	informasi	terhadap	benda-benda	yang	difidusiakan.	Namun	menurut	Pasal	11	
Undang-Undang	 Jaminan	Fidusia	dijelaskan	bahwa	dengan	perjanjian	fidusia	 secara	 akta	
notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan 
dalam	perjanjian	fidusia	akta	notariil	tanpa	pendaftaran	tidak	memberikan	hak	preferent	bagi	
penerima	fidusia,	demikian	 juga	 tidak	ada	pengaturan	yang	 tegas	dalam	Undang	Undang	
Jaminan	Fidusia	mengenai	siapa	yang	harus	mengeksekusi	benda	jaminan		fidusia,	sedangkan	
benda	 jaminan	 fidusia	 merupakan	 benda	 bergerak	 yang	 sangat	 riskan	 perpindahannya,	
akibatnya	penerima	fidusia	dalam	penerapan	di	lapangan	sulit	melaksanakan	asas	droit de 
suite.
Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi 
Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam 
rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-
Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda 
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia 
berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat 
meminta bantuan pihak yang berwenang”. 
Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan 
Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia 
tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang menyatakan 
permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima 
Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi 
dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi grosse akta dimana 
wewenang tunggal dalam melaksanakan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.
Pertimbangan utama dikeluarkannya Perkap No.8 Tahun 2011 tersebut antara lain 
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan 
berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan 
pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. 
Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan 
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Prinsip-Prinsip Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Harus Dipatuhi
Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur 
dalam	perjanjian	jaminan	fidusia	berkewajiban	untuk	memenuhi	prestasi	(Pasal	4	Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur 
atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan 
wanprestasi.	Fokus	perhatian	dalam	masalah	jaminan	fidusia	adalah	wanprestasi	dari	debitur	
pemberi	 fidusia.	 Undang-Undang	 Jaminan	 Fidusia	 tidak	 menggunakan	 kata	 wanprestasi	
melainkan cedera janji. 
Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan 
melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian 
eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa 
piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.2 Pelaksanaan eksekusi 
jaminan	fidusia	diatur	di	dalam	ketentuan	Pasal	29	sampai	dengan	Pasal	34	Undang-Undang	
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 menyatakan bahwa: 
(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi 
objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh 
Penerima Fidusia;
b) Penjualan benda yangrnenjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 
Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan;
c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan para pihak.
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah 
lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima 
Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 
(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 
2  Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan 
II, 2008, hlm.125
62
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
63
Asas perjanjian “pacta sun servanda” terhadap perjanjian yang memberikan 
penjaminan	fidusia	di	bawah	tangan	tidak	dapat	dilakukan	eksekusi	sendiri.	Proses	eksekusi	
harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui 
proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang 
prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil 
yang dikandungnya.3	Rasio	yuridis	penjualan	jaminan	fidusia	secara	di	bawah	tangan	adalah	
untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, 
perlu	kesepakatan	antara	debitur	dengan	kreditur	tentang	cara	menjual	benda	jaminan	fidusia.	
Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan 
diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, 
uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fudusia, tetapi jika tidak mencukupi 
untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.4
Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia menyatakan : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi 
Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi 
dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Selanjutnya Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
menyebutkan:  Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda 
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan 
di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 
32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Setiap janji untuk 
melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara 
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, 
batal demi hukum. 
Ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
menyatakan: Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. 
Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: (a) Dalam hal 
hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan 
tersebut kepada Pemberi Fidusia dan (b) Apabila basil eksekusi tidak mencukupi untuk 
pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
3  MKN UNSRI, Senin, 12 Oktober 2009, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah 
Tangan” tersedia di website  http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-dengan.
html diakses tanggal 16 Februari 2013
4  Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni: Bandung, 2006, 
hlm.54
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Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat diiihat bahwa eksekusi jaminan 
fidusia	dapat	dilakukan	melalui	cara-cara,	antara	lain:
1) Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jarninan 
Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang	 Jaminan	 Fidusia,	 sertifikat	 Jaminan	 Fidusia	 menggunakan	 irah-irah	 “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama 
dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel 
eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan 
pengadilan.	Karena	itu,	yang	dimaksud	dengan	fiat	eksekusi	adalah	eksekusi	atas	sebuah	
akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni 
dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari 
ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi 
sebagaimana dimaksud dalam HIR.
2) Pelelangan Umum atau Parate eksekusi
Eksekusi	fidusia	 juga	dapat	 dilakukan	dengan	 jalan	mengeksekusinya,	 oleh	penerima	
fidusia	 lewat	 lembaga	 pelelangan	 umum	 (kantor	 lelang),	 di	 	 mana	 hasil	 pelelangan	
tersebut	diambil	untuk	inelunasi	pembayaran	tagihan	penerima	fidusia.	Parate	eksekusi	
lewat pelelangan urnum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana 
diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia.
3) Penjualan di bawah tangan
Eksekusi	 fidusia	 juga	 dapat	 dilakukan	 melalui	 penjualan	 di	 bawah	 tangan	 asalkan	
terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :
a) Dilakukan	berdasarkan	kesepakatan	antara	pemberi	dengan	penerima	fidusia.




d) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
e) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan 
secara tertulis.
4) Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan
Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau 
bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan 
maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
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5) Eksekusi lewat gugatan biasa
Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak 
menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat 
menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model 
eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi 
sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat 
gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.
Menurut Pasal 197  ayat (5) HIR atau  Pasal  209  ayat  (4)  RBG  Pejabat yang 
menjalankan eksekusi diperintahkan  secara  tegas  untuk membuat ”berita acara” eksekusi. 
Keabsahan formal eksekusi hanya dapat  dibuktikan  dengan  berita  acara, menjalankan 
eksekusi  ini harus  dituangkan  dalam  berita  acara   dan  harus  disaksikan  dan  ditandatangani 
oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua orang saksi dianggap  tidak  sah,  karena 
belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Apalagi keikusertaan tereksekusi 
menandatangani  sangat  penting artinya, sebagai  alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian 
hari.
Tindakan  eksekutorial  atau  lebih  dikenal  dengan  eksekusi  pada  dasarnya adalah 
tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal  195   HIR 
pengertian   eksekusi    adalah  menjalankan     putusan    hakim   oleh  pengadilan.  Hal ini 
menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali. 
5  Banyak  orang  yang  menyebutkan  eksekusi  identik  dengan  pelaksanaan putusan 
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya hal tersebut  tidaklah 
sepenuhnya     sama.   
Eksekusi  tidaklah   selalu  identik   dengan pelaksanaan    putusan   hakim    yang   tetap, 
mengingat    syarat  utama   dalam    suatu eksekusi harus memiliki “titel”, dan oleh karena 
dalam “titel” tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan.  Adapun  “titel” 
yang  dimaksud  dalam  putusan  pengadilan  ataupun  dalam  akta-akta otentik adalah titel 
pada akta/putusan pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.  Ternyata “titel”  eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, 
melainkan juga terdapat dalam akta-akta  otentik  dengan  titel  eksekutorial  dimaksud  dalam 
pasal  224  HIR/258 RBg, dikenal dengan nama grosse acte.6  Eksekusi  ternyata  juga  tidak 
hanya  berkaitan  dengan  putusan  pengadilan dan grosse akta, akan tetapi istilah eksekusi 
juga terdapat di dalam bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan 
5  Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan 
II, 2008, hlm.125
6  Herowati Poesoko, Op.Cit, hlm.127-128
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pelaksanaan     hak   kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur 
cedera janji atau wanprestasi  dengan  cara  penjualan  obyek  jaminan  untuk  pelunasan 
hutangnya. 
Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan kepada pasal 224 HIR/258 RBg 
terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan,  dimana 
kreditur  diberi  hak  khusus,  yakni  hak  menjual atas  kekuasaan sendiri  apabila  debitur 
cidera  janji  dikenal  juga  dengan  nama  “parate  executie” atau  eksekusi  langsung. 
Parate  executie  merupakan  hak  kreditur  pertama  untuk menjual barang-barang tertentu 
milik	debitor	secara	lelang		tanpa	terlebih	dahulu	mendapatkan	fiat	pengadilan.		Pengaturan	
parate  executie  diatur  secara  khusus, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal       1155 
KUH Perdata tentang Gadai,  Pasal  6  Undang-Undang  No. 4  Tahun  1996 tentang Hak 
Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1)  Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
menyatakan, bahwa:  Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama 
mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan    piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 
29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :
Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang 
menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  dengan cara : (a) pelaksanaan titel 
eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 
(b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 
Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan; dan (c) penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan 
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika  dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Menurut Yahya Harahap,7 ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan 
undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan  di luar putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :
1) Pelaksanaan  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih  dahulu  (uitvoerbaar bij  voorraad), 
sesuai  pasal  180  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  191  ayat  (1) RBg,  di  mana  hakim 
dapat  menjatuhkan  putusan  yang  memuat  amar putusan dapat dilaksanakan lebih 
dahulu, yang lazim disebut “putusa” dapat dieksekusi serta merta”,  sekalipun terhadap 
putusan itu dimintakan banding atau kasasi. 
2) Pelaksanaan putusan provisi sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR  atau  Pasal 191 ayat (1) RBg 
pada kalimat terakhir mengenai gugatan provisi  (provisioneele eis), yakni tuntutan 
7  Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Tama, 
Jakarta, 1989, hlm.90
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lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila 
hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi 
sekalipun perkara pokoknya belum diputus. 
3) Akta perdamaian, sebagaimana diatur Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut 
ketentuan pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara 
dapat berdamai, baik atas anjuran hakim  maupun atas inisiatif pihak yang berperkara. 
Apabila tercapai  perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta 
perdamaian  yang harus  ditaati para pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di 
persidangan mempunyai kekuatan hukum tetap eksekusi seperti putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.
4) Eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan 
utang sebagaimana diatur dalam  Pasal  224  HIR atau Pasal 258 RBg. Eksekusi yang 
dijalankan adalah memenuhi isi   perjanjian yang dibuat para pihak dengan ketentuan 
perjanjian itu berbentuk grosse akta.
5) Eksekusi	atas	hak	tanggungan	dan	jaminan	fidusia	sesuai	dengan	Undang-undang	No.4	
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. Terhadap  kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta 
eksekusi	 atas	 objek	 barang	 hak	 tanggungan	 dan	 jaminan	 fidusia	 apabila	 debitor	
melakukan wanprestasi membayar hutang, melalui eksekusi penjualan melalui lelang 
karena diperjanjikan klausul “kuasa menjual”. 
Bentuk-bentuk	atau	klasifikasi	eksekusi	dalam	hukum	acara	perdata	dapat	digolongkan	
menjadi beberapa bentuk, yaitu : 8
1) Eksekusi riil yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau riil seperti  menyerahkan 
sesuat barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah,  melakukan  suatu  perbuatan 
tertentu, dan menghentikan  suatu perbuatan atau keadaan 
2) Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang. 
Perbedaan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran uang dapat diuraikan sebagai 
berikut : 9
a) Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedangkan eksekusi pembayaran uang 
memerlukan tahap sita eksekusi dan penjualan eksekusi. 
b) Eksekusi riil terbatas putusan pengadilan, sedang eksekusi pembayaran uang 
meliputi akta yang dipersarnakan dengan putusan pengadilan. 
c) Eksekusi rill sumber hubungan hukumnya adalah upaya hukum yang mengikuti 
persengketaan hak milik atau persengketaan  hubungan  hukum  yang  didasarkan  atas 
perjanjian jual beli, sewa menyewa atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan, 
8  Ibid, hlm.108
9  Eugina Liliawati Mulyono, Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank, Rinneka Cipta, Jakarta, 1996, 
hlm.63
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sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan  hukumnya sangat 
terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas  persengketaan  perjanjian utang 
piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, dan hanya diperluas berdasarkan 
ketentuan Pasal 225 HlR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan 
menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu tertentu. 
Adapun tata cara eksekusi riil dirumuskan di dalam Pasal 1033 RV: 
Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang tidak 
bergerak, dan  putusan itu tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah 
(tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk 
melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri 
orang yang dihukum (dikalahkan) keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan 
pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum.
Tata cara dari rumusan Pasal 1033 RV ini sangat mudah dan sederhana. Apabila pihak 
yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka langkah selanjutnya 
adalah : 10
1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan  (eksekusi). 
2) Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada jurusita. 
3) Tindakan pengosongan meliputi  diri  si  terhukum,  keluarganya  dan barang-barangnya. 
4) Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi dan jika perlu 
bantuan iniliter)
HIR atau RBg sendiri hanya mengatur eksekusi riil yang berkaitan dengan executoriale 
verkoop, yaitu eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran  utang 
sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  200  ayat  (11)  HIR  atau Pasal 218 ayat (2) RBg, di 
mana terdapat suatu asas hukum 11
a) Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang.
b) Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada Ketua 
Pengadilan Negeri untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang 
untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang tidak mau 
mengosongkannya secara sukarela.
Berpedoman pada ketentuan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 
218 ayat (2) RBg, maka tata cara menjalankan eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut:12
1) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata). Syarat ini merupakan 
prinsip umum menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi rill, kecuali dalam putusan 
10   Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987, hlm.72
11   Etto Sunaryanto cs, Panduan Lelang PUPN, Jakarta, 2006 hlm.4-5
12   Ibid, hlm.18
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yang dapat dilaksanakan lebih dulu dan putusan provisi.
2) Pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela. 
Syarat ini merupakan salah satu asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan 
paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah 
(tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.
3) Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampuai tenggang waktu peringatan. 
Prasyarat	 yang	 harus	 dipenuhi	 sebelum	 eksekusi	 secara	 fisik	 dijalankan	 adalah	
peringatan atau teguran agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam 
jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari 
delapan hari. Jadi apabila pihak yang kalah tidak boleh lebih dari delapan hari. Jadi 
apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, 
pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan 
Negeri memerintahkan jurusita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan 
dalam persidangan insidentil. Pada persidangan insidentil, pihak yang dikalahkan 
diperingatkan agar menjalankan pemenuhan putusan serta sekaligus Ketua Pengadilan 
Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, paling lama delapan hari.
4) Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi. Apabila dalam jangka masa 
peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa 
peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio mengeluarkan 
surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan 
eksekusi pengosongan atau pembongkaran. Malahan kewenangan ex officio Ketua 
Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas pada keadaan 
masa peringatan telah dilampaui, akan tetapi kewenangan mengeluarkan perintah 
eksekusi dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah (tergugat) 
tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.
5) Panitera atau juru sita menjalankan perintah eksekusi riil. Proses selanjutnya setelah 
panitera atau jurusita ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, ia memberitahukan 
kepada pihak yang kalah. Pada hari yang ditentukan panitera atau jurusita langsung ke 
lapangan	menjalankan	eksekusi	secara	fisik.
Dalam	 kaitannya	 dengan	 prinsip-prinsip	 eksekusi	 benda	 jaminan	 fidusia,	 berlaku	
beberapa hal antara lain : 13
1. Azas Spesialitas atas Fixed Loan : azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 
Pasal 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya 
menyebutkan bahwa : 
a) Objek	jaminan	fidusia	merupakan	agunan	yang	jaminan	atas	pelunasan	utang	tertentu	
yang	memberikan	 kedudukan	 yang	 diutamakan	 kepada	 penerima	 fidusia	 terhadap	
kreditur lainnya ; 
13 ) Yahya Harahap, op.cit, hlm.209-210




c) Objek	 jaminan	 fidusia	 harus	 pasti	 jumlah	 utang	 debitur	 atau	 paling	 tidak	 dapat	
dipastikan atau dapat diperhitungkan jumlahnya (verrekiningbaar, deductable).
2. Azas Asesor : azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyebutkan bahwa : 
a) Jaminan	 fidusia	 merupakan	 perjanjian	 ikutan	 dari	 perjanjian	 pokok	 (principal 
agreement) ; 
b) Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian 
jaminan	 fidusia	 tergantung	 pada	 perjanjian	 pokok	 dan	 penghapusan	 benda	 objek	
jaminan	fidusia	tergantung	pada	penghapusan	perjanjian	pokok.	
3. Azas Droit de Suite: Azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyebutkan 
bahwa	jaminan	fidusia	mengikuti	benda	yang	menjadi	objek	jaminan	fidusia	dalam	tangan	
siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan 
pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan 
demikian,	hak	atas	jaminan	fidusia	merupakan	hak	kebendaan	mutlak	atau	inrem bukan 
in personam.
4. Azas Preferen (Droit de Preference): Merupakan hak untuk didahulukan asas ini 
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyebutkan bahwa : 
a) Pengertian Hak Didahulukan (Preference): Dalam hal ini memberikan hak didahulukan 
atau	diutamakan	kepada	penerima	fidusia	terhadap	kreditur	lainnya	untuk	mengambil	
pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan 
fidusia.	Selain	itu,	kualitas	hak	didahulukan	tidak	hapus	meskipun	debitur	pailit	atau	
dilikuidasi	.	Dengan	demikian,	utang	yang	diikat	dengan	perjanjian	jaminan	fidusia	
merupakan preferential debt yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya 
kepada	penerima	jaminan	fidusia	dari	kreditur	yang	lain	dari	penjualan	objek	jaminan	
fidusia.
b) Lahirnya Hak Didahulukan: Dikemukakan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa hak mendahulukan dihitung 
sejak	tanggal	pendaftaran	objek	jaminan	fidusia	pada	kantor	pendaftaran	fidusia.	Jadi,	
hak mendahulukan digantungkan pada filing date pada	kantor	pendaftaran	fidusia.	
Dengan	 demikian,	 maka	 apabila	 objek	 jaminan	 fidusia	 dibebani	 lebih	 dari	 satu	
perjanjian	 jaminan	fidusia,	maka	 :	 hak	mendahulukan	 diberikan	 kepada	 penerima	
jaminan	fidusia	yang	lebih	dahulu	mendaftarkan	pada	kantor	pendaftaran	fidusia	dan	
dengan demikian berlaku azas first registered, first secured. 
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c) Kepailitan dan Likuidasi tidak menghapus Hak Mendahulukan: Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa : 
jaminan	 fidusia	 merupakan	 hak	 agunan	 kebendaan,	 Undang-Undang	 Kepailitan	
sendiri menetapka setiap hak mendahulukan seperti gadai dan hak tanggungan 
mempunyai hak separatis. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang 
Jaminan	Fidusia	sendiri	menegaskan	bahwa	penerima	jaminan	fidusia	memiliki	hak	
mendahulukan sehingga undang-undang sendiri menyamakan kedudukan jaminan 
fidusia	dengan	hak	tanggungan	dan	hak	gadai.	Oleh	karena	itu,	objek	jaminan	fidusia	
berada di luar jurisdiksi kepailitan dan likuidasi.
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kepolisian RI
Sistem hukum di Indonesia mengharuskan bahwa hukum harus menjamin kepastian 
hukum dan harus bersendikan keadilan. Kepastian hukum artinya produk dan ketentuan 
hukum haruslah memiliki landasan hukum, keadilan berarti setiap produk dan ketentuan 
hukum haruslah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak merugikan. 
Sejalan dengan tujuan hukum untuk menjamin kepastian hukum, Perkap No. 8 Tahun 
2011	bertujuan	untuk	terselenggaranya	pelaksanaan	eksekusi	jaminan	fidusia	secara	aman,	
tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan 
keamanan	 penerima	 jaminan	 fidusia,	 pemberi	 jaminan	 fidusia,	 dan/atau	 masyarakat	 dari	
perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda/atau keselamatan jiwa.
Dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kepolisian terdapat beberapa prinsip 
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Perkap No. 8 Tahun 2011 yaitu :
a) Legalitas,	 yaitu	 pelaksanaan	 	 pengamanan	 eksekusi	 	 jaminan	 	fidusia	 harus	 	 sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Nesesitas,	yaitu	pengamanan	eksekusi	jaminan	fidusia	diberikan	berdasarkan	penilaian	
situasi dan kondisi yang dihadapi; 
c) Proporsionalitas,	 yaitu	 pengamanan	 eksekusi	 jaminan	 fidusia	 dilaksanakan	 dengan	
memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan 
d) Akuntabilitas,	 yaitu	 pelaksanaan	 pengamanan	 eksekusi	 jaminan	 fidusia	 dapat	
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan prinsip tersebut di atas maka dalam hal pengamanan eksekusi jaminan 
fidusia	 oleh	 pihak	 kepolisian	 yang	 utama	 adalam	 prinsip	 legalitas	 yaitu	 pelaksanaan	
pengamanan	eksekusi	jaminan	fidusia	harus	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-
undangan. Prinsip legalitas tersebut telah sesuai dengan catur Prasetya, yaitu Menjamin 
kepastian berdasarkan hukum. Dalam hal eksekusi, maka peran pihak kepolisian bukanlah 
sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai pengaman terlaksananya eksekusi secara aman, tertib, 
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lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Sehingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri haruslah 
sesuai dengan hukum acara perdata. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan 
dari keseluruhan proses hukum acara perdata. 
Apabila dikaitkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan 
hukum acara perdata, maka eksekusi Jaminan Fidusia haruslah berdasarkan perintah dan 
dibawah Perintah Ketua Pengadilan Negeri (ex officio). Perintah eksekusi dikeluarkan 
Ketua Pengadilan Negeri (ex officio) dalam bentuk penetapan dan yang diperintahkan untuk 
melaksanakan eksekusi adalah Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri (Pasal 197 ayat (1) 
HIR/Pasal 208 Rbg). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (ex officio) memerintahkan 
dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan 
eksekusi saja, tetapi juga berwenang melaksanakan eksekusi, pelaksanaan lelang, tindakan 
pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli. Mengenai siapa yang 
dimaksud dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan obyek Jaminan 
Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (debitur) menunjuk pada ketentuan Pasal 200 ayat (11) 
HIR. Ketentuan pokoknya antara lain berisi:
1. Penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor Lelang;
2. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau
3. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan 
dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Baran-barang selebihnya 
segera dikembalikan kepada yang terkena lelang;
4. Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat 
dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan;
5. Jika yang dilelang termasuk benda yang tidak berberak maka harus diumumkan dalam 
dua kali dengan selang waktu 15 hari;
6. Jika yang dilelang menyangkut benda tidak bergerak lebih dari Rp.1000.- harus 
diumumkan satu kali dalam surat kabar yang terbit di kota itu paling lambat 14 hari 
sebelum pelelangan;
7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kwitansi tanda lunas dan 
selain itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
8. Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan 
barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. 
Apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka eksekusi dilakukan 
secara paksa dengan melibatkan pihak keamanan. Putusan yang dapat dieksekusi pada 
hakikatnya adalah putusan yang bersifat condemnatoir yang pelaksanaanya jika pihak tergugat 
tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dengan 
mengunakan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan.
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Objek	 jaminan	 fidusia	 yang	 telah	 didaftarkan	 dan	 memperoleh	 sertifikat	 jaminan	
fidusia	 serta	 adanya	 irah-irah:	 “Demi	Keadilan	Berdasarkan	Ketuhanan	Yang	Maha	Esa”	
mempunyai	nilai	kekuatan	eksekusi	yang	kuat	yang	melekat	pada	sertifikat	jaminan	fidusia	
tersebut, sama kekuatannya dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde), sehingga 
kreditur dapat langsung dan segera mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri 
untuk melaksanakan eksekusi pemenuhan isi perjanjian manakala debitur cidera janji.
Dalam hal ini pihak kepolisian melaksanakan pengamanan eksekusi bukanlah 
berdasarkan		adanya	permintaan	dari	pihak	penerima	jaminan	fidusia	melainkan	berdasarkan	
permintaan dari juru sita pengadilan yang merupakan pelaksana dari surat perintah eksekusi 
yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan 
Kapolri No.8 Tahun 2011 merupakan kewenangan tunggal dari Ketua Pengadilan Negeri 
dalam mengeluarkan surat penetapan eksekusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 200 ayat 
(11) HIR.
Apabila dikaji lebih mendalam maka ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 13 
Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 200 ayat (11) HIR, karena 
berkaitan dengan eksekusi yang berwenang penuh adalah Ketua Pengadilan Negeri. Surat 
perintah penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri memberikan 
kewenangan	penuh	bagi	juru	sita	untuk	melaksanakan	eksekusi	jaminan	fidusia,	dan	pihak	
kepolisian disini hanya membantu dalam hal pengamanan eksekusi saja. Segala persyaratan 
untuk	pelaksanaan	eksekusi	dilakukan	oleh	pemohon	eksekusi	(penerima	jaminan	fidusia)	
kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi 
dilaksanakan.  Hal tersebut sama dengan  putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung tanpa adanya 
surat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri.
PENUTUP
Prinsip-prinsip	eksekusi	benda	jaminan	fidusia	yang	harus	antara	lain	azas	spesialitas atas 
fixed loan, azas asesor, azas droit de suite, dan azas preferen (droit de preference). Pada 
intinya	maksud/tujuan	dari	perjanjian	 jaminan	fidusia	dari	 segi	perlindungan	hukum	bagi	
kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan 
hutang-hutang, debitur padanya (asas schuld dan haftung). Menurut ketentuan Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi dapat dilakukan apabila 
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penerima	fidusia	berhak	mengambil	benda	yang	menjadi	objek	jaminan	fidusia	dan	apabila	
perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang yaitu dengan mengajukan permohonan 
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Ketentuan Pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 
bertentangan ketentuan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) 
RBg tentang tata cara menjalankan eksekusi riil. Dalam hal permohonan pengajuan eksekusi 
maka pihak penerima jaminan eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dimana benda jaminan berada bukan kepada Kapolda atau Kapolres, 
karena kewenangan tunggal dalam hal eksekusi hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri.
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PENDAHULUAN
Salah satu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat adalah pemberian hadiah. Hadiah atau 
hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada 
kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi 
hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau 
kekuasaan. 
Maksud dari pemberian hadiah antara lain adalah pernyataan cinta atau persahabatan, 
pernyataan terima kasih untuk hadiah yang diterima sebelumnya, perasaan kasihan dalam 
REFORMULASI DELIK GRATIFIKASI 
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 
Oleh:
Syamsuddin Muchtar & Hijrah Adhyanti
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
E-mail: syamsuddinmuchtar@yahoo.com
Abstract: The unlawful gratuities offences formulation policy e in anti coruption act in the 
future, may consider the following matters: (a) the act which is criminalized only bribery 
or unlawful gratification, or can be criminalized both of  them, if address the distinction 
between bribery and  unlawful gratification, for example, the object of acceptance, the term 
of acceptence and the intent of acceptance; (b) The value of the distinguished gratification, 
not only the distinction processual, but was also influenced by the threat of criminal offense 
as bribe-taking; (c) Eliminate the obligation of acceptance of gratuities given reporting 
obligations will not be effective in practice; and (d) Excludes revenues gratification small or 
insignificant value is given as a thank you or token of friendship according to local custom 
or tradition, as this often occurs in areas of Indonesia.
Keywords: Reformulation, Unlawful Gratuities Offense, Anti-Corruption Act
Formulasi delik gratifikasi di peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana 
korupsi di masa mendatang, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) perbuatan 
yang dikriminalisasikan adalah hanya penerimaan suap atau penerimaan gratifikasi saja, 
atau jika ingin mengkriminalisasikan keduanya, maka perlu pembedaan rumusan antara 
keduanya, misalnya pembedaan objek penerimaan, waktu/tempo penerimaan dan maksud 
penerimaan, (b) Nilai gratifikasi yang dibedakan, bukan hanya pembedaan prosesual; 
melainkan juga berpengaruh terhadap ancaman pidananya sebagaimana delik penerimaan 
suap; (c) Menghilangkan kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi mengingat kewajiban 
tersebut tidak akan efektif dalam pelaksanaannya; serta (d) Mengecualikan  penerimaan 
gratifikasi yang nilainya kecil atau tidak signifikan yang diberikan sebagai ucapan terima 
kasih atau tanda persahabatan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi lokal, mengingat hal 
ini yang kerap terjadi di daerah-daerah di Indonesia.
Kata kunci: Reformulasi, Tindak Pidana Gratifikasi, Tindakan Anti Korupsi
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bentuk amal, pernyataan kebersamaan dalam bentuk bantuan bersama, membagi harta 
yang dimiliki, menolong yang ditimpa kemalangan, memberikan souvenir perjalanan, atau 
kebiasaan perayaan ulang tahun, hari raya keagamaan,pernikahan, kelahiran, kelulusan 
dan seterusnya. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam 
meningkatkan kedekatan sosial.1
Pemberian hadiah kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan ketika 
pemberian ini ditujukan kepada seorang petugas atau pegawai negeri atau penyelenggara 
negara, mengingat bahwa pemberian tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
Tradisi saling memberi dan menerima sebenarnya merupakan hal yang positif sebagai 
bentuk solidaritas, gotong royong  dan sebagainya. Namun jika praktik diadopsi oleh sistim 
birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam membangun tata kelola 
pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung 
memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat 
publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan 
layanan yang diberikan pada masyarakat.2 
Selanjutnya,	pemberian	hadiah	atau	gratifikasi	kepada	penyelenggara	negara	merupakan	
salah	satu	sumber	penyebab	timbulnya	konflik	kepentingan	yang	jika	tidak	ditangani	dengan	
baik, berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. 
Bertolak dari hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi	(UU	PTPK)	kemudian	mengkriminalisasikan	pemberian	gratifikasi	kepada	pegawai	
negeri atau penyelenggara negara.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kelemahan Formulasi Delik Gratifikasi dalam Perundang-undangan Saat Ini
Sebagaimana	 telah	dikemukakan	pada	bab	 sebelumnya,	 delik	gratifikasi	merupakan	
delik baru  yang muncul pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Sebelum berlaku ketentuan tersebut di atas, perbuatan serupa yang diancam dengan pidana 
adalah memberi atau menerima suap dan memberi atau menerima hadiah atau janji.
Dalam KUHP, memberi atau menerima suap dan memberi atau menerima hadiah 
atau janji bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam Pasal 209, 418 dan 
419 KUHP. Ketentuan tersebut di atas kemudian diadopsi oleh Pasal 5 dan Pasal 12 UU 
No. 31/1999 dengan memperberat ancaman pidananya. Ditambahkan pula delik tentang 
1  Wikipedia. Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/hadiah
2  Ibid,  hal 6
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pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaan atau wewenang 
yang  melekat pada jabatan atau kedudukannya. Ketentuan-ketentuan tersebut kecuali Pasal 
13,  kemudian diubah dalam UU No. 20/2001. Perubahan tersebut tampak pada rumusan 
tindak pidana. 
Terhadap ketentuan-ketentuan di atas oleh UU No. 20/2001  diberikan peringanan 
ancaman pidana apabila nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana 
ketentuan Pasal 12 A UU No.20/2001.
Dengan	dikiriminalisasikannya	pemberian	gratifikasi	 terhadap	pegawai	negeri	dalam	
Pasal	12B	dan	Pasal	12C	yang	mengatur	mengenai	pembuktian	 terhadap	delik	gratifikasi,	
maka terdapat 6 (enam) ketentuan yang pada pokoknya mengatur pemberian hadiah, janji 
dan	gratifikasi	terhadap	pegawai	negeri	dalam	Undang-Undang	Nomor	20/2001,	yaitu	Pasal	
5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 12B dan Pasal 13. 
Jika melihat pada rumusan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 12B dan 
Pasal 13 UU No. 20/2001, tampak bahwa  hanya dua ketentuan yang memberikan ancaman 
pidana terhadap pemberi dan penerima hadiah atau janji yaitu :
a.  Pasal 5 ayat (1)  UU PTPK kepada pemberi sesuatu atau janji dan Pasal 5 ayat (2) 
UUPTPK  kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu 
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya atau karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertetangan dengan 
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ; serta
b. Pasal 13 UUPTK kepada pemberi hadiah atau janji dan Pasal 11 kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut 
ada hubungan dengan jabatannya.
Sementara kepada setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan menggerakkan agar melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK dan  pemberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang memberikan sebagai akibat atau disebabkan karena 
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya tidak dipidana. 
Demikian	pula	kepada	pemberi	gratifikasi	kepada	pegawai	negeri	atau	penyelenggara	
negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawananan dengan kewajibannya 
atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UUPTPK.
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Berdasarkan  rumusan pasal-pasal tersebut di atas pula, tampak bahwa terdapat 
beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang	menerima	 sesuatu,	 hadiah,	 janji	 atau	 gratifikasi,	 yaitu	 Pasal	 5	 ayat	 (2)	 UU	 PTPK,	
Pasal 11  UU PTPK, Pasal 12 huruf dan huruf b UU PTPK serta Pasal 12B. Perbedaan di 
antara pasal-pasal tersebut adalah pada istilah terhadap objek yang diterima (hadiah, janji, 
pemberian	atau	gratifikasi)	serta	maksud	dari	pemberian	tersebut.
P.A.F Lamintang3 mengutip H.R 25 April 1961, NJ 1916 hlm. 551 menjelaskan bahwa 
termasuk dalam pengertian pemberian, yakni “setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai 
nilai bagi orang lain, sehingga pemberian itu tidak selalu harus merupakan pemberian dalam 
bentuk uang, melainkan juga dapat dalam bentuk benda-benda lainnya.” Yan Pramadya 
Puspa 4,   mengartikan hadiah  sebagai pemberian, yang  diterjemahkan ke bahasa Belanda 
sebagai “geschenk” dan diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai “present” atau gift”.
Black’s Law Dictionary5 mengartikan ‘gift” sebagai “ avoluntary transfer of property 
to another made gratuitously and without consideration ”(terjemahan bebas : penyerahan 
sukarela suatu benda kepada orang lain secara ikhlas  dan tanpa pamrih), sedangkan “present’ 
diartikan  sebagai “a gift, agratuity, anything presented or given “ (terjemahan bebas :  suatu 
pemberian, derma, sesuatu yang dipersembahkan atau diberikan).
Sementara	Penjelasan	Pasal	12B	UUPTPK	mengartikan	gratifikasi	sebagai	pemberian	
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma	dan	fasilitas	lainnya.	Gratifikasi	tersbut	baik	yang	diterima	di	dalam	negeri	maupun	
di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik.
Jika melihat pengertian-pengertian tersebut,  maka Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, pasal 12 
huruf a dan b, serta Pasal 12B  merujuk  pada pokok objek yang sama, hanya menggunakan 
istilah yang berbeda. Penjelasan Pasal 12B seakan-akan hanya merinci bentuk-bentuk 
pemberian atau hadiah. 
Demikian pula maksud dari pemberian,  hadiah atau janji tersebut dalam pasal-pasal 
tersebut,	diantaranya	memiliki	tujuan	yang	serupa.	Termasuk	maksud	pemberian	gratifikasi	
sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UUPTPK,  telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan 
Pasal 11 UUPTPK. Terlebih redaksi awal rumusan Pasal 12B UU PTPK adalah “setiap 
gratifikasi	kepada	pegawai	negeri	atau	penyelenggara	negara	dianggap suap... (cetak tebal 
oleh	penulis)”.	Dengan	demikian,	maka	delik	 gratifikasi	 sebagaimana	diatur	 dalam	Pasal	
3  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai 
Tindak	Pidana	Korupsi,	(Jakarta	:.	Sinar	Grafika,2009),	hal.117
4  Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris (Semarang : Aneka Ilmu, 2008), hal.264
5  Black’s Law Dictionary, Op.cit.
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12B UUPTPK merupakan kelebihan kriminalisasi (over criminalization). 





kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajibannnya atau tugasnya, sedangkan  jenisnya adalah yang 
bernilai  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan yang bernilai kurang dari 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbedaan jenis ini bukan merupakan perbedaan 
substantif,	dalam	arti	dengan	dibedakannya	 jenis	gratifikasi,	maka	berbeda	pula	ancaman	
pidananya sebagaimana delik suap yang diatur dalam  ketentuan Pasal 12A UUPTPK yang 
menentukan bahwa pemberian suap yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah) diancam pidana penjara tanpa minimal dan maksimal 3 (tiga) tahun serta denda tanpa 
minimal dan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara pemberian suap yang 
nilainya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berlaku ketentuan pidana dalam pasal-
pasal yang bersangkutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU PTPK). 
Perbedaan	jenis	gratifikasi	dalam	Pasal	12B	UU	PTPK	hanya	merupakan	perbedaan	
prosesual	yaitu	perbedaan	dalam	beban	pembuktian,	yaitu	bahwa	untuk	gratifikasi		senilai	
Rp.10.000.000,-	 (sepuluh	 juta	 rupiah)	 atau	 lebih,	 beban	 pembuktian	 bahwa	 gratifikasi	
tersebut	bukan	suap	ada	pada	penerima	gratifikasi,	sedangkan	untuk	jenis	gratifikasi	senilai	
kurang	dari	Rp.	10.000.000,-	(sepuluh	juta	rupiah),	beban	pembuktian		bahwa	gratifikasi	itu	
bukan suap ada pada penuntut umum.7
Tujuan	 pemberian	 gratifikasi	 pada	 Pasal	 12B	 UUPTPK	 serupa	 dengan	 maksud	
pemberian sesuatu, hadiah atau janji pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UUPTPK, tetapi 
sanksi pidana yang diancamkan terhadap  Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UUPTPK lebih ringan 
daripada sanksi yang diancamkan terhadap Pasal 12B UUPTPK. Tidak terdapat kejelasan 
mengenai maksud dari perbedaan ancaman sanksi pidana terhadap ketentuan-ketentuan 




Pasal 12 C UU PTPK. Pada ketentuan Pasal 12C UU PTPK, terutama pada Pasal 12C ayat 
(1) UU PTPK, terlihat bahwa  pembuat undang-undang ini tidak konsisten. Pasal 12C ayat 
6 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 109 
7 Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 110
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(1)	PTPK	secara	 tidak	 langsung	menyatakan	bahwa	gratifikasi	yang	dianggap	suap,	 tidak	
dianggap	 suap	 apabila	 penerima	 suap	 melaporkan	 gratifikasi	 tersebut	 terhadap	 Komisi	
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, ketentuan tersebut menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) PTPK. 
Hal ini tentu tidak konsisten dengan  maksud dirumuskannya ketentuan Pasal 4 UU PTPK 
yang menentukan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian 
negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3.” Maksud dirumuskannya ketentuan  Pasal 4 UU PTPK adalah untuk 
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap orang lain 
yang akan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan pemidanaan serta mengingat 
bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang pemidanaannya pun 
perlu upaya-upaya yang ekstra, sedangkan Ketentuan Pasal 12C ayat (1) ini seakan-akan 
memberikan ‘pengampunan’ terhadap pelaku tindak pidana.
Perumusan ketentuan Pasal 12C ayat (1) ini seperti  perumusan Pasal 1 sub 1e Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (UU No. 
3/1971) yang menentukan sebagai berikut :
Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah 
menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam 
pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji 
tersebut kepada yang berwajib, dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi 
(TPK).
Barda Nawawi Arif,8 menjelaskan bahwa delik  tersebut di atas tidak dimasukkan dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 karena adanya berbagai kritik yang menyatakan 
bahwa delik ini tidak mungkin terjadi karena apabila si pejabat tersebut melapor, yang 
bersangkutan dapat terjerat oleh Pasal 1 sub 1c UU No. 3/1971  juncto (jo) Pasal 418 sampai 
dengan Pasal 420 KUHP.  Dengan kata lain bahwa apabila seorang pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tidak dituntut dan dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 12C ayat (1) 
UU PTPK, belum menjamin bahwa yang bersangkutan tidak dapat dituntut atau dipidana 
berdasarkan Pasal 11 UU PTPK.
Ketentuan	 mengenai	 pelaporan	 	 gratifikasi	 yang	 hanya	 terpusat	 pada	 Komisi	






8  Barda Nawawi Arif, Ibid, hal. 79
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menyatakan	 belum	 pernah	 menangani	 kasus	 tindak	 pidana	 gratifikasi9. Kedua institusi 
tersebut	 berhati-hati	 dalam	menangani	 tindak	 pidana	 gratifikasi,	 agar	 tidak	 bertentangan	
dengan kebiasaan pemberian hadiah atau oleh-oleh di masyarakat daerah tersebut. Terlebih, 
jika barang-barang yang dijadikan hadiah atau oleh-oleh memiliki nilai ekonomi rendah.
Implementasi  Delik Gratifikasi
Untuk	menilai	efektivitas	penerapan	ketentuan	delik	gratifikasi,	maka	peneliti	meneliti	
jumlah	 perkara	 delik	 gratifikasi	 yang	 ditangani	 oleh	 beberapa	 instansi	 penegak	 hukum.	
Peneliti mengelompokkan data berdasarkan 7 kelompok dasar tindak pidana korupsi10, 
yaitu : Kerugian keuangan negara, suap menyuao, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 
perbuatan	curang,	benturan	kepentingan	dalam	pengadaan	dan	gratifikasi.	Peneliti	mengambil	
sampling	delik	korupsi	(termasuk	delik	gratifikasi)		di	Kejaksaan	Negeri	Makassar	(Kejari	
Makassar), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) dan Pengadilan 
Negeri Makassar (PN Makassar). Selain itu, Peneliti juga mengambil sampling di Kepolisian 
Resor Mamuju dan Kejaksaan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat.
Berdasarkan hasil penelitian, hanya dua kelompok delik korupsi yang disidik oleh 
Kepolisian Resor Mamuju dan Kejaksaan Negeri Mamuju pada tahun 2009, yaitu  delik 
penggelapan dalam jabatan sebanyak 2 (dua) perkara dan delik perbuatan curang yaitu 
sebanyak 2 (dua) perkara. Dengan demikian, jumlah perkara keseluruhan adalah 4 (empat) 
perkara.	Namun	dari	keseluruhan	tersebut,	tidak		terdapat	delik	gratifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian pula, tampak bahwa delik  korupsi yang terbanyak 
ditangani oleh aparat penegak hukum  selama tahun 2010 adalah delik korupsi yang 
menyebabkan kerugian negara yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara dan delik 
korupsi penggelapan dalam jabatan yaitu sebanyak 7 (tujuh) perkara. Sementara delik korupsi 
yang tidak pernah ditangani adalah delik korupsi pemerasan, benturan kepentingan dalam 
pengadaan.	Delik	korupsi	gratifikasi	hanya	1	(satu)	perkara	yang	ditangani	oleh	Kejaksaan	
Negeri Makassar.  Jumlah keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2010 adalah 51 
(lima puluh satu) perkara.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa delik  korupsi yang ditangani meningkat 
jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Delik korupsi terbanyak yang ditangani oleh 
aparat penegak hukum  selama tahun 2011 adalah delik korupsi yang menyebabkan kerugian 
negara yaitu sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) perkara dan delik korupsi penggelapan 
dalam jabatan yaitu sebanyak 23 (dua puluh) perkara. Sementara delik korupsi yang 
tidak pernah ditangani adalah delik korupsi pemerasan, dan benturan kepentingan dalam 
9	 	 Rusmuliadi,	 Tinjauan	 Kriminologis	 Terhadap	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Dalam	 bentuk	 Gratifikasi,	
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hal. 68
10  KPK, Membahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, 
(Jakarta: KPK, 2006) hal. 20.
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Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.  Jumlah keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 
2010 adalah 153 (seratus lima puluh tiga) perkara.
Sementara berdasarkan hasil penelitian mengenai delik korupsi hingga pertengahan tahun 
2012, diketahui bahwa delik  korupsi yang terbanyak ditangani oleh aparat penegak hukum 
hingga pertengahan tahun 2012 adalah delik korupsi yang menyebabkan kerugian negara 
yaitu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) perkara dan delik korupsi penggelapan dalam jabatan 
yaitu sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Sementara delik korupsi yang tidak pernah ditangani 
adalah delik korupsi pemerasan dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Terdapat 1 
(satu)	perkara	mengenai	delik	korupsi	gratifikasi		yang	sementara	ini	pemeriksaannya	sedang	
berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Jumlah keseluruhan perkara yang ditangani adalah 
99 (sembilan puluh sembilan) perkara.
Dengan melihat uraian secara keseluruhan, tampak bahwa delik korupsi suap menyuap 
terlebih	delik	korupsi	gratifikasi	jarang	diterapkan	oleh	aparat	penegak	hukum.	Hal	ini	terkait	
dengan	 pemahaman	 aparat	 penegak	 hukum	mengenai	 delik	 gratifikasi	 yang	 kurang	 serta	
sikap kehati-hatian dalam menegakkan ketentuan tersebut dalam praktik-praktik pemberian 
hadiah di masyarakat.
Kebijakan Formulasi Delik Gratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Masa 
Mendatang
Berdasarkan	uraian	kebijakan	formulasi	delik	gratifikasi	dalam	peraturan	perundang-
undangan saat ini, nampak bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pada kebijakan kriminalisasi 
delik	gratifikasi	 	dalam	UU	PTPK	saat	 ini.	Oleh	karena	 itu,	perlu	dilakukan	pembaharuan	
agar peraturan perundang-undangan terbut sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, 
sosio-filosofik	dan	sosio	kultural	masyarakat	Indonesia	serta	sesuai	dengan	dengan	kemajuan	
teknologi dan perubahan sosial.
Mengingat bahwa kebijakan formulasi juga tidak dapat dilepaskan dari rambu-rambu 
kebijakan nasional dan kebijakan global/internasional serta pendekatan yang berorientasi 
pada kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan nilai (value oriented approach)11, 
maka	berikut	ini	diuraikan	tentang	ketentuan	suap	dan	gratifikasi	di	konvensi	internasional	
serta di beberapa negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 
formulasi	delik	gratifikasi	di	masa	mendatang.
Konvensi-konvensi	bilateral	maupun	multilateral	mengenai	anti	korupsi	ini	dikodifikasi	
agar berlaku universal melalui Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention 
Against Corruption/UNCAC). Dalam UNCAC dikriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang 
11  Barda Nawawi Arief, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif 
Kebijakan Hukum Pidana,	 makalah	 “Seminar	 Kriminalisasi	 Kebebasan	 Pribadi	 dan	 Pornografi/Pornoaksi”,	
Graha Santika-Semarang, 20 Desember 2005, hal.2
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
83
merupakan perbuatan korupsi, termasuk dalam transaksi bisnis internasional. Terkait dengan 
penerimaan hadiah atau janji terhadap pegawai negeri , diatur dalam Article 15 dan Article 
18 UNCAC.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dirumuskan hal-hal ketentuan sebagai 
berikut:
1. Subjek tindak pidana ini adalah pejabat atau orang lain yang memiliki kewenangan 
yang sejenis dengan pejabat publik.
2. Perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang aktif dalam arti menjanjikan, 
menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya dan perbuatan pasif 
yaitu meminta atau menerima keuntungan yang tidak semestinya.
3. Mengenai penerima suap, yang dilarang  adalah :
a. tidak hanya perbuatan menerima tetapi juga meminta keuntungan yang tidak 
semestinya ;
b. Caranya baik langsung maupun tidak langsung ;
c. Untuk kepentingan pribadi  pejabat itu sendiri atau orang lain;
d. Tujuan dari penerimaan tersebut berkaitan dengan pejabat publik tersebut 
menyalahgunakan pengaruhnya  sehingga memperoleh keuntungan yang tidak 
semestinya  dari pemerintah atau lembaga publik.
Selanjutnya,	berikut	ini	akan	dibahasa	mengenai	rumusan	delik	suap	atau	gratifikasi	di	
undang-undang anti korupsi di beberapa negara sebaga kajian perbandingan. 
Dalam undang-undang anti korupsinya, terdapat negara yang hanya mengkriminalisasikan 
perbuatan suap (bribery)	 dan	 tidak	membedakannya	 dengan	 gratifikasi	 tidak	 sah	 (illegal/
unlawful gratification/gratuity), misalnya Barbados12 dan Inggris13. Terdapat juga beberapa 
negara	 yang	 hanya	 mengkriminalisasikan	 perbuatan	 gratifikasi	 tidak	 sah	 dan	 tidak	
mengkriminalisasikan perbuatan suap, misalnya Malaysia14, India15 dan Filipina16. Namun, 
terdapat	juga	negara-negara	yang	mengkriminalisasikan	perbuatan	suap	dan	gratifikasi	yang	
tidak sah, dengan membedakan unsur-unsur tindak pidananya seperti Amerika Serikat17 dan 
Siera Leone18. 
Meskipun negara-negara tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam 
mengkriminalisakan	 perbuatan	 yang	 dianggap	 suap	 ataupun	 gratifikasi	 yang	 tidak	
12  Dikutip pada laman website: http://barbadosparliament.com/bill/prevention
13	 	Dikutip	pada	laman	website:	http://en.wikipedia.org/wiki/Bribery_Act_2010
14  Dikutip pada laman website: http://politikus.xparte.com/aca1997.pdf
15  Dikutip pada laman website: http://kar.nic.id/kayukta/preact.htm
16  Dikutip pada laman website: http ://chanrobles.cm/republicactno3019.htm
17  Greg Scally, Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption 
in the United States and the United Kingdom, Mald Thesis, 2009, diunduh dari http//repository01.ib.tufts.
edu.8080
18	 	Dikutip	pada	laman	website:	http://siera_leone.org/laws/2008-121eh
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sah, dalam undang-undang anti korupsinya, negara-negara tersebut di atas seluruhnya 
mengkriminalisasikan	baik	terhadap	pemberian	suap	atau	gratifikasi	yang	tidak	sah	dan	juga	
terhadap	penerimaan	suap	atau	gratifikasi	yang	tidak	sah.
Berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi di Siera Leone, , maka perbedaan delik 
penerimaan	suap	maupun	delik	gratifikasi	tidak	sah	adalah	:
1. Objek yang diterima. Delik penerimaan suap menggunakan istilah “advantage”, 
sementara	 delik	 penerimaan	 gratifikasi	 tidak	 sah	 menjabarkan	 penerimaan	 yang	
dilarang, yaitu “gift, fee or personal benefit.”
2. Maksud penerimaan. Dalam delik penerimaan suap, maksud penerimaan pada pokoknya 
adalah melakukan berbagai tindakan dalam jabatannya sebagai pejabat publik (Pasal 
28 ayat (2)), menggunakan pengaruh jabatannya sebagai pejabat publik (Pasal 29 ayat 
(2)), mempengaruhi keputusan badan publik (Pasal 34 ayat (2)), serta menerima dari 
pihak-pihak yang berurusan dengan lembaga publik, sedangkan dalam delik pemberian 
gratifikasi	 tidak	 sah,	maksud	penerimaan	adalah	 sebagai	 imbalan	atas	 	 sesuatu	yang	
telah dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya.
Negara	lain	yang	membedakan	delik	penerimaan	suap	dan	delik	penerimaan	gratifikasi	
tidak sah adalah Amerika Serikat. Perbedaan kedua delik tersebut adalah pada maksud 
penerimaan.Dalam delik penerimaan suap, maksudnya adalah “untuk mempengaruhi atau 
mempunyai pengaruh terhadap suatu tindakan resmi” (to influence an official act or to be 
influenced in an official act),	sedangkan	pada	delik	penerimaan	gratifikasi	tidak	sah	adalah	
“atas atau disebabkan suatu tindakan resmi” (for or because of an official act). Dengan 
demikian, maka tempo penerimaan suap adalah sebelum ada tindakan resmi, sedangkan 
penerimaan	gratifikasi	tidak	sah	adalah	setelah	dilakukannya	tindakan	resmi.19
Terkait	dengan	gratifikasi	tidak	sah,	undang-undang	anti	korupsi	Filipina	memberikan	
pengecualian terhadap hadiah yang diterima. Pasal 14  undang-undang tersebut menentukan 
bahwa20	 penerimaan	 hadiah-hadiah	 yang	 nilainya	 kecil	 atau	 tidak	 signifikan,	 diberikan	
semata-mata sebagai ucapan terima kasih atau tanda persahabatan berdasarkan tradisi lokal 
dikecualikan dari ketentuan undang-undang anti korupsi (unsolicited gifts or presents of small 
or insignificant value offered or given as a mere ordinary token of gratitude or friendship 
according to local customs or usage, shall be excepted from the provisions of this act).
Berdasarkan	uraian-uraian	mengenai	kelemahan	delik	gratifikasi	dalam	UUTPK	saat	
ini	dan	kajian	perbandingan	di	atas,	maka	dalam	mereformulasi	delik	gratifikasi	di	peraturan	
perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang, dapat 
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
19  Greg Scally, Op.cit, hal. 11-12
20  Dikutip pada laman website: http ://chanrobles.cm/republicactno3019.htm
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a. Perbuatan yang dikriminalisasikan adalah hanya penerimaan suap atau penerimaan 
gratifikasi	saja,	atau	jika	ingin	mengkriminalisasikan	keduanya,	maka	perlu	pembedaan	
rumusan antara keduanya, misalnya pembedaan objek penerimaan, waktu/tempo 
penerimaan dan maksud penerimaan.
b. Nilai	 gratifikasi	 yang	 dibedakan,	 bukan	 hanya	 pembedaan	 prosesual,	 dalam	 arti	
hanya untuk membedakan pihak yang diberikan beban pembuktian, melainkan juga 
berpengaruh terhadap ancaman pidananya sebagaimana delik penerimaan suap. 
c. Menghilangkan	 kewajiban	 pelaporan	 penerimaan	 gratifikasi	 mengingat	 kewajiban	
tersebut tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.
d. Mengecualikan		penerimaan	gratifikasi	yang	nilainya	kecil	atau	tidak	signifikan	yang	
diberikan sebagai ucapan terima kasih atau tanda persahabatan sesuai dengan kebiasaan 




a. Delik	 gratifikasi	 dalam	 UUPTK	 merupakan	 kelebihan	 kriminalisasi	 (over 
criminalization) karena rumusannya tumpang tindih dengan delik penerimaan suap.
b. Ketentuan Pasal 12B ayat (1)  UU PTPK dilihat dari formulasinya, tidak merumuskan 
tindak	 pidana	 gratifikasi,	 tetapi	 hanya	 memuat	 mengenai	 ketentuan	 mengenai	
batasan	pengertian	gratifikasi	yang	dianggap	sebagai”pemberian	suap”		dan	jenis-
jenis	gratifikasi	yang	dianggap	pemberian	suap.
c. Perbedaan	 jenis	 gratifikasi	 bukan	 merupakan	 perbedaan	 substantif,	 dalam	 arti	
dengan	 dibedakannya	 jenis	 gratifikasi,	 maka	 berbeda	 pula	 ancaman	 pidananya	
sebagaimana	 delik	 suap.	 Perbedaan	 jenis	 gratifikasi	 dalam	 Pasal	 12B	UU	 PTPK	
hanya merupakan perbedaan prosesual yaitu perbedaan dalam beban pembuktian, 
yaitu	 bahwa	 untuk	 gratifikasi	 	 senilai	 Rp.10.000.000,-	 (sepuluh	 juta	 rupiah)	 atau	
lebih,	beban	pembuktian	bahwa	gratifikasi	tersebut	bukan	suap	ada	pada	penerima	
gratifikasi,	 sedangkan	untuk	 jenis	 gratifikasi	 senilai	 kurang	dari	Rp.	 10.000.000,-	
(sepuluh	juta	rupiah),	beban	pembuktian		bahwa	gratifikasi	itu	bukan	suap	ada	pada	
penuntut umum
d. Tidak terdapat kejelasan mengenai maksud dari perbedaan ancaman sanksi pidana 




akan memberikan ‘pengampunan’ terhadap pelaku delik. Selain itu, ketentuan 
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ini  tidak mungkin terjadi karena memungkinkan seorang pegawai negeri atau 
penyelenggara	 negara	 tidak	 melaporkan	 penerimaan	 gratifikasinya,	 mengingat	
bahwa meskipun seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dituntut 
dan dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 12C ayat (1) UU PTPK, belum menjamin 
bahwa yang bersangkutan tidak dapat dituntut atau dipidana berdasarkan Pasal 11 
UU PTPK.
f. Ketentuan	 mengenai	 pelaporan	 	 gratifikasi	 yang	 hanya	 terpusat	 pada	 Komisi	
Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 serta	 nilai	 gratifikasi	 yang	 diterima	 juga	
dapat merupakan kendala bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima	gratifikasi	untuk	melaporkan	penerimaan	gratifikasinya.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan dan Barat, Pengadilan Negeri Makassar, Kepolisian Resor Mamuju 
dan	Kejaksaan	Negeri	Mamuju	pada	tahun	2009-2012,	delik	gratifikasi	 tidak	efektif	
diterapkan.
3. Mengingat	 kelemahan-kelemahan	 delik	 gratifikasi	 dalam	 UUPTPK	 saat	 ini	 dan	
berdasarkan kajian perbandingan terhadap UNCAC dan peraturan perundang-undangan 
anti	 korupsi	 di	 beberapa	 negara	 dalam	mereformulasi	 delik	 gratifikasi	 di	 peraturan	
perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang, dapat 
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Perbuatan yang dikriminalisasikan adalah hanya penerimaan suap atau penerimaan 
gratifikasi	 saja,	 atau	 jika	 ingin	 mengkriminalisasikan	 keduanya,	 maka	 perlu	
pembedaan rumusan antara keduanya, misalnya pembedaan objek penerimaan, 
waktu/tempo penerimaan dan maksud penerimaan.
b. Nilai	 gratifikasi	 yang	 dibedakan,	 bukan	 hanya	 pembedaan	 prosesual,	 dalam	 arti	
hanya untuk membedakan pihak yang diberikan beban pembuktian, melainkan juga 
berpengaruh terhadap ancaman pidananya sebagaimana delik penerimaan suap. 
c. Menghilangkan	kewajiban	pelaporan	penerimaan	gratifikasi	mengingat	kewajiban	
tersebut tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.
d. Mengecualikan	 	 penerimaan	 gratifikasi	 yang	 nilainya	 kecil	 atau	 tidak	 signifikan	
yang diberikan sebagai ucapan terima kasih atau tanda persahabatan sesuai dengan 
kebiasaan atau tradisi lokal, mengingat hal ini yang kerap terjadi di daerah-daerah 
di Indonesia.
Saran
Agar	 segera	 dilakukan	 upaya	 reformulasi	 delik	 penerimaan	 gratifikasi	 yang	 tidak	 sah	
sehingga ketentuan mengenai hal ini dapat diterapkan secara efektif
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Black, Henry Campbell. 1999. Black’s law dictionary, seventh edition. St. Paul: Minn.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Membahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk 
Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2010. Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta. 
Lamintang, P.A.F  dan Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan 
Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi.		Jakarta:	Sinar	Grafika.
Scally,  Greg. 2009. Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of 
Public Corruption in the United States and the United Kingdom. Mald Thesis, 2009, 
diunduh dari http//repository01.ib.tufts.edu.8080.
Yan Pramedya Puspa. Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris (Edisi Lengkap). 
Semarang: Aneka Ilmu, 2008.
Sumber lainnya:
Barda Nawawi Arief, 2005. Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi 
Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, makalah “Seminar Kriminalisasi 
Kebebasan	Pribadi	dan	Pornografi/Pornoaksi”,	Graha	Santika,	Semarang,	20	Desember	
2005.
Rusmuliadi. 2012. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam bentuk 
Gratifikasi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dikutip pada laman website: http://barbadosparliament.com/bill/prevention
Dikutip pada laman website: http://chanrobles.cm/republicactno3019.htm
Dikutip pada laman website: http://chanrobles.cm/republicactno3019.htm
Dikutip pada laman website: http://en.wikipedia.org/wiki/bribery_Act_2010
Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/hadiah
Dikutip pada laman website: http://kar.nic.id/kayukta/preact.htm
Dikutip pada laman website: http://politikus.xparte.com/aca1997.pdf
Dikutip pada laman website: http://siera_leone.org/laws/2008-121eh
87
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
88
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 1, Maret 2013
AMANNA GAPPA
PENDAHULUAN
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek) Pasal 1866 membagi alat 
bukti, terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
Ketentuan perihal alat bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 164 HIR, yang tidak ada 
perbedaannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Alat bukti tulisan 
ditempatkan diurutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam 
perkara perdata memegang peranan penting. Semua kegiatan dalam hubungan perdata oleh 
para pihak sengaja dicatatkan dalam bentuk surat atau akta.1 
Semua transaksi di lapangan hukum keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, 
tukar menukar, hibah, pengangkutan, warisan, perkawinan dan kelahiran merupakan contoh 
perjanjian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas sebuah 
peristiwa hukum yang terjadi dikemudian hari, apabila timbul sengketa atas peristiwa hukum 
1  Yahya harahap, Hukum Acara Perdata,	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2005),	hlm.	557.
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Abstract: Electronic documents are not defined in Article 1866 Burgelijk Wetboek (BW), as 
evidence in civil proceedings. But in terms of its form of electronic documents as evidence 
letters meet, in Section 1886 BW only affirmed “written evidence” means all evidence of 
written, either on paper or on a computer electronic devices qualify as evidence. But the 
proof of the value of electronic documents is only paralleled by evidence of a letter, not an 
authentic, therefore need to involve notaries in publishing electronic documents with the 
same level of proof that the value of an authentic evidence.
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Abstrak: Dokumen elektronik tidak ditegaskan dalam Pasal 1866 KUHPdt, sebagai alat 
bukti dalam hukum acara perdata. Namun dari segi bentuknya dokumen elektronik memenuhi 
sebagai bukti surat, dalam Pasal 1886 KUHPdt hanya ditegaskan “bukti tulisan” artinya 
semua bukti yang tertulis, baik di atas kertas maupun di atas perangkat elektronik computer 
juga memenuhi syarat sebagai alat bukti. Namun dari nilai pembuktiannya dokumen 
elektronik hanya disejajarkan dengan bukti surat, bukan akta otentik, oleh karena itu 
perlu melibatkan Notaris dalam penerbitan dokumen elektronik agar nilai pembuktiannya 
setingkat dengan akta otentik.
Kata kunci: Dokumen Elektronik, Akta Otentik
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tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui akta yang bersangkutan. Atas kenyataan 
ini alat bukti surat memiliki determinasi yang lebih tinggi dbandingkan dengan alat bukti 
lainnya.
Perkembangan tekhnologi nampaknya meniscayakan bukti surat yang diatur dalam 
ketentuan KUHPdt tidak lagi mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang 
dapat digunakan dalam hukum acara perdata. Dalam lapangan hukum bisnis sudah dikenal 
jual bei melalui perangkat cyber yang lazim disebut sebagai E-Commerce.2  E-Commerce 
sendiri oleh Kolalota dan Whiston3 mengemukakan “sebuah metodologi bisnis modern 
yang berupa memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi, para pedagang, dan konsumen 
untuk mengurangi biaya (cost), meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan 
kecepatan jasa pelayanan pengantar barang.”
Untuk sebuah perusahaan yang menjual barang dagangan dalam jumlah yang banyak 
kepada pelanggannya, sepintas lalu kegiatan ini merupakan jual beli, tetapi jual beli, proses 
tawar menawarnya melalui perangkat elektronik. Di depan layar komputer para pihak, antara 
pengusaha dan pelanggannya dapat membuat perjanjian dalam sebuah dokumen elektroik, 
tindak lanjutnya jika para pihak sepakat maka akan dilakukan jual beli atau transaksi 
elektronik secara berlanjut.
Pertanyaan yang muncul terkait dalam hukum acara perdata, apakah dokumen elektronik 
yang dibuat dalam “soft copy” di atas media elektronik itu dapat disejajarkan dengan alat 
bukti surat yang ditulis di atas kertas. Terlebih lagi perkembangan dunia elektronik, surat 
atau dokumen elektronik hingga tanda tangan para pihak dapat disembunyikan melalui 
proses enkripsi4, yang muncul dari isi dokumen itu hanyalah tampilan nomor barkode, dalam 
bentuk huruf atau angka yang telah diacak.
Tata kerja dari lahirnya kesepakatan para pihak biasanya diawali dengan proses 
enkripsi tanda tangan masing-masing yang telah diubah modelnya dalam bentuk huruf 
atau angka yang diacak. Jadi, yang pertama menjadi pembuka dokumen elektronik tersebut 
adalah tanda tangan elektronik, yang biasa disebut digital signature.
Digital signature terdiri dari dua kunci, satu kunci publik dan satu lagi kunci privat. 
Kunci publik dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kunci privat dimiliki oleh semua pelanggan 
2 Transaksi melalui E-commerce memiliki beberapa keuntungan antara lain: (1) Transaksi dagang menjadi 
lebih cepat dan efektif; (2)Transaksi dagang menjadi lebih cepat efesien, produktif dan bersaing; (3) Lebih 
member kecepatan dan ketepatan kepada konsumen; (4) Mengurangi biaya administrative; (5) Memperkecil 
masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya. Bahasa dam praktik perdagangan; (6) meningkatkan 
pendistribusian logistic; (7) Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara 
global. Periksa dalam Michael sanson, 2002, Essential International Trade Law, Sidney, Cavendish, Hlm 143.
3 Abdul Halim Barkatullah, 2010, Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional, Bandung, Nusa 
Media, Hlm. 23
4 Enkripsi adalah metode yang digunakan oleh programmer mengubah tanda tangan, isi dokumen 
elektronik melalui proses algoritma hingga yang terbaca dalam tanda tangan sebagai jati diri para pihak di 
media online berupa kode angka atau huruf yang telah diacak.
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dari perusahaan tersebut. Jadi yang ditampilkan di halaman website sebagai laman penjulan 
barang dagangan untuk terjadi jual beli adalah kunci publik, kalau pembeli atau pelanggan 
sudah melakukan enkripsi terhadap kunci pubilik penjual (pengusaha) dengan kunci privat 
miliknya baru pada waktu itu akan terjalin kesepakatan diantara mereka, sehingga dalam 
kenyataannya oleh programmer mengatakan model transaksi yang demikian terjamin 
kerahasiaannya.
Sama halnya dalam surat yang dibuat dalam jual beli manual, bukan melalui elektronik 
agar surat tersebut dapat ditingkatkan menjadi akta otentik, maka melibatkan pejabat yang 
berwenang untuk membuat surat tersebut. Dalam dokumen elektronik ternyata juga telah 
disediakan lembaga yang disebut Certification Authority (selanjutnya disingkat CA) yaitu 
lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi elektronik.
Saat ini dalam praktik belum pernah terjadi di Indonesia model transaksi yang dilakukan 
melalui	 sertifikat	 elektronik	 dan	 kemudian	 dijadikan	 sebagai	 model	 transaksi	 elektronik	
yang tunduk pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disingkat UUITE). Jika ada perjanjian jula beli online, saat lama web penjulan 
tersebut menawarkan sebuah barang, si pembaca laman tersebut tertarik, kemudian mendaftar 
(login) dilaman web pejulan tersebut dan melakukan penawaran melalaui email ke pemilik 
web penjualan itu. Model ini tidak dapat dikategorikan sebagai model transaksi elektronik 
yang	menggunakan	sertifikat	elektronik,	yang	demikian	kalau	 terjadi	wanprestasi,	 seperti	
barang tidak dikirim, padahal sudah ditransfer nilai pembayaran harga barang tersebut, maka 
gugatannya adalah perkara perdata biasa yang tidak tunduk pada UU ITE.
Terlepas	 dari	 permasalahan	 tersebut,	 tidak	 dapat	 dipungkiri	 penggunaan	 sertifikat	
elektronik atas dokumen elektronik ke depannya, dengan menggunakan tanda tangan 
elektronik (digital signature) sebagai kunci pembuka sebelum kesepakatan transaksi melalui 
media online akan dilakukan para pelaku bisnis di masa mendatang. Permasalahan hukum 
yang akan terjadi dengan munculnya dokumen elektronik, dokumen atau surat tersebut belum 
diterima sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPdt, oleh sebab itu dibutuhkan 
interpretasi5 terhadap dokumen elektronik, apakah dapat dijadikan bukti surat atau tidak. 
Setelah dokumen elektronik kemudian diakui sebagai bukti surat dalam hukum acara 
perdata, dengan mengamati perikatan yang terjadi melalui transaksi elektronik, permasalahan 
hukum selanjutnya, bagaimana memberikan kepastian hukum dari dokumen tersebut sebagai 
bentuk perjanjian sehingga memiliki nilai beban bukti yang kuat dalam hukum acara perdata.
5  Interpretasi adalah penafsiran terhadap ketentuan undang-undang tidak mengubah teks undang-undang 
tetapi menjelaskan maksud dari teks undang-undang tersebut, berbeda dengan konstruksi yang memberikan 
penafsiran berbeda dari apa yang dimaksud sebenarnya dalam undang-undang tersebut. Terkait dengan 
dokumen elektronik dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka ditarik sebuah konklusi, bukti surat yang 
dimaksud di dalam Pasal 1866 KUHPdt dapat diperluas pula dengan bukti surat elektronik.
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Dokumen/Surat Elektronik sebagai Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata
Dalam KUHPdt tidak menyebutkan secara tegas surat elektronik sebagai salah satu 
alat bukti, hanya menyebutkan istilah surat yang terbagi lagi menjadi surat/akta di bawah 
tangan dan akta otentik. Berbeda halnya dengan alat bukti yang berlaku dalam hukum acara 
Mahkamah Konstitusi, sebuah dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat 
bukti dalam persidangan. Tegasnya ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyisipkan dalam Pasal 36 ayat 1 
mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah 
Konstitusi adalah surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, 
alat bukti lain berupa  informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 
elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.
Di Belanda jenis-jenis alat bukti khusus untuk pembuktian perkara pidana banyak 
mengalami perubahan dengan diakomodasinya jenis atau bentuk baru alat bukti yang 
dihasilkan	 perkembangan	 ilmu	 pengetahuan	 dan	 tekhnologi	 seperti	 foto,	 film,	 pita	 suara	
dan pemeriksaan darah. Di Indonesia sendiri saat UU Komisi Pemberantasan Korupsi 
dilembagakan, perangkat elektronik dalam bentuk rekaman sebagai hasil penyadapan 
terhadap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi juga dapat digunakan 
sebagai alat bukti dalam Persidangan Tipikor.
Hal ini akan lebih jelas, jika berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Paton6 
yang secara tegas membagi alat bukti dalam tiga bagian. Pendapat tersebut direduksi dari 
Surat	Ketua	Mahkamh	Agung	RI	Kepada	Menteri	Kehakiman	Ri	Nomor	37/	TU/88/102?	
Pid/ 1988, maka alat bukti dapat berupa: (a) Oral merupakan kata-kata yang diucapkan 
dalam persidangan yang meliputi keterangan saksi; (b) Documentary meliputi surat; (c) 
Demonstrative Evidence	 yaitu	 alat	 bukti	 yang	 berupa	 material	 dan	 barang	 fisik	 lainnya	
misalnya	film,	foto	dan	lain-lain.
Dalam kaitanyannya dengan dokumen elektronik sebagai data elektronik berarti 
termasuk dalam  demonstrative evidence karena data tersebut berada dalam bentuk soft 
yang tersimpan dalam memori komputer. Ataukah lebih tepat lagi jika dokumen elektronik 
dimasukkan dalam alat bukti elektronik evidence sebagaimana yang dikemukakan oleh Dikdik 
Arief Mansur7 “dokumen elektronik tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas alat 
bukti yang masuk kategori documentary evidence.” Oleh karena itu dokumen elektronik 
sebagai salah satu dokumen yang berisi perjanjian antara para pihak yang akan melakukan 
transaksi elektronik, yang akan melahirkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing 
pihak tersebut, berarti dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti di masa mendatang 
6  Hari  Sasangka, 2005,  Hukum pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung. Mandar maju, Hlm. 41.
7  Dikdik Arief Mansur, 2009, Cyber Law,	Bandung,	Refika	Aditama,	Hlm.	101
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perihal hubungan hukum diantara masing-masing pihak tersebut.
Sebelum menjelaskan lebih jauh nilai beban bukti yang melekat dalam dokumen 
elektronik perlu dikemukakan lebih dahulu proses lahirnya dokumen elektronik sebagai 
surat yang mengintegrasikan kemauan masing-masing pihak. Ada dua syrat yang harus 
dipenuhi agar sebuah dokumen dapat memenuhi sebagai dokumen elektronik, yaitu harus 
melalui	proses	sertifikasi	elektronik	oleh	lembaga	Certificate Authority dan mesti dilekatkan 
juga dengan digital signature.
Pertama-tama dokumen elektronik tersebut oleh kedua pihak dibawah ke lembaga CA8 
(Certificatioan Authority) sebagai sebuah badan hukum yang menyediakan layanan keamanan 
yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi secara 
elektronik. Melalui lembaga CA ini juga sebagai lembaga yang dipercaya untuk memastikan 
atau menegaskan identitas seseorang, dan bertugas menyatakan bahwa kunci public dari 
pasangan kunci privat yang digunakan untuk membuat digital signature.9
Emma Nurita10	mengemukakan	proses	 sertifikasi	 yang	dilakukan	oleh	 lembaga	CA	
8  Dalam buku pedoman penyelenggaraan CA di Indonesia  (2007: 5) secara jelas ditegaskan bahwa CA 
memiliki fungsi sebagai berikut:




3. Memastikan identitas dan status subjek hukum penandatangan selama masa berlakunya tanda tangan 
digital.
4. Melakukan verifikasi, pemeriksaan dan pembuktian identitas pengguna dan pelanggan serta mensahkan 
pasangan kunci publik dengan identitas pemiliknya. 
5. Administratif	mencakup	registrasi,	otentifikasi	fisik,	pembuatan	dan	pengeloaan	kunci,	pengelolaan	
dan pembukaan SD. 
6. Menyediakan directory tentang status SD yang diterbitkannya.
7. Dapat dilengkapi dengan  lembaga pelaksanaan registrasi yang menjalankan fungsi administratif.
8. Dapat mendelegasikan fungsi registrasi dan publikasi kepada sebuah otoritas registrasi dan penyedia 
jasa repository (tempat untuk menyimpan dan mengumumkan SD yang diakses oleh publik), tetapi 
tanggung jawab tetap berada pada CA.
9 	 Pada	 umumnya,	 tanda	 tangan	 digital	menggunakan	 teknik	 kriptografi	 kunci	 publik,	 kunci	 simetrik	
dan sebuah fungsi hash satu arah. Patut menjadi catatan bahwa tanda tangan digital bukanlah tanda tangan 
dari seseorang yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan stylus atau mouse, tapi merupakan 
kumpulan	dari	kalkulasi-kalkulasi	matematis	untuk	menyandikan	data,	yakni	dengan	kriptografi.	Terminologi	
lain untuk digital signature adalah ‘digitally ensured document’. Agar maknanya tidak rancu. Digital signature 
dapat diibaratkan sebagai dokumen yang sudah ‘dikunci’ dan tidak bisa dimanipulasi isinya.Tanda tangan digital 
menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (message), di sini 
pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasian (secret) 
terhadap	kunci	tersebut.	Salah	satu	algoritma	yang	terkenal	dalam	kriptografi	simetris	ini	adalah	Data	Encryption	
standard (DES). Public key crypthography,	atau	dikenal	juga	sebagai	kriptografi	simetris,	menggunakan	dua	
kunci (key): satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan (messages) dan kunci yang 
lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan 
secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan 
kunci pasangannya.  Seorang pengguna mempunyai dua buah kunci, yaitu sebuah kunci privat (privat key) dan 
juga sebuah kunci publik (public key). Pengguna (user) tersebut kemudian mendistribusikan/ menyebarluaskan 
kunci publik miliknya. Karena terdapat hubungan antara kedua kunci tersebut, pengguna dan seseorang yang 
menerima kunci publik akan merasa yakin bahwa suatu data yang diterimanya dan telah berhasil didekripsi 
hanya dapat berasal dari pengguna yang mempunyai kunci privat.
10  Emma Nurita. 2012. Cyber Notary.	Bandung.	Refika	Aditama,	Hlm.	30.




1. Subscriber membuat pasangan kunci publik dan privatnya. Menemui CA dan 
memberikan bukti identitas seperti Surat Izin Mengemudi, paspor atau bukti identitas 
lain yang diminta oleh CA, mendemonstrasikan bahwa subscriber memegang 
kunci privat yang berhubungan dengan kunci publik (tentunya tanpa membuka/ 
memperlihatkan kunci tersebut). Tahapan proses ini berbeda antara satu CA dengan 
CA Lainnya. Misalnya ada CA yang mewajibkan subscriber datang sendiri menghadap 
Ca untuk memastikan kebenaran identitasnya, namun CA lain bergantung pada pihak 
ketiga, seperti Notaris untuk memastikan identitas subscriber.
2. CA akan memberitahukan subscriber	 bahwa	 sertifikat	 telah	 dikeluarkan,	 hal	 ini	
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi subscriber untuk memeriksa isi 
sertifikat	 tersebut	 sebelum	 dipublikasikan.	 Subscriber diberikan kesempatan untuk 
memeriksa	isi	sertifikat,	hal	ini	penting	untuk	dilakukan	karena	subscriber akan terikat 
dengan  setiap komunikasi yang ditandatangani secara digital dengan kunci privat yang 
berhubungan	 dengan	 kunci	 publik	 yang	 ada	 pada	 sertifikat	 dan	 bertanggung	 jawab	
untuk	 kesalahan	 interpretasi	 dengan	 CA.	Apabila	 sertfikat	 tersebut	 telah	 diperiksa	
oleh subscriber	dan	isinya	sudah	benar,	maka	sertifikat	itu	dapat	dipublikasikan	oleh	
subscriber	 atau	meminta	CA	untuk	melakukannya.	Sertifikat	dipublikasikan	dengan	
cara direkam dalam satu atau lebih repository/ penyimpanan atau disebarkan dengan 
cara	yang	lainnya	dengan	tujuan	agar	sertifikat	itu	dapat	diakses	oleh	setiap	orang	yang	
hendak berkomunikasi dengan subscriber. Repository hampir sama dengan yellow 
pages digital	 dimana	 merupakan	 basis	 data	 sertifikat-sertifikat	 yang	 dapat	 dikases	
online dan dapat diakses oleh siapapun. Repository ini dikelolah oleh CA.
3. Guna melindungi para pihak dalam transaski, maka diperlukan certification practice 
statements, certificate revocation list, certification expiration, limit liability.
Keterlibatan	 lembaga	CA	 sebagaimana	 yang	 diuraikan	 di	 atas	 dalam	 hal	 sertifikasi	
dokumen elektronik untuk menjamin kerahasiaan kunci publik maupun kunci privat yang 
telah dibentuk melalui proses enkripsi, sehingga lalu lintas transaksi yang terjadi melalui 
sarana elektronik, nantinya terjalin kepercayaan hingga para pihak tidak ragu-ragu untuk 
melakukan transaksi secara berkelanjutan.
Melalui	sertifikasi	oleh	lembaga	CA,	menunjukan	dokumen	elektronik	tertulis	dalam	
sebuah perangkat elektronk, bukan di atas kertas. Dibandingkan dengan pasal 1867 KUHPdt 
perihal pembuktian dengan tulisan hanya menegaskan “pembuktian dengan tulisan dilakukan 
dengan tulisan otentik maupun dnegan tulisan di bawah tangan”. Bahkan di Pasal 1866 alat 
bukti surat disebut sebagai bukti tulisan, tanpa ada frase yang melajutkan “tulisan tersebut 
harus di atas kertas” berarti dapat saja tulisan tersebut “di atas dokumen elektronik”. 
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Berdasarkan penafsiran ekstensif dari pasal tersebut, makna dari kata “tertulis” kemudian 
karena perkembangan tekhnologi menyebabkan sebuah perjanjian dapat pula ditulis di atas 
dokumen elektronik dengan menggunakan komputer, dan tahap dimulainya kesepakatan dari 
isi perjanjian tidak lagi melalui tatap muka, tetapi hanya dihubungkan melalui perangkat 
komputer secara online (cyber).11
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUITE menegaskan “dokumen elektronik adalah setiap 
informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 
analog, digital, elektronik-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. Jika dibandingkan dengan proses lahirnya dokumen elektronik berdasarkan 
Pasal 1 Angka 3 UUITE, pengertian dari pasal tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat 
yang diakui untuk segala kepentingan hukum, baik dalam hukum perdata maupun hukum 
pidana yang telah diakomodasi dalam UU ITE.
Sebuah kerancuan yang diatur dalam UUITE, oleh karena membatasi yang dikategorikan 
sebagai surat elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum 
acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2), namun pada ayat selanjutnya 
malah memunculkan kesalahan berpikir, bahwa dokumen elektronik yang dapat dijadikan 
bukti hukum yang sah dikecualikan dari “surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat 
dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus 
dibuat dalam bentuk akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta.”
Di satu sisi UU ITE mengakui surat elektronik, tapi melakukan pengecualian terhadap 
surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, padahal dokumen elektronik juga tertulis, 
hanya tertulisnya di atas dokumen elektronik. Penjelasan Pasal 5 ayat 5 huruf (a) “surat yang 
dimaksud undang-undang harus tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, 
surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, 
pidana, dan administrasi negara.”
Perlu dipahami dalam dokumen elektronik, bahwa dokumen tersebut isinya merupakan 
klausula-klausula yang harus dikuti para pihak (subscriber) dan rata-rata perjanjian jual beli 
melalui perangkat elektronik tidak dapat dikatakan dokumen ini bukan merupakan alat bukti 
hukum yang sah, dari segi perikatannya dapat melibatkan Notaris untuk membuatnya, namun 
pertanyaan mendasar kenapa UUITE membatasi Notaris untuk terlibat dalam penerbitan 
dokumen elektronik sehingga dokumen tersebut dapat sejajar dengan akta/ surat otentik. Pasal 
5 UUITE dalam hemat penulis merupakan pasal yang tidak jelas sasarannya, pertama, tidak 
11  Damang. 2013, “Nilai Pembuktian Dokumen Elektronik”, http/www/negarahukum.com.html, diakses 3 
Juli 2013 
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mengakomodasi maksud surat elektronik sesungguhnya dalam praktik karena dikecualikan 
dari surat yang harus tertulis dan model surat berharga tidak menutup kemungkinan akan 
menggunakan media elektronik sebagai media perantaranya.
Kedua, dalam bahasa yang sederhana, perjanjian jual beli manual yang dilaksanakan 
dengan cara tatap muka dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, 
apakah perjanjian jual beli melalui media online, surat perjanjiannya yang dibuat dalam 
bentuk	dokumen	elektronik	tidak	dapat	melibatkan	Notaris?	Jika	dilihat	dari	segi	manfaatnya	
agar dokumen elektronik jelas semua tafsir pasal-pasalnya lebih bagus jika melibatkan 
Notaris, lebih menjamin kepastian hukum para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli 
secara elektronik, karena dari awal kesepakatan dan kemauan yang akan dituangkan dalam 
perjanjian,	Notaris	dapat	mengkualifisirnya.
Melibatkan Notaris dalam Penerbitan Dokumen Elektronik
Berdasarkan Pasal 1866 KUHpdt maupun UUITE, dokumen elektronik sudah dapat 
dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah untuk kepentingan hukum acara, dalam hal ini 
hukum acara perdata. Namun hanya dapat disejajarkan dengan surat di bawah tangan.
Tentunya, dalam setiap peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum, hak dan 
kewajiban para pihak, ingin mendapatkan kepastian hukum atas perikatan yang sedang atau 
akan dilakukannya, oleh sebab itu dokumen elektronik sebagai bukti perjanjian para pihak 
tidak dapat dibiarkan begitu saja, tidak ada usaha dalam perubahan peraturan perundang-
undangan yang dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan 
perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik.
Surat atau akta di bawah tangan dianggap lemah nilai kekuatan pembuktiannya, 
karena selalu dianggap palsu apabila salah satu pihak mengingkari alat bukti tersebut. Bisa 
dibayangkan dalam transaksi elektronik yang sudah complete substansi perjanjiannya, tetapi 
suatu waktu jika pihak pembeli merasa dirugikan dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam 
dokumen eletronik, jika dokumen tersebut hanya bernilai layaknya akta di bawah tangan, 
berarti pihak pembeli disatu pihak jelas akan dirugikan.
Yahya Harahap12 mengemukakan daya kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan 
(ABT) hanya memilik dua daya kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian 
luar sebagaiman AO yang  tidak bisa dibantah kebenarannya oleh hakim, sehingga harus 
pihak lawan yang mengajukan pembuktian “kepalsuan” atas akta itu. Tegasnya kekuatan 
pembuktian ABT diuraikan sebagai berikut:
1. Daya kekuatan pembuktian formil. Sejauh mana daya kekuatan pembuktian formil 
ABT dapat dijelaskan dalam dua item:
a. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum 
12  Yahya Harahap, Op.cit, Hlm. 590
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di dalam akta. Bedasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau 
orang yang menanda tangani ABT: (1) dianggap benar  menerangkan  seperti apa 
yang dijelaskan dalam akta, (2) berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti 
dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, (2) dengan 
demikian daya kekuatan pembuktian ABT meliputi kebenaran identitas penanda 
tangan serta menyangkut kebenaran idenitas orang yang memberi keterangan.
b. Tidak mutak untuk keuntungan pihak lain. Daya pembuktian formalnya tidak bersifat 
mutlak untuk keuntungan pihak lain. Karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di 
hadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum  di dalamnya 
tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan 
merugikan pihak lain karena isi keterangan yang tercantum di dalam ABT belum 
pasti merupakan persesuaian  keterangan para pihak. Dalam ABT masing-masing 
para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan.
2. Daya pembuktian materil. Jika pada daya kekuatan pembuktian formil titik permasalahan 
menyangkut kebenaran isi tanda tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian 
materil, fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang 
tercantum	di	dalam	ABT.	Benarkah	atau	tidak	isinya	?	dan	sejauh	mana	kebenaran	isi	
yang	tercantum	di	dalamnya?	prinsip	yang	harus	ditegakkan	daya	pembuktian	materil	
adalah (a) secara materil isi keterangan yang tercantum di dalam ABT, harus dianggap 
benar (b) dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap 
sebagai keterangan yang dikehendakinya, (c) dengan demikian secara materil, isi yang 
tercantum dalam ABT mengikat kepada diri penanda tangan
Berbeda halnya dengan nilai pembuktian yang terdapat dalam akta otentik sebagaimana 
Yahya harahap13 mengemukakan kekuatan pembuktian yang melekat dalam Akta Otentik 
(AO) terdiri atas tiga kekuatan yang melekat yaitu:
1. Kekuatan pembuktian luar: suatu AO yang diperlihatkan harus dianggap dan 
diperlakukan sebagai AO, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan 
AO. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan 
bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip 
anggapan hukum bahwa setiap AO harus dianggap benar sebagai AO sampai pihak 
lawan mampu membuktikan sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala 
keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada 
pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda 
tangan dalam AO dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki 
13  Ibid, Hlm. 556.
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yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan 
hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan  di dalamnya benar dari orang yang 
menandatanganinya tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat 
pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut 
harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh 
para pihak dan hakim.
3. Kekuatan pembuktian materil. Dalam kekuatan AO yang ketiga ini termaktub tiga 
prinsip yang terkandung dalam AO yaitu:
a. Penanda tangan AO oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan 
prinsip pokok kekuatan materil suatu AO yang mana setiap penanda tangan AO 
oleh seorang  selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk 
keuntungan pihak penandatangan.
b. Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini 
merupakan lanjutan dari prinsip pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan 
dengan asas penanda tangan AO untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan 
kekuatan materil pembuktian AO meliputi: siapa yang menandatangani AO berarti 
dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di 
dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk 
menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan 
tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi 
keterangan seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian perlu diingat bukan 
berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.
c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil AO. Apabila terdapat 
dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan 
untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari  kekuatan pembuktian 
materil AO menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan  atau pernyataan 
itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada 
mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan 
sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.
Dari dua bentuk akta yang dikutip berdasarkan ulasan Yahya Harahap sifat yang melekat 
dalam akta otentik jika hendak dibantah terletak pada tindakan “pembuktian atas kepalsauan 
akta tersebut”. Sedangkan pada Akta Bawah Tangan (ABT) daya kekuatan mengikatnya yang 
tidak memiliki pembuktian keluar (harus dianggap benar, sepanjang tidak ada alat bukti yang 
sah dapat menggugurkannya), terletak pada tindakan untuk mendapat kekuatan sebagai alat 
bukti ABT adalah pembuktian keaslian.
Hal ini juga dapat diamati secara singkat dengan memperhatikan pengertian AO dan 
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pengertian ABT. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdt menegaskan bahwa akta otentik adalah 
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Sedangkan Akta Bawah Tangan 
(ABT)  ditegaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata “sebagai tulisan-tulisan  di bawah tangan 
dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, 
surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang 
pegawai umum.” Namun  menurut Soepomo sebagaimana dikemukan oleh Yahya Harahap,14 
ditinjau dari segi hukum pembuktian  agar suatu tulisan bernilai sebagai ABT, diperlukan 
beberapa persyaratan pokok diantaranya: (a)  surat atau tulisan itu ditanda tangani; (b) isi yang 
diterangkan  di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan 
hukum (rechts betrekking); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum 
yang disebut di dalamnya.
Jika	dua	kekuatan	akta	yang	dikemukan	di	atas,	dalam	sertifikat	digital	yang	kemudian	
melahirkan dokumen/ surat elektronik hanyalah dapat digolongkan dalam Akta Bawah 
Tangan	(ABT).	Meskipun	sertifikat	digital	dengan	prinsip	kerjanya	yang	 terjamin	rahasia	
dari surat tersebut oleh para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Tapi salah satu 
sifat	yang	dimiliki	oleh	akta	otentik	tidak	berlaku	dalam	sertifikat	digital,	sifat	yang	melekat	
dalam AO adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. 
Sementara	 pada	 dokumen	 elektronik	 meskipun	 pembuatan	 sertifikat	 elektronik	
dibawah lembaga CA, namun lembaga tersebut tidak melakukan cross-cek sebagaimana 
lazimnya	Notaris	yang	dapat	mengidentifikasi	peristiwa	hukum	yang	lahir	diantara	para	pihak	
tersebut. Lembaga CA hanya bertugas sebagai badan hukum yang menyediakan layanan 
keamanan yang dapat dipercaya oleh pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi 
secara elektronik yang memenuhi empat aspek kemanan yaitu: privacy15, Confidentiality16, 
authentication,17 dan  integrity.18
Berdasarkan	 empat	 aspek	 keamanan	 yang	 terdapat	 dalam	 sertifikat	 digital	 yang	
diberikan oleh CA (Certification Authority) atau TTP (Thrusted Third Party) yaitu privacy, 
convidentaility, authentification dan integrity. Dengan demikian surat elektronik tidak 
diragukan lagi sebagai dokumen yang terjamin kemanannya dalam melakukan transaksi 
elektronik. Dalam posisi ini, peran Notaris dilibatkan dalam transaksi elektronik untuk 
14  Ibid, Hlm. 590.
15  Privacy: dokumen/ informasi elektronik yang telah ditandatangani dan dikirimkan benar-benar terjamin 
kerahasiaannya.
16  Confidentiality: dokumen/ informasi elektronik yang telah ditandatangani dan dikirimkan bersifat 
rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi dokumen/ informasi elektronik yang 
telah dirahasia dengan menggunakan metode.
17  Authentication: dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/ informasi elektronik 
maka dapat dibuktikan dengan metode tertentu siapa yang menggunakan dokumen/ informasi elektronik itu.
18  Integrity: informasi yang dikirim dan diterima tidak berubah.
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memberi	legitimasi	yang	kuat	terhadap	transaksi	yang	berlangsung	melalui;	mengidentifikasi	
tanda	 tangan	 elektronik	 dan	 penanda	 tangan,	 serta	 memverifikasi	 dokumen	 elektronik/	
informasi elektronik yang ditandatangani. 
Dalam konteks itu Notaris bersama-sama dengan pihak CA sebagai pihak ketiga yang 
dipercaya dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik yang merupakan pihak 
ketiga, baik berupa perorangan maupun badan hukum yang dipercaya untuk memastikan 
atau menegaskan identitas seseorang, dan bertugas menyatakan kunci publik-privat yang 
digunakan untuk membuat digital signature adalah milik orang tersebut. Tentunya peningkatan 
status surat elektronik menjadi akta yang setingkat dengan akta otentik ke depannya, Notaris 
sudah harus dilibatkan dalam perjanjian keperdataan di dunia elektronik, yang saat ini dikenal 
dengan istilah cyber notary. 
Pembaharauan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJN) sudah 
mesti dilakukan dalam rangka menambah kewenangan Notaris sebagai sistem penyelenggara 
di bidang kenotariatan secara elektronik. Penyempurnan UUJN maupun RUU dan/atau 
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang belum disahkan hingga hari 
ini, harus merumuskan bahwa produk sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan 
secara elektronik yaitu akta elektronik merupakan alat bukti elektronik yang dapat diterima 
dan diidentikan sebagai alat bukti tertulis yang otentik. 
Penambahan tersebut terutama kewenangan Notaris dalam pemanfaatan tekhnologi 
informasi berupa komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya dalam hal 
melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi, mendengarkan, mengamati, mencermati, 
serta memahami seluruh perbuatan, kejadian atau keadaan yang berhubungan langsung dalam 
proses pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan Notaris dalam memberikan legitimasi 
terhadap transaksi elektronik.
PENUTUP
Dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1866 KUHPdt, oleh karena dalam pasal tersebut tidak ditegaskan bahwa bukti surat 
mesti “tertulis di atas kertasI, oleh karena itu makna “tertulis” melalui dokumen elektronik 
juga dapat dianggap sebagai bukti surat yang tertulis.
 Dalam Pasal 5 UUITE juga telah menegaskan surat atau dokumen elektronik merupakan 
alat bukti hukum yang sah dalam kepentingan hukum acara perdata, cuma saja dalam Pasal 
5 UUITE pada ayat 5 membatasi pengertian surat atau dokumen elektronik yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, karena dikecualikan dari akta yang dapat dibuat 
oleh pejabat pembuat akta tidak dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Padahal dari 
substansi dokumen tersebut dapat melahirkan perikatan yang memberi kewenangan kepada 
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pejabat pembuat akta untuk terlibat dalam pembuatan dokumen elektronik. Oleh karena itu, 
seyogiayanya dokumen elektronik yang hanya dapat disejajarkan dengan surat atau akta 
di bawah tangan ditingkatkan nilai beban pembuktiannya, tentu dengan melibatkan peran 
Notaris bersama dengan lembaga Certification Authority  (CA) dalam setiap penerbitan akta 
elektronik. Agar hak-hak setiap orang yang melakukan transaksi elektronik terjamin kepastian 
hukumnya.  
Bersamaan dengan itu ketentuan Pasal 5 dalam UUITE harusnya direvisi bunyi Pasal 5 
ayat 5 yang berbunyi “surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis 
dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk 
akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta”. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan 
praktik di lapangan, dalam kegiatan transaksi jual beli secara elektronik, karena dokumen 
elektronik	 yang	 telah	 diberikan	 sertfikasi	 oleh	 lembaga	 CA	 beserta	 dengan	 tanda	 tangan	
digitalnya merupakan dokumen tertulis, sifat perjanjiannyapun sama dengan perikatan jual 
beli manual, hanya saja transaksi dan kesepakatan para pihak dengan menggunakan media 
elektronik terjadi secara online. Artinya peran Notaris dalam penerbitan akta elektronik yang 
otentik mesti diupayakan baik melalaui UUITE maupun dengan perubahan Undang-undang 
Jabatan Notaris.
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PENDAHULUAN
Seorang anak yang terlahir di dunia secara biologis tentu mempunyai ayah dan ibu.Namun 
tidak demikian dalam pandangan hukum, karena dapat saja seorang anak lahir tanpa 
mempunyai ayah secara yuridis,dalam arti bahwa anak tersebut lahir di luar perkawinan (anak 
luar kawin). Keadaan tersebut secara umum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 43 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. 
Bagi warga yang beragama Islam yang secara khusus tunduk pada Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun mengatur hal yang 
sama sebagaimana dimuat dalam  Pasal 100, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan dalam 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK KEPERDATAAN 
BAGI ANAK LUAR KAWIN
Oleh:
Deity Yuningsih
Fakultas Hukum Universitas Haluloe
E-mail: deity_yuningsih@yahoo.com
Abstract: Implications of the Constitutional Court ruling Constitutional Court Decision No. 
46/PUU-VIII/2010 affect the existence of legal provisions governing the protection of civil 
rights of illegitimate children. Children outside of marriage contained in the Civil Code 
which includes children outside of marriage can be recognized or validated, child discordant, 
as well as natural child has the opportunity to get the civil rights of the biological father. 
Similarly, the illegitimate child of the marriage under the hand or Sirri marriage in terms 
of Islamic Law Compilation keperdataannya entitled to the rights of the child because it is 
actually a legal marriage, while the children of adultery in Islamic law that has no lineage 
relationship with her  biological father had an opportunity to the shape was borrowed
Keywords: Civil Rights, Child Outside Marriage 
Abstrak: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 mempengaruhi eksistensi ketentuan hukum yang mengatur perlindungan 
hak keperdataan anak luar kawin. Anak luar kawin yang terdapat dalam KUH Perdata yang 
meliputi anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang, maupun anak zina 
mempunyai peluang untuk mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya. Demikian 
juga terhadap anak luar kawin dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri 
dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan hak keperdataannya karena 
sesungguhnya merupakan anak dari perkawinan yang sah, sedangkan terhadap anak zina 
dalam hukum Islam yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya juga 
mempunyai peluang dalam bentuk wasiat wajibah.
Kata kunci: Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diberlakukan untuk warga yang 
bukan beragama Islam, menetukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut jusru 
tanpa mempunyai ibu dan bapak sama sekali, kecuali jika orang tua anak tersebut melakukan 
pengakuan dengan akta autentik, hal ini tercantum dalam Pasal 280, bahwa dengan pengakuan 
yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak 
dan bapaknya atau ibunya.
Demikian juga menurut hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berlaku di 
masyarakat bahwa kedudukan anak luar kawin tidak sederajat jika dibandingkan dengan 
kedudukan anak sah, misalnya  di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur, bahwa anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan mendapatkan posisi yang sangat rendah dan nista dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Jawa dan Sunda anak luar kawin disebut dengan 
anak haram jaddah atau anak kowar yang artinya anak yang dilahirkan dari persetubuhan 
yang haram1. Anak luar kawin dalam  masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara disebut anahi 
pata koama yang hanya mewaris dari pihak ibu, karena dianggap tidak mempunyai bapak.2 
Begitu juga dalam pembagian harta warisan bagi anak luar kawin dalam perkawinan adat 
warga negara keturunan Tionghoa tidak mengikuti pembagian menurut KUH Perdata, tetapi 
bagiannya ditentukan musyawarah dalam keluarga.3
Ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak luar kawin dari sudut 
kepentingan anak dirasakan  kurang adil, karena anak luar kawin  hanya memiliki hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya., sedangkan ayah yang ikut berperan  menyebabkan 
kelahiran anak tersebut  terbebas dari kewajiban secara hukum untuk membiayai, memelihara, 
mendidik serta  memberikan perlindungan, yang seharusnya diberikan orang tua kepada 
setiap anaknya. Ketiadaan ayah secara yuridis tersebut bagi anak luar kawin membuat hak-
hak keperdataannnya tidak sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau anak 
yang lahir akibat perkawinan (anak sah).
Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang mengadili perkara konstitusi 
pada tingkat pertama dan terakhir, melakukan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, menjadi  harus dibaca “anak 
1  D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan 
MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
2 Mutalib. 2012. Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Adat Muna di Desa Wantulasi 
Kecamatan Wakuramba Utara Kabupaten Buton Utara (Skripsi). Kendari: Universitas Muhammadiyah 
Kendari.
3  Hendarmin. 2005. Hak Mewaqris Anak Luar Kawin Warga Negara Keturunan Tionghoa dan Praktiknya 
di Kota Singkawang (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
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yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan adanya putusan 
tersebut	 tentu	 sangat	berdampak	 secara	 signifikan	berimplikasi	 secara	 langsung	 terjadinya	
perubahan yang fundamental terhadap  hukum keluarga di Indonesia, khususnya terhadap 
eksistensi ketentuan hukum yang mengatur hak-hak keperdataan anak luar kawin
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, 
namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dari sudut pandang kepentingan atas 
perlindungan anak  merupakan putusan yang sangat peduli terhadap perlindungan hak-hak 
keperdataan anak luar kawin yang selama ini cenderung terabaikan.Adanya pro dan kontra 
tersebut mengindikasikan putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai 
keadilan yang berkembang di masyarakatdan keberadaan putusan tersebut juga mempengaruhi 
ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Oleh karena itu, masih dibutuhkan suatu penelitian 
yang komprehensif terkait eksistensiketentuan hukum yang mengatur hak-hak keperdataan 
bagi anak luar kawin setelah keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan hukum dalam tulisan ini adalah 
bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap 
eksistensi	ketentuan	hukum	yang	mengatur	hak	keperdataan	bagi	anak	luar	kawin?
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Eksistensi KUH Perdata dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan 
dengan perkawinan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, keberlakuannya ditentukan 
dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa “untuk perkawinan dan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, 
maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (Huwelijks Ordonnatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan 
Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 N0. 158) dan peraturan-peraturan 
lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, 
dinyatakan tidak  berlaku.”
Jika dicermati lebih jauh sesungguhnya Pasal 66 Undang-Undang tersebut adalah 
perwujudan dari asas perundang-undangan lex posterior derogat legi priori, yang berarti 
bahwa dengan adanya undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama tidak 
berlaku lagi. Namun demikian, khusus terhadap keberadaan ketentuan-ketentuan dalam 
KUH Perdata sepanjang ketentuan yang terdapat di dalamnya itu belum diatur atau tidak 
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bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka demi hukum tetap masih berlaku, 
termasuk setelah Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami perubahan  di Pasal 43 
ayat (1).
Demikian juga keberadaan Kompilasi Hukum Islam terhadap Undang-Undang 
Perkawinan yang telah mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), setelah adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka berlakulah asas peraturan 
perundang-undangan lex superior legi inferiori, sehingga ketentuan yang terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tidak 
berlaku lagi. 
Oleh karena dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan norma hukumnya telah 
diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum 
yang berlaku sekarang, baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi  anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk memohon 
atau menggugat ayah biologisnya di pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, melahirkan mempunyai hubungan  perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus 
juga kepada keluarga ayahnya itu.
Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
setelah Putusan Mahkamah tersebut dari perspektif perlindungan anak merupakan suatu 
rekayasa terhadap tatanan nilai hukum yang ada di masyarakat sebagai suatu upaya 
memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin 
yang selama ini cenderung terabaikan. Rekayasa dalam arti perubahan tatanan nilai kehidupan 
sosial bukanlah hal yang ditabukan, sebagaimana teori a tool of social engineering yang 
dikemukakan oleh Roscoe Pound4 yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya 
hukum secara sadar sebagai suatu instrumen untuk mengadakan perubahan di masyarakat. 
Soekanto5 menambahkan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, 
dalam arti hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change atau pelopor perubahan, yaitu 
seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin lembaga 
kemasyarakatan.Agent of change atau pelopor perubahan yang dimaksud adalah para hakim 
Mahkamah Konstitusi.
4  Achmad Ali, 2000, Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung.
5  Soerjono Soekanto, 1979,  Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Bandung: Alumni. 
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Hak keperdataan anak yang dimaksud merupakan hak yang melekat pada setiap anak 
yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang 
tuanya, meliputi hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili 
dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta 
benda anak, serta hak mendapatkan warisan.
Hak Keperdataan bagi Anak Luar Kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar 
perkawinan yang sah.6 Anak yang lahir di luar perkawinan itu meliputi: anak luar kawin yang 
dapat diakui atau disahkan, anak sumbang yang lahir karena hubungan darah atau karena 
hubungan perkawinan, dan anak zina. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai 
akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan, dimana di antara mereka tidak terkena 
larangan kawin atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak 
yang dilahirkan sebagai anak dari hubungan pria dan wanita di luar perkawinan, dimana di 
antara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan misalnya karena hubungan darah 
atau hubungan perkawinan, sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai anak 
dari hubungan pria dan wanita di luar perkawinan dimana salah satu atau keduanya sedang 
terikat perkawinan dengan pihak lain.
Segi persamaannya bahwa seluruh anak tersebut dilahirkan akibat dibenihkan dan 
dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang sah, sehingga tidak mempunyai 
hubungan perdata dengan ibu atau ayah biologisnya.Segi  perbedaannya bahwa jika anak 
zina dan anak sumbang karena hubungan darah secara hukum tidak lagi   berpeluang untuk 
mendapatkan pengakuan atau pengesahan dari orang tua biologisnya, maka  anak sumbang 
karena hubungan perkawinan secara hukum masih berpeluang  untuk mendapatkan pengesahan 
dari orang tuanya, begitu pula  anak luar kawin secara hukum  masih berpeluang untuk diakui 
atau disahkan oleh orang tuanya (Pasal 272, Pasal 273, dan Pasal 283 KUH Perdata).
Pranata pengakuan (erkenning) dan pengesahan (wettiging) terhadap anak oleh 
ibu dan atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi 
peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya 
dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya.Sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 280 KUH Perdata bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak 
luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. Selanjutnya 
akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan 
6  J. Andy Hartanto, 2012, Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk 
Wetboek, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 
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Pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak dan ibunya, 
maupun dengan surat pengesahan Presiden sebagaimana menurut Pasal 274 KUH Perdata, 
mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan 
keluarga ibu dan ayahnya.
Berbeda dengan ketentuan KUH Perdata sebagaimana diuraikan  di atas, dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak  yang dilahirkan 
di luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan/atau alat bukti lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan berpendapat bahwa 
secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara 
ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain 
berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.Oleh 
karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir 
dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan 
dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum 
membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya 
kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak 
dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut 
sebagai bapaknya.Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 
memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan anak dari laki-laki 
tertentu.
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah 
hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang 
subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak 
dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, 
akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak 
dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari persoalan prosedur/
administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.Hal 
tersebut	mempunyai	dampak	yang	cukup	signifikan	terhadap	pranata	pengakuan	bagi	seorang	
anak yang lahir di luar perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.
Sehubungan dengan hal di atas, maka pranata pengakuan terhadap anak yang lahir di 
luar perkawinan dalam hukum positif Indonesia menjadi dapat bersifat sukarela dan bersifat 
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dapat dipaksakan. Pranata pengakuan yang bersifat sukarela ini dapat ditemui dalam KUH 
Perdata, bahwa orang tua  dengan ikhlas dan inisiatif sendiri dengan melakukan pengakuan 
terhadap anak luar kawinnya, sedangkan pranata pengakuan yang bersifat dapat dipaksakan 
ditemui dalam Undang-Undang Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 46/PP-VIII/2010,  bahwa  hubungan perdata antara orang tua dengan anak yang lahir di 
luar perkawinan terjadi karena adanya gugatan atau permohonan dari anak yang bersangkutan 
atau pihak yang berkepentingan berdasarkan bukti yang dapat diterima  hukum di pengadilan. 
Kedua sifat dari pranata pengakuan ini masing-masing dapat diterapkan dan sebagai sebuah 
upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perlindungan anak luar kawin mendapatkan hak 
keperdataan dari kedua orang tuanya.
Akibat hukum dari adanya pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, baik yang 
bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat dipaksakan menimbulkan hubungan keperdataan 
antara anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya itu, 
meliputi: hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan 
waris.
Hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua 
Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua atau hak atas 
nafkah merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak  guna pelangsungan hidup 
secara	wajar	dan	pengembangan	potensi	dirinya.	Anak	secara	kodratnya,	baik	secara	fisik,	
psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian  dari pihak 
lain, terutama kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik 
mungkin sampai dengan dewasa. 
Bagi anak luar kawin yang disahkan berlaku Pasal 277 KUH Perdata yang 
mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama 
seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Hal ini dapat diartikan bahwa terhadap 
anak tersebut berlakulah ketentuan undang-undang yang diberlakukan terhadap anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Buku Ke II, Bab Ke XIV 
KUH Perdata tentang Ketuasaan Orang Tua.  
Bagi  anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berlakulah ketentuan Pasal 306 
KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; 
ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat 
diketahui bahwa anak luar kawin yang diakui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan 
pendidikan sama dengan anak sah, namun ia diletakkan di bawah perwalian dikarenakan 
kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan.
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Dalam KUH Perdata mengatur juga anak luar kawin yang berstatus sebagai anak 
sumbang dan anak zina, terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan status anak 
sumbang karena hubungan darah dan anak zina tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang 
tua biologisnya, kedudukannya untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan  disandarkan 
pada KUH Perdata Pasal 867 yang menentukan bahwa undang-undang memberikan kepada 
mereka hanya nafkah seperlunya. Dalam Pasal 868 bahwa nafkah itu diatur selaras dengan 
kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris 
yang sah. Namun bagi anak sumbang karena perkawinan akan dapat hak pemeliharaan dan 
pendidikan dari orang tuanya sepanjang kedua orang tuanya tersebut mendapat dispensasi 
untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yangdi atur dalam Pasal 283 dan Pasal 273 
KUH Perdata. Namun hal ini semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/
PUU-VIII/2010, yang mana hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum 
yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan bagi  setiapanak yang lahir di luar perkawinan 
yang tunduk pada KUH Perdata, termasuk anak zina dan anak sumbang mempunyai hak yang 
sama untuk memohon atau menggugat ke pengadilan  untuk mendapatkan pemehuhan hak 
keperdataannya jika orang tuanya tidak melakukan pengakuan atau pengesahan terhadapnya. 
Hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan dan hak mengurus harta bendanya
Perwalian (voogdij) menurut Subekti7 adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah 
umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan 
anak tersebut diatur oleh undang-undang.  Anak yang berada di bawah perwalian adalah: (a) 
Anak sah yang kedua orang tunya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua; (b) Anak 
sah yang orang tuanya telah bercerai; dan  (c) Anak yang lahir di luar perkawinan. 
Khusus terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata, 
maka haknya untuk diwakili  dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar 
pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, diatur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 331b angka 3e KUH Perdata, bahwa:
a. Bagi anak luar kawin yang disahkan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi 
ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, 
sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahnya. 
b. Bagi anak luar kawin yang diakui, perwaliannya dilakukan oleh orang tua yang 
mengakuinya atau seorang wali yang ditunjuk.
c. Bagi anak sumbang karena hubungan perkawinan, yang kedua orang tuanya mendapat 
dispensasi melakukan perkawinan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi 
ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, 
7  Subekti, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
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sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahnya.
d. Bagi anak zina dan anak sumbang dari hubungan darah, perwaliannya tidak dilakukan 
oleh ibu atau ayah biologisnya, namun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, 
maka anak tersebut dalam perwalian ibunya atau seorang wali yang ditunjuk.
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka setiap 
anak  yang lahir di luar perkawinan, baik anak luar kawin, anak sumbang, maupun anak zina 
mendapat jaminan perlindungan oleh hukum dapat dengan inisiatif sendiri atau oleh pihak 
yang mewakili kepentingannya memohon atau menggugat ayah biologisnya ke pengadilan 
untuk guna pemenuhan hak perwaliannya tersebut.
Hak dalam mendapatkan warisan bagi anak luar kawin
Hak untuk mendapatkan warisan bagi warga yang tunduk pada KUH Perdata 
mengharuskan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya, dengan cara orang tua 
kandungnya itu melakukan pengakuan atau pengesahan. Namun  tidak semua anak yang 
lahir di luar perkawinan dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya.  Dalam Pasal 272 
KUH Perdata mengatur bahwa“kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam 
sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawin sah apabila kedua orang itu 
sebelum kawin telah mengakui menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan 
itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.” 
Demikian demikian, anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang disahkan, 
sehingga terhadapnya berdasarkan Pasal 277 KUH Perdata belaku ketentuan-ketentuan 
undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Sehubungan 
dengan hal itu, maka hak waris anak luar kawin yang disahkan terhadap orang tuanya tunduk 
pada ketentuan  tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah, dan Suami atau Isteri 
yang Hidup Terlama, pada Buku ke Dua, Bagian II, Bab ke XII KUH Perdata.  
Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, terhadap anak luar kawin yang diakui, timbul 
hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah atau ibunya, termasuk juga hubungan 
kewarisannya, namun hanya bersifat terbatas, artinya hanya pada hubungan antara anak 
dengan ibu atau ayah  yang mengakuinya saja, sedangkan dengan anggota keluarga lainnya 
tidak mempunyai hubungan hukum. 
Bagi anak luar kawin yang telah diakui dapat mewaris bersama-sama dengan golongan 
I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongan-golongan ahli waris sebagaimana 
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) Golongan I terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya;
(2) Golongan II terdiri dari orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
(3) Golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya keatas;
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(4) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk 
saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui bergantung pada derajat 
kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 863 
KUH Perdata bahwa besarnya bagian warisan anak luar kawin  yang diakui itu bergantung 
pada golongan yang bersama-sama pada saat mewaris, yaitu:
(1) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan I terdiri dari suami-isteri 
dan anak beserta keturunannya, maka bagian anak tersebut adalah 1/3 bagian dari yang 
akan diperolehnya  seandainya ia anak sah;
(2) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan II terdiri dari 
orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya adalah 1/2 bagian dari harta 
warisan;;
(3) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III terdiri dari 
kakek-nenek serta seterusnya ke atas, atau mewaris bersama-sama dengan golongan 
IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-
saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya  adalah 3/4 bagian dari harta 
warisan;
(4) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang derajatnya 
berbeda, maka bagiannya dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan 
derajatnya dengan pewaris. 
Berdasarkan uraian paragraf-paragraf di atas, tergambar jelas bahwa seorang anak 
luar kawin yang tunduk pada KUH Perdata akan mendapatkan warisan dari orang tua 
biologisnya jika dilakukan pengakuan atau pengesahan  secara suka rela terlebih dahulu oleh 
ayah. Secara suka rela dalam hal ini dapat dimaknai bahwa tidak ada suatu lembaga apapun 
yang dapat memaksa ayah biologis untuk mengakui anak luar kawinnya, sehingga sebagai 
konsekuensinya anak hanya bersifat pasif dalam arti hanya mengharapkan atau menunggu 
saja tanpa dapat berbuat apapun untuk mendapatkan hak perdata dari orangnya.Dengan 
demikian, masih memungkinkan anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari orang 
tuanya karena belum mendapat pengakuan atau pengesahan dari orang tua biologisnya.
Kedudukan  yang sangat memprihatinkan seperti itupun terjadi juga bagi anak yang 
berstatus sebagai anak zina dan anak sumbang dari hubungan darah karena tidak adanya 
peluang baginya mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang menyebabkan 
kelahirannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata, yaitu anak yang 
dilahirkan dari zina dan sumbang  tidak boleh diakui, sehingga ketentuan untuk mendapatkan 
warisan tidak berlaku untuk mereka. Anak zina dan anak sumbang berdasarkan Pasal 867 
KUH Perdata hanya mendapatkan nafkah seperlunya.Selanjutnya  dalam Pasal 868 KUH 
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Perdata dipertegas lagi nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya 
dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah. Kecuali bagi anak 
sumbang karena hubungan perkawinan dapat mewaris setara dengan anak sah apabila orang 
tuanya mendapat dispendasi melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 
KUH Perdata.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang berlaku 
umum dan didasarkan asas lex posterior derogat legi priori serta asas equality before the law, 
maka dapat diartikan memberikan peluang bagi seluruh anak yang lahir di luar perkawinan, 
termasuk anak zina dan anak sumbang, guna mendapatkan hak perdata dari orang tuanya, 
termasuk kepada keluarga orang tuanya. 
Hak Keperdataan bagi Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Setelah 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Fenomena keberadaan status sah atau anak  luar kawin sangat bergantung pada status sah 
atau tidaknya hubungan hukum antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai 
orang tua yang berperan atas kelahirannya. Jika hubungan tersebut terjadi berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Perkawinan), maka anak tersebut akan menyandang sebagai anak yang sah menurut hukum 
agama dan sah juga menurut hukum positif. Namun jika seorang anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat anak 
tersebut disebut anak luar kawin.
Bagi warga negara yang beragama Islam, hubungan hukum yang terkait dengan 
hukum keluarga, termasuk di dalamnya persoalan pernikahan, status anak perwalian, 
dan pewarisan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada hukum Islam.
Persoalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab II tentang Dasar-
Dasar Perkawinan, sebagai berikut:
1. Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2. Pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada 
ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
3. Pasal 6 ayat (1) bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
Ayat (2) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
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Perkawinan bukanlah suatu perikatan perdata biasa, tetapi suatu hubungan hukum 
yang melibatkan aspek religius atau agama untuk menentukan keabsahnya.Dalam hukum 
perkawinan Islam bahwa perkawinan itu harus memenuhi rukun nikah. Sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam harus ada: (a) calon suami; (b) calon 
isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; dan (e) ijab dan kabul.Adanya keabsahan pernikahan 
itu membawa konsekuensi pengakuan terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari 
sudut pandang hukum Islam.Namun dalam kehidupan sosial, ditemukan adanya perkawinan 
yang hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya saja dan tidak dilakukan 
pencatatan.
Hal tersebut jika dikaitkan dengan  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan 
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan itu adalah 
sah menurut hukum agama dengan segala konsekuensi akibat hukum yang dilindungi dari 
sudut pandang hukum Islam. Namun akan berbeda jika menggunakan sudut pandang hukum 
positif, bahwa perkawinan itu tidak  akan diakui keberadaannya dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang  memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait di 
dalammnya, termasuk anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan seperti itu 
sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri.
Persoalan sahnya suatu perkawinan adalah murni ranah hukum agama dan kepercayaan 
yang dianut oleh calon mempelai. Syarat dan rukun pernikahan sudah dianggap baku, tidak 
boleh ditambah atau dikurangi. Jika perkawinan sudah dilaksanakan menurut kaidah fiqh, 
maka dianggap sah.Akan tetapi, di luar dari hukum agama yang mengaturnya, pemerintah 
juga mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya adalah 
dengan kewajiban melakukan pencatatan peristiwa perkawinan yang dilangsungkan, 
karena perkawinan tersebut melibatkan banyak pihak yang sekarang maupun pada masa 
yang akan datang, sehingga kekuatan hukum atas akibat hukumnya menjadi penting dan 
jelas. Sehubungan dengan hal itu, melalui Kementerian Agama, pemerintah menerbitkan 
akta nikah yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara suami isteri yang sah menurut 
agama, sekaligus juga diakui sah/legal oleh pemerintah.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada bagian 
Pendapat Mahkamah sub Pokok Permohonan, sebagaimana dikutip dari naskah putusan 
tersebut, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut 
peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan 
perkawinan. Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menegaskan “... bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 
dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 
dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.Dalam 
hal tersebut Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah: (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor 
yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif 
yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak begitu saja dapat diterima oleh 
umat Islam karena di dalam hukum Islam telah diatur dengan tegas tentang status dan hak 
dari seorang anak hasil zina.Dalam hukum perdata pada umumnya, konsep hak perdata 
seorang anak terhadap orang tuanya sangat terkait dengan hak anak untuk mendapatkan hak 
pemeliharaan dan pendidikan, hak dalam hal perwalian,  dan  untuk mendapatkan warisan. Jika 
hal ini juga dimaksudkan sebagai hak keperdataan anak hasil zina terhadap ayah biologisnya, 
maka akan bertentangan dengan hukum Islam. Hubungan yang demikan itu, dalam konsep 
hukum Islam lahir dari adanya nasab atau pertalian darah antara seorang anak dengan orang 
tuanya yang dilandasi perkawinan yang sah.
Lain halnya jika yang dimaksud anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak 
yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri.Perkawinan ini dari 
sudut pandang hukum Islam adalah sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap 
aspek hukum yang ditimbulkannya, termasuk adanya hubungan nasab antara anak dengan 
ayahnya.Adanya hubungan nasab tersebut menimbulkan juga hak anak untuk mendapat 
pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, termasuk hak mendapatkan warisan dari 
kedua orang tuanya itu.
Berdasarkan hal itu, Islam berkepentingan membagi anak yang lahir ke dalam dua 
bagian, yang disebut dengan anak syar’iy dan anak thabi’iy.Dikatakan anak syar’iy, karena 
hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya.Disebut 
anak thabi’iy karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan 
orang tuanya laki-lakinya.Bagi anak syar’iy berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku 
orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Menurut  Wahbah Al-Zuhaily8 bahwa hak kewajiban 
orang tua terhadap anak antara lain adalah hak nafkah, waris, dan wali.Terhadap anak thabi’iy 
(anak luar nikah) secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Berdasarkan 
keumuman Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi bersabda: Al-walad lil al-
firasy, wa li al-‘ahiri al hajaru (anak memiliki hubungan dengan ibunya, sedangkan bagi 
pezina adalah hukuman rajam).
8  Imran Rosyadi.  Implikasi uji Materi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dalam  http://www.
badilag.net/data/artikel.
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Akibat hukum dari status hukum yang berbeda dari keberadaan anak luar kawin itu, 
membawa konsekuensi berbeda pula bagi hak-hak perdata yang dapat melekat padanya.
Hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua bagi anak luar kawin 
Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan  bagi anak zina (anak 
thabi’iy) hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya karena ketidakadaan nasab 
kepada bapaknya. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa perbedaan  mendapatkan 
hak sebagaimana anak sah, dalam hal ini pemeliharaan dan pendidikan dari bapaknya bukan 
berarti Islam melakukan diskriminasi atas hak-hak anak. Sebaliknya, hal itu justru dimaksud 
untuk menegakkan hukum yang telah digariskan Allah SWT.
Dalam kaidah fiqhiyyah, ditentukan bahwa apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya 
yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan 
jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil.Kaidah fiqhiyyah lainnya 
menyatakan bahwa dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari 
dharar yang bersifat umum (lebih luas).Selanjutnya terkait dengan penetapan nasab, 
pendapat	Jumhur	Madzhab	fiqih	Hanafiyyah,	Malikiyyah,	Syafi’iyyah,	dan	Hanbaliyah	yang	
menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah adanya hubungan pernikahan yang sah.
Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum nasab. 
Dengan demikian anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya,  tidak dinasabkan laki-
laki yang menzinai ibunya. Pernasaban kepada laki-laki yang menzinai akan mendorong 
terbukanya pintu zina, padahal sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menutup 
pintu zina yang mengantar pada keharaman (saad adzari’ah) dalam rangka menjaga kesucian 
nasab dari prilaku munkar9. Namun demikian, dalam hal ayah biologis dengan sukarela tanpa 
paksaan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak luar kawinnya sebagai 
rasa kemanusiaannya dapat saja diterima, sepanjang tidak dimaknai adanya hubungan nasab 
di antara keduanya.
Berbeda dengan anak hasil zina (anak thabi’iy), anak dari perkawinan sirri (anak 
syar’iy), dalam hukum Islam haknya  harus dipersamakan sebagaimana anak sah dalam arti 
anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat, karena sesungguhnya anak dari perkawinan 
sirri tersebut adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang halal. Oleh sebab itu, 
mempunyai nasab dengan ayahnya yang dibenarkan menurut sudut pandang agama Islam. 
Secara hukum Islam anak syar’iy berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan 
pendidikan dari orang tua dari kedua orang tuanya.Namun karena tidak ada pencatatan 
perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut menurut undang-undang termasuk kategori 
anak luar kawin.Jika ayahnya dengan sengaja atau melalaikan kewajibannya itu, maka anak 
dari perkawinan sirri dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mendapat perlindungan 
9  Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
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untuk dapat bermohon kepada hakim Pengadilan Agama agar haknya tersebut dipenuhi.
Hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak 
mengurus harta benda anak
Wali bagi anak hasil zina adalah ibu atau dari keluarga ibunya, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 100 Kompilasi hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya; atau  bila wali tidak 
mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat 
menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabatnya.
Bagi anak dari perkawinan sirri terdapat dua persepsi yang berbeda, di satu sisi, jika 
dilihat dari hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan, maka anak tersebut dapat 
dikatakan sebagai anak luar kawin, sehingga perbuatan hukum yang terkait dengan pribadi 
anak, termasuk dalam hal ini segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan 
perbuatan hukum terhadap harta bendanya diurus/diwakili oleh walinya disebabkan anak 
tersebut tidak dalam kekuasaan orang tua, sebagaimana yang berlaku bagi anak zina. Di 
sisi lain, jika dilihat dari hukum Islam, anak tersebut adalah anak yang sah (anak syar’iy), 
sehingga dalam hal yang terkait dengan pribadi anak, melakukan perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan, dan mengurus harta bendanya ada dalam kekuasaan orang tuanya. 
Hak mendapatkan warisan bagi anak luar kawin 
Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah atau dikenal dengan  sebutan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, 
sebagaimana uraian hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, terdapat dua 
persepsi yang berbeda. Di satu sisi, jika dilihat dari hukum positif, yaitu Undang-Undang 
Perkawinan, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak luar kawin, sehingga 
menurut hukum positif tidak berhak untuk mendapatkan warisan, dan apabila dimohonkan 
ke Pengadilan Agama permohonan itu tidak akan dikabulkan karena para pihak tidak 
akan dapat membuktikan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik perkawinan orang 
tuanya. Dengan kata lain yang bersangkutan tidak dapat menjadi subjek yang diakui dalam 
permohonan itu. Di sisi lain, jika dilihat dari hukum Islam, anak tersebut adalah anak yang 
sah (anak syar’iy), sehingga berhak secara penuh atas bagian yang telah ditetapkan dalam 
hukum Islam sebagai kaidah agama yang diyakininya. 
Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam hal 
kewarisan anak anak luar kawin dari perkawinan siri, secara yuridis dapat meneguhkan bahwa 
anak tersebut memiliki kedudukan hukum (persona in judicio) dalam perkara kewarisan 
di Pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayahnya dengan keharusan mampu 
membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
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alat bukti lain menurut hukum.
Hal yang sangat berbeda terhadap anak luar kawin dari perbuatan zina, walaupun telah 
ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak hasil zina tersebut 
sangat sulit atau telah tertutup kesempatan  mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari ayah 
biologisnya, karena ketiadaan nasab di antara keduanya, sebagaimana  HR. Al-Turmudzi: 
dari ‘Amr ibn Syuaib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: setiap 
orang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil 
zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. 
Selanjutnya, pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz 
ad- Daqaiq, bahwa anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan waris dari pihak ibu saja, 
karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapat hak waris dari pihak 
bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris 
dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh aja (bagian tertentu),  demikian pula 
dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (bagian 
tertentu), tidak dengan jalan lain.10
Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diungkapkan sebelumnya, yang 
juga berlaku bagi subjek hukum yang beragam Islam, maka sangat sulit untuk diterima 
karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Menurut Khudduri bahwa konsep 
keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah Swt dan Dia-lah sebagai penguasa dan 
sekaligus legislator yang paling utama, sehingga wahyu ilahi merupakan sumber primer 
untuk mengatur kehidupan manusia, dan bahwa prinsip-prinsip dan asal usul keadilan yang 
berasal dari wahyu dan hikmah ilahi adalah mutlak (sempurna) yang tidak dapat diganggu 
gugat, dirancang untuk segala zaman serta dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. 
Sehubungan dengan aspek keadilan untuk kemaslahatan manusia dan sesuai dengan 
kehendak penciptanya, upaya hukum yang masih mungkin dilakukan agar hak anak zina 
dapat diakomodasi adalah dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman oleh negara selaku ulil 
amri kepada ayah biologis untuk membebankan kewajiban kepadanya berupa kewajiban 
memberikan sebagian hartanya setelah ia meninggal dunia dalam bentuk wasiat wajibah. 
Wasiat wajibah adalah wasiat yang berisikan kehendak memberikan sebagian harta setelah 
ia meninggal dunia kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, yang besarnya ditentukan 
oleh pengadilan yang tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan yang 
ditinggalkan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung pewaris, seperti 
pembayaran pelunasan hutang, biaya penguburan, dan wakaf yang sudah dijanjikan. Namun 
tetap digarisbawahi bahwa kewajiban pemberian dalam bentuk wasiat wajibah tersebut bukan 
dalam rangka pengesahan nasab dan hak waris anak luar kawin dengan ayah biologinya, 
10  Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
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tetapi lebih pada melindungi kepentingan anak agar tidak terlantar dan demi masa depannya, 
karena dalam syariat Islam hak anak zina tetap berbeda dengan anak dari perkawinan yang 
sah. Hal ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.
PENUTUP
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi langsung 
terhadap perubahan hukum keluarga Indonesia, terutama yang terkait dengan eksistensi 
ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak keperdataan anak luar kawin. Anak luar 
kawin baik dalam ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yang meliputi anak luar kawin 
yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang, maupun anak zina mempunyai peluang untuk 
mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya. 
Demikian juga terhadap anak luar kawin dari perkawinan di bawah tangan atau 
perkawinan sirri dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan hak 
keperdataannya karena sesungguhnya merupakan anak dari perkawinan yang sah, sedangkan 
terhadap anak zina yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya 
mempunyai peluang untuk dapat memohon atau menggugat ke Pengadilan Agama untuk 
mendapatkan wasiat wajibah.
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